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PELAKSANAAN PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN SERTA
EKSEKUSI OBJEK BENDA JAMINAN FIDUSIA

ABSTRAKSI

Bahan untuk penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembebanan dan
Pendaftaran serta Eksekusi Objek Benda Jaminan Fidusia”, dipercleh melalui penelitian
hukum normtif Penelitian ini dilakukan depgan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan
pembebanan dan pendaflaran serta eksekusi objek benda jaminan fidusia dan kendala —
kendala daiam pelaksanaan pembebanan dan pendaflaran serta cksekusi objek benda
jaminan fidusia dan cara mengatasinya, '

Pembebanan, pendaftaran dan eksekusi objek benda jaminan fidusia yang diatur
dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan dalam prakiik akan adanya lembaga jaminan fidusia guna
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditor,
debitor maupun terhadap pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.

Data sekunder dan primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui
penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen,
kuesioner, maupun pedoman wawancara.

Berdasarkan hasil analisis melalni metode kualitatif' diketahui bahwa para
pelaku usaha terhadap pelaksanaan pembebanan, pendaftaran dan eksekusi objek
benda jaminan fidusia belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Jaminan Fidusia. Hal ini masih terdapatnya berbagai kendala yang ditemui dalam
pelaksanaan pembebanan, pendaftaran dan eksekusi objek benda jaminan fidusia
tersebut.

Dalam pelaksanaan pembebanan kendalanya adalah dalam pengikatan benda
jaminan fidusia berupa benda persediaan dan piutang. Dalam pelaksanaan pendaftaran
fidusia kendalanya adalah dari pelakn usaha yang belum menyadari pentingnya
pendaftaran fidusia dan ferbatasnya fasilitas Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal
cksekusi kendalanya adalah perafuran perundang-undangan, pelaksana eksekusi,
pemohon dan termohon eksekusi, benda yang akan dieksekusi tidak ditemukan dan
pada saat pelaksaan eksekusi. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi
tersebut diperlukan terobosan di bidang hukum eksekusi berupa menciptakan tmkum
sebagai cabang ilmu tersendiri, bukannya termasuk bagian dari Hukum Acara Perdata
seperti selama ind.

Kata-kata haunci : pembebanan, pendafiaran, eksekusi, Jaminan fidusia.



A Burden Execution and Registration and also The Materials Object
Execution of Fiducia Warrant

ABSTRACT

Materials for thesis writing with a burden execution and registration and
also the materials object execution of Fiducia warrant tittle has achieve through
normative law research, this research has been done with a purpose to know the
burden of execution and its registration and also the execution object of Fiducia
matters warrant and obstacles in burden execution on its registration and also the
execution object of Fiducia matters warrant and how to exceeds for it.

Burden, registration and execution object of Fiducia warrant which
arrange in number 42, 1999 Constitution, about Fiducia warrant, in which are an
afford to fulfill the needs for practically on Fiducia warrant institution which give
a protection and laws certainty to creditur and debitur and also for ather side
which has a good faith in it.

Primer and secunder datas in this research has collected to librarian and
field research and data tools of document studies, questioner and also interviews.

Based on the analysis on the qualitative methods has known that
businessman ihrough the burden, registration, and execution for the Fiducia
warrant object not completely concrete the Fiducias constitution its happened
bécause of, there is any.obstacle in burden execution, registration and Fiducias
warrant object execution. .

The fact is in their concretion for the burden obstacles are in matters
connection in Fiducias warrant as supplies and creditur and debitur in registration
execution, the obstacles are in businessman which has not realize that is very
important for iis registration and Fiducias limited facility, and for the execution
the obstacles are the rules, there is no matter when its executed and to solve it
there is necessary to make a breakthrough in laws of execution with creating a law

as own unit sains, not a part of civil law of procedures as this time.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya Lkegiatan pembangunan dewasa ini,
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Salah saty cara yang
dilakukan untuk memperoleh dana tersebut adalah dengan menggunakan
fasilitas perkreditan. Fasilitas perkreditan dapat diperoleh melalui beberapa
lembaga keuangah baik bank, maupun lembaga keuangan non bank Iﬁisalnya
{leasing). Lembaga penyedia keuangan tersebut di samping dilakukan oleh
pemnerintah juga diselenggarakan oleh non pemerintah.

Dalam praktik, masyarakat banyak membutuhkan sumber
pendanaan yang, di‘perole;h dari perorangan juga lembaga pendanaan yang
berbentuk badan hﬁkum. Pemberian dana baik yang dilakukan oleh lembaga
pendaaan yang berbentuk badan hukum maupun oleh perorangan selalu
dibutuhkan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima dana kepada
pemberi dana. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda
tidak bergerak, tergantung dari kemauan para pihak vang terlibat di
dalamuoya. '

Lembaga keuangan bank sebagai salah satu penyedia dana untuk
kegiatan ekonomi di]akukén Jengan memberikan fasilitas kredit, di dalam
menyalurkan kredit kepada debitor tersebut, mefnperhatikan beberapa faktor

sebagal peﬁilaian kelayakannya, salah satunya berupa penilatan tentang




adanya jaminan. Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jaminan
merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang
telah diberikan kepada kreditor dan untuk kepastiz;n hukumnya.! Dalam
Kitab Undang ~ Un;iang Hukum Perdata Pasal 1131 KUHPerdata ditentukan
jaminar umum yang telah diberikan oleh undang - undang yang mempunyai
sifat kc;nkurensi. Segala kebendaan seorang debitor, baik bergerak maupun
tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian,
menjadi jaminan untuk segala perikatannya perseorangan.

Sering dijumpai, bank dalam memasarkan suatu produk tidak hanya
melihat pada aspek legal saja, tetapi akan dipadukan dengan sisi profitabilitas
suatu produk vyang ditawarkan itu. Oleh karena itu mengenai masalah
jaminan ini, bank akan menerapkan policy yang memberikan nilai efisiensi,
keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga kaitannya dengan
pengeﬁlbangan pasar produk yang lain.? -Meskipun pada bank satu dengan
lainnya terdapat perbedaan policy terhadap jaminan ini, tetapi pada dasarnya
tetap mempelﬁatikaﬁ aspek legali-tas dan aspek profitabilitas.

Dalam dunia perdagangan baik yang menyangkut perjanjian utang
piutang, permodalaﬁ, maupun perbankan, dikenal suatu lembaga jaminan
yang didasarkan atas kepercayaan, yaitu Fiduciaire Eigendoms Overdracht,

(FEO) yang dikeﬁélfdisingkat dengan nama Fidusia. Lembaga jaminan im

Y 8 Soedewi Mas_[chun Sofwan, Beberape Masalah Pelaksanaan lLembage
Jaminan Fhususnya Fiducia di Dalam Prakiek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta :
Fakultas Hukum Universitas Gaiahmada, 1997), halaman 7.

2 Ridzki Tunaidi, Beberape Permasalohan Hubhum den Jaminan, (Jakarta : BPPN,

2000), hataman 2.



sebelumnya tidak diatur dalam suatu peraturan perundang - undangan secara
khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintsh telah
mengundangkan Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (selanjutnya disebut Undang - Undang Jaminan Fidusia).

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dmgén menggunakan Hak
Tangungan telah diatur dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang -
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang - Undang Pokok Agaria (UUPA),
dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Aipotik atas tanah dan crediz
verband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada
dewasa ini adalah gadai, hipotik atas kapal yang terdaitar dengan isi kotor
berukuran 20 {dua puluh) M3 atau lebih dan hipotik atas pesawat terbang,
dan jaminan fidusia. Undang - Undang yang berkaitan dengan jaminan
fidusia adalah Pasal 15 Undang - Undang No. 4 Tahun 1992 tmtmg
Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang
dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan
jaminan fidusia. Kemudian Undang - Undang No. 16 tahun 1985 tentang
Rumah Susun, mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang
dapat dijadikan jaminan utang yang dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak
pakai atas tanah negara. Dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988,

ketentuan mengenai fidusia diatur dalam Bagian Ketiga tentang peralihan,



pembebanan dan pendaftaran hak milik atas satuan rumah SUSU;'L ? Sebelurn
adanya pengaturan regulasi tersebut di atas, para praktisi dalam memutuskan
masalah fidusia hanya mengacu dan berdasarkan yurisprudensi.”

Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat fua dan
dikenal serta digunakan dalam masyarakat hukum Rémawi. Dalam hukum
Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama Fiducia cum creditore
contracia artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Isi janji
yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah bahwa debitor akan
mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai
jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan
menguasai fisik benda tersebut dan bahwa kreditor akan mengalihkan
kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bilaman utangnya sudah
dibayar lunas. Hal ini akan berbeda dengan Figrus (gadai) yang
mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal
Sducia cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi
objek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat

menggunakan benda tersebut.

3 Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988, memnyatakan : “Dalam hat
terjadi pembebanan atas rumah susun, pendaftaran hipotik dan atau fidusia yang
bersangkutan dilakukan dengan menyampaikan :

a. sertifikat hak milik;
b. akta pembebanan fidusia atau hipotik;
¢, surat lainnya yang diperlukan.

4 Taminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda
sehagai suatn bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi berdasarkan keputusan Hoge
Raad tangal 29 Tanuari 1929, Hogerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, dalam kasus
BPM lawan Clignet.



Hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipan vang dikenal
dengan nama fiducia cum amico contracta vaitu janji kepercayaan yang
dibuat dengan teman. Lembaga fiducia ini sering digunakan oleh seorang
pater familias yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka
waktu yang lama karena ia harus membuat pe;rjalanan jauh atau pergi perang.
Dalam hal demikian pa;ter familiar tersebut akan menitipkan familinya, yaitu
keluarga dan seluruh kekayaannya, kepada seorang teman yang.selanjutnya
ekan mengurus tanah dan kekayaannya serta memberi bimbingan dan
perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh pater familias. Tentu
saja antara pater familias dan temannya tersebut dibuat janji bahwa teman
tersebut akan mengf_:mbalikan kepemilikan atas familia tersebut bilamana si
pater familias sudah kembali dari perjalannya.

Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia telah digunakan sejak zaman
penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari
yurisprudensi. Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang
dalamm bentuk Fiduciaive Eigendoms Overdracht (FEQO) yaitu pengalihan hak
milik secara kepercayaan, timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam
Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa
kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi
gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat

mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.



Hambatan tersebut diatasi dengan mempergunakan lembaga FEQ yang
kemudian diakui oleh Yurisprudensi Belanda. |

Dengan telah diundangkannya Undang - Undang Fidusia dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 68 tanggal 30
Septernber 1999, dimaksudkan untuk mepampung kebutuhan masyarakat
mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk
membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada
para pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang - Undang Fidusia
sebelum undang - undang ini terbentuk, yang dijadikan objek jaminan fidusia
adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory),
benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun
setefah adanya Undang - Undang Fidusia diberikan pengertian lebih luas
yaitu benda-benda bergerak yang berwujud mupun tidak berwujud, yang
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang Hak Tanggungan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan datam Undang -
Undang Jaminan Fidusia, maka dapat diharapkan bahwa nantinya jaminan
fidusia akan menggantikan FEO dan cessi jaminan atas piutang-piutang
(zeherheidscessie van shuldvorderingen, fiduciary assignment of receivables)

yang dalam praktik pemberian kredit banyak digunakan.



Dalam Undang - Undang Fidusia diatur tentang pembebanan dan
pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum maka
pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia.’ Juga dalam
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen)
kepada kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan
fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai
benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka
sistem pendaftaran yvang diatur dalam undang - uridang ini dapat memberikan
jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai
kepentingan terhadap benda tersebut.

Eksekusi jaminan fidusia menuruf Undang - Undang Jaminan
Fidusia menganut tiga cara yakni : (1) melalui kantor lelang atas dasar Titel
Eksekusi; (2) melalui lelang atas Parate Eksekusi; dan (3) melalui jual di
bawah tangan atas dasar kesepakatan.® Sebagaimana dalam sertifikat hak
tangungan yang diatur dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan,’ maka Sertifikat Jaminan Fidusia juga mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap®. Undang - Undang Jaminan Fidusia

> Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Jaminan Fidusia

¢ Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

T Pasal 23 ayat (3) Undang - Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

® pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia. :
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menghendaki pada waktu ekskekuosi jaminan fidusia dilaksanakan, barang
yang menjadi objek jaminan fidusia berada {dikuasai) pada penerima fidusia.
Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia menentukan
bahwa debitor pembert fidusia dilarang mengatihkan, menggadaikan atau
menyewakan objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis lebih
dahulu dari penerima fidusia.

Dengan lahirnya Undang - Undang Jaminan Fidusia maka segala
perilah tentang pembebanan dan pendaftaran fidusia serta eksekusi objek
benda jaminan fidusia diatur dalam undang - undang tersebut. Keberadaan
lembaga jaminan fidusia dalam praktik sangat dibutuhkan guna memberikan
perfindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditor, debitor

maupun terhadap pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran serta eksekusi
objek benda jaminan fidusia ¢

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan dan

pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia, dan bagaimana upaya

mengatasinya?




C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mencermati pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran serta
eksekusi objek jaminan fidusia serta mengetahui pula kendala yang dihadapi
dalam masing-masing pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran serta

eksekusi objek jaminan fidusia, dan upaya mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
unfuk menyempumakan peraturan perundang - undangan di bidang
jaminan, khususnya jaminan fidusia. Secara lebih rinci kegunaan
penelitian ini da[;at dikategorikan :

a. Bagi lembaga pemegang kekuasaan legislatif, diharapkan akan mendapat
masukan untuk menyempurnakan peraturan tentang jaminan fidusia.

b. Bagi praktisi hukum, pengacara, notaris, hakim dan masyarakat pada
umumnya yang mempunyai kepentingan terhadap jaminan ' fidusia
diharapkan akan mendapat masukan yang bermanfaat guna

mengantisipasi ataun mencari upaya terbaik dalam pelaksanaan praktik

penjaminan dengai}_ fidusia.
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2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis bagi
perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang jaminan

fidusia, termasuk eksekusi dan Hukum Acara Perdata,

E. Kerangka Pemikiran
1. Lembaga Jaminan Fidusia

a. Jaminan Kebendaan

Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi
dan pembangunan suatu negara adalah sangat penting. Menurut Djojo
Mulyadi, hukum jaminan tergo!ohg bidang hukum yang akhir-akhir
ini secara populer ciisebut The Economic Law (Hukum Ekonomi),
Wiertschafirecht atau Droit de Economique yang mempunyai tugas

menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada
umurtya sehingga bidang hukum dezﬁikian pengaturannya dalam
undang - undang perlu diprioritaskan.’

Istilah jaminan berasal dari kata jamin, yang berarti tanggung,
yang dapat diartikan sebagai tanggungan.® Dalam hal ini yang
dimakéud adalah :

® Diojo Mulyadi, Penganth Penanaman Modal Asing atas Perkembangan Hulm
Persekutuan Perseroan Dagang (Vennootchaps recht) Dewase ini, Majalah Hukum dan
Keadilan Ne. 5/6, Tahun 1972.

1 Freddy Harris, Aspek FHulum Pembebanan don Pendeflaran Jominan Fidusia,
(akarta : BPHN, 2000), halaman 3.
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1) Tanggungan atas segala perikatan dari seseorang;

2) Tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang;'

3) Tanggungan atas piutang yang diistimewakan; "

4) Tentang gadai;'*

5) Hipotik;"”

6) Penanggungan utang;'®

7y Tanggungan yang ada sebelumnya ada karena yurisprudensi, yaitu
fidusia.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata memberikan
perlindungan yang bersifat umum. Sifat uvmum dari  bentuk
perlindungan tersebut mengandung makna bahwa secara otomatis
debitor berkewajiban untuk menjamin prestast yang diperjanjikan
tanpa memerlukan perjanjian khusus. Apabila debitor tidak memenuhi
kewajibannya, maka pada setiap kreditor diberikan hak yang sama
untuk mengambil pelunasan utang piutangnya dari hasil penjualan
harta kekayaan debitor menurut. pertimbangan dari banyaknya piutang
masing-masing. Jaminan yang bersifat umum ini dirasakan kurang

cukup dan kurang aman, namun diakhir paragraf Pasal 1132

1 pagal 1131 KUHPerdata,
12 pasal 1132 XUHPerdata
13 pasal 1139 s/d 1149 KUHPerdata
¥ pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata
!5 Pasal 1162 s/d 1178 KUHPerdata
1 pasal 1820 s/d 1850 KUHPerdata
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K[.T]Perdata disebutkan pengecualian terhadap ketentuan tersebut,
yaitu creditur preferent.

Dengan dibuatnya perjanjian jaminan khusus (jaminan
kebendaan), yang bertujuan untuk mendapatkan pembayaran yang
cukup aman, secrang kreditor dapat meminta debitor unmk
mengadakan jaminan tambahan yang menunjuk barang—barang
tertentu milik debitor sebagai jaminan pelunasan utangnya.
Pembuatan perjanjian secara khusus itu ditujukan bagi keuntungan
seorang kreditor tertentu yang telah memintanya, karena apabila tidak
ada hal tersebuf secara khusus seluruh kekayaan debifor dijadikan
jaminan untuk pembayaran semua utangnya. - Dengan demikian
pemberian jaminaﬁ kebendaan kepada seorang kreditor tertentu dapat
dilakukan dengan memberikan suatu kedudukan istimewa terhadap
kreditor lainnya. "

Jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaan, dimana
hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada setiap orang, maka
sifat jaminan kebendaan juga termasuk sifat-sifat dari hak kebendaan,
yaitu :

1} bersifat absoluz, dapat dipertahankan kepada siapa saja;

7 Dey Hocy Tiong, Fiducia Sebagoi Jaminan Unsur-Unsur Perikaten, (Jakarta
Ghalia Tndonesia, 1985), halaman 24.
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2) doit de suite, selaln mengikuti bendanya, dimana hak. tersebut
terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang tersebut berada,
hak itu terus mengikuti vang mempunyainya;

3) asas prioriteit (droit de preference), bahwa yang terjadi lebih
dahulu didahulukan dalam pemenuhannya, dimana yang terjadi
lebih dahuiu tingkatannya lebih tingei dari pada yang terjadi
kemudian;

4) asas publisitas, bahwa pendaftaran benda meruﬁakan bukti
kepemilikan;

5) dapat dip.indahtangankan atau dialihkan secara penuh.

b. Jaminan Fidusia

Fidusia adaléh hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan
pemilik benda.”® Dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 4
Tahuﬁ 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang

1 Pagal 1 butir 1 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya,” |

Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai
jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimniliki oleh
kreditor atau penerima fidusia®Adapun sifat-sifat dari jaminan
fidusia, ialah :

a) Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan (zakelijhe
zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan
yang didahulukan kepada penerima fidusia. Hak yang didahulukan
dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepaiiitan
pemberi fidusia.”

b) Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek jaminan tersébut
berada, kecuali terhadap benda yang digolongkan sebagai bahan
persediaan 2

¢) Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari
suatu perjanjian pokok.” Akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia
adalah jaminan fidusia hapus batal demi hukum bilamana utang

yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.®

¥ pygal 2 butir 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

X Pagal 33 Undang - Undang Jaminan Fidusja.

2 pysal 1 butir 2 dan Pasal 27 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
2 Ppasal 20 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

% pagal 4 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

* Pasal 25 ayat (1) a Undang - Undang Jaminan Fidusia
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d) Jaminan fidusia dapat diberikan untuk menjamin utang kepada
lebih dari seorang kreditor asalkan diberikan pada saat yang
sama.” Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah tidak
mungkin adanya fidusia ganda atau lebih atas atas benda yang

sudzah dan masih dibebani jaminan fidusia. %

¢ Objek Jaminan Fidusia

Undang - Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa vang
dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat
dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialibkan, baik benda itu
berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar,
bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda
dimaksud tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) KUHDagang jo.
Pasal 1162 dst. KUHPerdata.”

Selanjutnya Undang - Undang Jaminan Fidusia mengatur
bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan
fidusia, juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebami dengan
jaminan fidusia.® Ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan
dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi

milik pemberi fidusia.

% pasal 8 Undang - Undang Jaminan Fidusia

% Pagal 17 Undang - Undang Jaminan Fidusia

%7 Pagal 1 butir 2 dan 4, Pasal 3 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
% Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Taminan Fidusia
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Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, Undang - Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan
meliputi hasi} tersebut. Demikian pula jaminan fidusia meliputi klaim
asuransi, ¥ sehingga klaim asuransi tersebut akan mengantikan benda
vang menjadi objek jaminan fidusia bilamana benda tersebut
musnah,® Ketentuan tersebut juga terdapat juga terdapat dalém Pasal
11 ayat (2) I, Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan, dan Pasal 297 KUHDagang berkenaan dengan Hipotik.

d. Pembebanan Fidusia

Pemberi fidusia adalah debitor (perseorangan/korporasi) yang
menyerahkan hak 'mi!iknya atas suatn barang tertentu vyang
dimilikinya kepada kreditor sebagai jaminan pelunasan pembayaran
atas utang vang diberikan oleh kreditor.™ Penerima fidusia adalah
pihak kreditor (perseorangan/korporasi) yang memberi piutang
kepada debitor vang menerima penyerahan hal milik dari tangan
pemberi fidusia untuk kemudian penguasaannya diberikan kembali
kepada debitor untuk dapat dimanfaatkan. Dalam peristiwa

penjaminan fidusia ini pihak kreditor tidak akan menjadi pemilik yang

# pasal 10 Undang - Undang Jaminan Fidusia
® Pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Faminan Fidusia
* Pasal 1 butir 5 Undang - Undang Jaminan Fidusia
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penuh, kreditor hanya merupakan bezitloos eigenar atas barang
jaminan tersebut.

Bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan ékta\ nofaris
dalam Bahasa Indonesia.® Akta notaris merupakan akta otentik yang
memiliki kekvatan pembuktian yang smﬁpuma tentang apa yang
dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli wariénya atau
para pengganti haknya. Alasan mengapa harus dibuat dengan akta
notaris terhadap perjanjian fidusia adalah sebagaimana diatur dalam
Pasal 1867 s/d 1872 KUHPerdata. Dengan demikian apabila pihak
kreditor akan mengeksekusi benda jaminan, kedudukan
pembuktiannya terhadap keabsahan perjanjian jaminan menjadi kuat.

Fase pembebanan jaminan fidusia adalah :** |
1} adanya perjanjian pokok kredit;

2} perjanjian yang bersifat konsensual dan obligatoir;

3) adanya penyershan secara Constitutum Possesorium,

4) adanya perjanjian pinjam pakai.
e. Pendaftaran Fidusia

Jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti diatur dalam Pasal -

11 Undang - Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia

% Ppasal 1 butir 6 Undang - Undang Jaminan Fidusia

* Pasal 5 Undang - Undang Jaminan Fidusia

¥ Mariam, Darus Badrulzaman, Beb-bab Tentang Credietverband, Gadel don
Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), halamag 90-92.
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dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada di lingkup

tugas Depariemen Hukum dan Perundang-Undangan.*

Hal-hal prinsip yang berhubungan dengan pendaftaran jaminan

fidusia adalah :

1} permohonan pendaftaran fidusia;

2} kantor pendaftaran fidusia;

3} pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum
kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang
berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi
objek jaminan fidusia terbuka untuk wmum.® Kecuali terhadap
barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang
sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak

kebendaan (right in rem) yang menyandang asas droit de suite.””

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Fksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa apabila debitor/pemberi fidusia
cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia

difakukan dengan cara :

% pasal 12 Undang - Undang Jaminan Fidusia

* Pasal 6 Undang - Undang Jaminan Fidusia

¥ Ramawati W. Prasodjo, Undang - Undang Tentang Jaminan Fidusie, Makatah
Seminar Sosialisasi RUU Fidusia, (Fakarta : 23 Scptember 1999), halaman 9.
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1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

2} Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjuaian;

3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan Iieéepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikiaﬁ dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebagaimana dalam sertifikat hak tangungan vang diatur dalam

Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,®™ maka

Sertifikat Jaminan Fidusia juga m;mpunyai kekuatan eksekutorial yang

sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

mkum tetap”. Di samping eksekusi terhadap benda yang menjadi objek
Jamunan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang - Undang Jaminan
Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui
lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi
Jjaminan fidusia tersebut juga dikenal dalam hal gadai sebagaimana diatur
datam Pasal 6 jo. Pa.éal 20 ayat (1) a Undang - Undang No. 4 Tahun 1996
dan Hipotik dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata.

Perlu diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa

peniualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui

% pasal 23 ayat (3) Undang - Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
® Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia,
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pelelangan umum, karena dengan cara ini dibarapkan dapat diperoleh
harga yang paling tinggi untuk objek jaminan fidusia. Namun demikian
dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati
oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat Jangka waktu pelaksanaan
penjualan tersebut dipenuhi.®
Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminaﬁ fidusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang - Undang
Jaminan Fidusia bersifat mengikat dwingend recht yang tidak dapat
dikesampaingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan  dari
ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum.™
Selain itu, jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa
pengaliban hak kepemilikan dengan cara constitutum possesorium
dimaksdukan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak
didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi
kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan
fidusia adalah batal demi hukum.® Ketentuan tersebut dibuat untuk
melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia
melebihi besarnya utang yang dijamin.” Ketentuan serupa dijumpai pula

dalam Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdata sechubungan dengan Hipotik,

® Pasal 29 ayat (1) ¢ dan ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia.
' Pasal 32 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
# Pasal 33 Undang - Undang Jaminan Fidusia,
® Pasal 34 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
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Pasal 1154 KUHPerdata tentang lembaga gadai, Pasal 12 Undang -

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

F. Metode Penditian

1. Metode Pendeliatan

Dalam penelitian ini ﬁéndekatan yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas
dan kaedah-kaedah hukum, Dalam penelitian ini dilakukan telaah secara
mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang — undangan,
yurisprudensi dan pendapat para pakar mengenai hal-hal yang bersangkt
paut dengan pembebanan, pendaftaran dan eksekusi objek jaminan

fidusia,
2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini disepesifikasikan sebagai penelitian deskriptif
analisis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu
memberi gamaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai
segala hal yang berbubungan dengan pembebanan, pendaftaran dan
eksekusi objek jaminan fidusia. Istilah analisis mengandung makna
mengelorﬁp@kkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek
pembebanan, pendaftaran dan eksekusi objek jaminan fidusia, baik dari
segi teori maupun praktik. Melalui analisis kualitatif terhadap hasil

penelitian, diharapkan mampu mengungkap apakah pembebanan,
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pendattaran dan eksekusi objek benda jaminan fidusia menemui kendala
dalam pelaksanaennya. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan tersebut

apakah upaya yang harus ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut.

. Bahan Pendlitian

a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder,
yang meliputi :
1) Bahan hukumn primer, yang terdiri dari : _
(a) Undang - Undang dasar 1945 beserta Perubahan I
(b) Berbagai peraturan perundang - undangan yang menyangkut
hukum acara perdata;
(c) Berbagai peraturan perundang - undangan vang mengatur
kekuasaan kehakiman;
(d) Berbagai peraturan perundang - undangan yang mengatur
hukum jaminan khususnya j aminanl fidusia;
(¢) Peraturan, surat, surat edaran dan fatwa Mahkamah Agung
mengenai jaminan fidusia;
(f) Yurisprudensi tentang jaminan fidusia.
2) Béhan hukum sekunder, terdiri atas :
(a) Kepustakaan yang berka‘iltan dengan pembebanan, pendaftaran

dan eksekusi objek jaminan fidusia;



23

(b) Hastl pertermuan ilmféh vang berkaitan dengan materi
penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
informasi tentanng bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang terdiri atas :

(a) Kamus Hukum,
(b) Kamus Bahasa Indonesia;
(c) Kamus Bahasa Inggris.
b. Penelitian Japangan
Data yang dikumpulkan dalam penelifian lapangan adaiah data
primer dan data sekunder. Data primer bérupa pengalaman praktik
dan atau pendapat subjek penelitian tentang segala sesuatu yang
bersangkut paut dengan pembebanan, pendaflaran dan eksekusi objek
jaminan fidusia,
Penentuan lokasi penelitian dan subjek penelitian lapangan
ditentukan sebagai berikut :
1) Lokasi Penelitian
Penelitian lapangan ini dilaksanakan di wilayah Kantor
Pendaftaran Fidusia Jawa Tengah di Semarang.
2} Subjek Penelitian/Responden
Sebelum sampai pada penentuan responden, terlebih

dahulu ditentukan populasinya. Populasi adalah sejumlah manusia
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atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.”
Dengan mendasarkan pada pengertian populasi di atas, maka
populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan pembebanan dau pendaftaran serta eksekusi
objek jaminan fidusia, dan juga termasuk nara sumber yang
dianggap mampu memberikan pandangan mengenai masalah
tersebut.

Sehubungan dengan besar dan luasnya populesi, maka
dalam penelitian akan diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai
sampel dengan menggunaken mefode induksi. Dengan dasar
tersebut maka sampe! dalam penelitian ini adalah :

(a) 3 (tiga) Bank di Semarang, 1 {satu) Bank Perkreditan Rakyat
di Karanganyar, 1 (satu) Lembaga Pembiayaan di Semarang;

(b) Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang;

{c) Pengadilan Negeri Semarang;

{(d) 2 Orang Notaris di Semarang;

(€) Kantor Lelang di Semarang.
4, Alat Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam
penelitian ini digunakan alat pengumpul data yang berlainan.

a. Studi dokumenter

* Socrjono Sockanto, Pengantar Penelitian Fukum, (Jakarta : Pencrbit Universitas
Indenesia (UI-Press), 1986), halaman 172,
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Studi dokumen diperunakan untuk menpumpulkan data
sekunder. Studi dokumen ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum
primer, sekunder serta baban hukum tersier seperti yang telah
diuraikan di atas.

b. Kuisioner

Kepada masing-masing responden diberikan .kuisibner yang
berbeda satu sama lain, disesuaikan dengan keterlibatannya dalam
pembebanan dan pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia. Di
dalamn setiap kuistoner dimuat daftar pertanyazn untuk mengungkap
pemahaman terhadap jaminan fidusia serta pengalaman praktik
mereka yang bersangkut paut dengan pembebanan dan pendaftaran
jaminan fidusia serta eksekusi objek jarninan fidusia.

¢c. Wawancara

Setain dengan kuisioner, alat pengumpui data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalsh wawancara yang terarah
(directive interview) serta wawancara yang difokuskan (foused
interview) dengan memperunakan daftar pertanyaan (questionair).”
Mula-mula kepada subjek penelitian dijuken perianyaan yang sudah
terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam

untuk memperoleh keterangan lebih lamjut. Dengan demikian

% Ronny Hanitijo Seemitro, Metodologi Penelition Hukum dan Jurimetrt, (Iakarta
: Ghalia Tndenssia, 1990), balaman 57-38.
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diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih lengkap dan
mendalam, ~
Wawancara dilakukan terhadap :

1} Pejabat pada PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Utama Semarang;
Pejabat pada PT. Bank Mandiri Cabang Semarang; Pejabat pada PT.
BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar, dan Pejabat pada Lembaga
Pembiayaan PT. Multindo Auto Finance Semarang,

2) Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang;
3) Pejabat pada Pengadilan Negeri Semarang;
4) 2 (dua) Orang Notaris di Serarang;

5) Pejabat Kantor Lelang Lelang di Semarang.
S. Langkah-Jangkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini
meliputi tiga tahap yaitu :
a. Tahap persiapan
Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, studi
awal tentang bahan kepustakaan tersebut, pra survei yang kemudian
dilanjutkan  dengan penyusunan proposal penelitian yang
dikonsultasikan dengan pembimbing yang dilanjutkan dengan seminar
proposal. Selanjutnya dilakukan penyusunan kuesioner, daftar

pertanyaan untuk pedoman wawancara dan mengurus ijin penelitian,

b. Tahap Pelaksanaan
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Pengkajian lebih lanjut tentang bahan kepustakaan baik vang berupa
bahan hukum primer, sekunder maupun tertier adalah langkah awal
pada tahap pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan
responden dan pengumpulan data bedasarkan kuesioner dan
wawancara dengan pedornan wawancara. Hal terakhir yang dilakukan
pada tahap ini adalah melakukan analisis data serta membicarakannya
dengan pembimbing.
¢. Tahap penyelesaian

Tahap ini dilakukan dengan menyusun thesis yang kenwudian
dikonsultasikan kepada pembimbing bab demi bab. Konsultasi

difakukan secara kontinyu sehingga diperoleh banyak masukan dalam

penyusunan selanjutnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari penelitian
lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis secara normatif
kualitatif, yaitn dhanya mengambil data yang bersifat khusus dan ada
kaitanmya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya
akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deksriptif kualitatif, yaitu
dengan rﬁelukiskan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkaitan

dengan aspek-aspek hukum jaminan fidusia.
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G. Sistematilkza Penulisan

Thesis yang berjudul “PEL AKSANAAN PEMBEBANAN DAN
PENDAFTARAN SERTA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA “ ini,
guna memudahkan penulisan dan pemahamannya disusun secara sistematik.
Terdiri dari 4 (empat) bab yang salifig terkait satu sama lain, dan terinci
dalam Bab I, Bab II, Bab 1II, dan Bab IV, |

Bab I adalah pendahuluan yang didahuiui dengan latar belakang
masalash yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian guna
menyusun thesis ini. Agar masalah vang diteliti tidak meluas, maka dibuat
ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan dalam 2 (dua) .pertanyaan.
Selain itu, dalam Bab I ini divraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian
dart kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian. Selanjutnya
mengenal kerangka teoritik yang berkaitan dengan pembebanan dan
pendaftaran serta eksekusi jaminan fidusia, seterusnya adalah meode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian diakhiri dengan
sistematika pemulisan thesis.

Bab 11 adalah merupakan tinjavan pustaka yang berisi teori-feori yang
digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya
Bab ini didahului dengan sub bab tentang jaminan pada umumnya vang
menguraian pengertian jaminan, fangsi jaminan, jenis-jenis jaminan, jaminan
kebendaan. Selanjutnya sub bab fentang jaminan fidusia yang menguraikan

tentang sejarah fidusia, beberapa pengertian pokok yang diatur dalam Undang -
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Undang Jaminan Fidusia, ruang lingkup jami;lan fidugia, hakikat jaminan
fidusta, fungsi jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran
jaminan fidusia, dan pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia serta ketentuan
pidana jaminan fidusia. Kemudian sub bab tentang eksekusi objek jaminan
fidusia yang menguraikan tentang eksekusi pada umumnya, eksekusi objek
Jjaminan fidusia dan cara eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang -
Undang No. 42 tahun 1999.

Bab I merupakan bagian hasil peﬁelitian dan analisis hasil penelitian
tentang pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran serta eksekusi objek jaminan
fidusia, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan dan
pendaftaran serta eks?kusi objek jaminan fidusia tersebut, serta upaya mengatasi
kendzla tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup dart seluruh uraian yang telah dijabarkan
pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran

penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan.



BABN

TINJAUAN PUSTAKA

A, Pengertian.Jaminan Pada Umumnya

1. Pengertian Jaminan

Sebelum menguraikan pengertian jaminan, terlebih dahulu akan |
diuraikan hal-hal yang melatar-belakangi timbulnya jaminan. Lembaga
jaminan timbul erat kaitannya dengan pembangunan di Indonesia.
Dikatakan oleh Gunawan Widjaja, bahwa dalam rangka memelihara dan
meneruskan pembanguian vang berkesinambungan, para pelaku
pembangunan baik Iﬁerrlerintah maupun mas}arakat, baik persé;,rangan
maupunt badan bukum, memertukan dana yang besar. Seiring dengan
meningkatnya -kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan
terhadap pendanaan, vang sebagian besar dana yang diperlukan untuk
memenuhi  kebutuhan tersebut diperoléh melalui  kegiatan pinjam
meminjam,’ |

Bank sebagai salah satu peﬁye_dia dana untuk kegiatan ekonomi
yvang dilakukan dengan memberikan fasilitas kredit, di dalam
menyalurkan pemberian kredit kepada debitor (nasabah) memperhatikan

beberapa faktor sebagai penilaian kelayakan, salah satunya berupa

penilalan tentang adanya jaminan.

I Gunawan Widjaju dan Ahmad Yani, Sert Hubum Bisnis Jaminen Fidusia,
(Jakarta ; Grafindo Persada, 2000), halaman 73.
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Jaminan memipakan hal yang sangat penting dalam dunia
perkreditan khususnya bagi bank selaku kreditor. Hal ini ditegaskan oleh

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan :

“Jaminan bagi pemberi kredit (kreditor) merupakan hal yang
sangat vital demi keamanan pengembalian dana vang telsh
diberikan kreditor dan untuk kepastian hukumnya. Kegiatan-
kegiatan tersebut di atas yang akhimya memerlukan fasilitas
kredit dalam usahanya, memasyarakatkan adanya jaminan bagi
pemberian kredit tersebut, demi keamanan modal dan kepastian
hukum bagi pemberi modal.?

Walaupun Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) telah memberikan jaminan dari semué harta kekayaan
seseorang terhadap semua perikatannya, tetapi jaminan tersebui tidak
cukup kuat, mengingat uang hasil penjualan harta seseeorang ékan dibagi
seimbang pada sermua kreditor dari orang tersebut sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang I—Iu-kum Perdata. Dalam Pasal
1131 KUH Perdata menyebutkan :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun
yang tak bergerak, baik yang sudah ada fnaupun yang baru akan
di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk “segala
perikatannya perseorangan”.’
Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyebutkan :

% o1 Soedewi Masichun Shofwan, Zeberapa Masaleh Pelaksanaan Lembage
Jaminan Ehususnye Fiducia di dalam Prakiek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta ;
Fakultas Hukum Gajahmada, 1997}, halaman 7.

* Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdate,
(Jakaria : Pradnya Paramita, 19385), halaman 243.



32

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan
penda-benda itu dibagi-bagi menurut Kkeseimbangan, yaitu

menurut besar kecilnya piutang, kecuali apabila diantara para

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahutukan”.*

Jika kedua pasal tersebut di atas dicermati, maka asas yang
terdapat didalamnya, menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Huokum
Perdata, setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari kekayaan si
debitornya untuk dipergunakan sebagal pelunasan piutangnya sedangkan
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menetapkan bahwa
semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa
yang lebih dahulu memberikan kredit kepada debitor yang bersangkutan.

Demikian pula jika hasil penjualan barang-barang tersebut
cukup besar, maka masing-masing kreditor akan dapat menerima
pembayaran atas seluruh piutangnya. Tetapi vang menjadi masalah
adalah apabila kekayaan si debitor itu tidak cukup untuk melunasi seluruh
hutangnya, terutama apabila ada kreditor yang mempunyai hak
mendahului karena piutang—pi'utang yang diistimewakan, dalam hal ini
maka piutang dari kreditor tidak dapat dilunasi secara keseluruhan. Hal
ini berarti tidak ada Kkepastian hukum bagi kreditor bahwa semua
piutangnya akan dapat diterimanya kembali.?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui adanya kebutuhan

antuk menghindari kerugian yang mungkin timbul dan untuk memberikan

# Thid, halaman 243. _
5 Magiam Darus Badrlzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni, 1983),

halaman 33.
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rasa aman “bagi kreditor terhadap piutangnya, maka diciptakaniah
le-mbﬁga jaminan, sebagaimana dapat dijumpai di dalam maupun di luar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu lembaga jaminan
mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi
Indonesia, bidang hukum yang memerlukan pembinaan serius adalah
lembaga jaminan.

Dikatakan .oleh Sri Soedewi' Masjchoen Sofwan, bahwa
pertkembangan ekonomi dan perdagangan akan dikuti oleh
perkembangan kebutuhan akan kredit dan bemberian fasilitas kredit ini
memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.’

Pendapat diatas, A_maksudnya adalah dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan,
vang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dengan dukungan
lembaga jaminan yang kuat dan memenuhi kepastian hukum,

Hukum jaminan merupakan bidang hukum yang sangat penting
dalam pembangunan ekonomi, 'sehingga pembinaan terhadap bidang
hukuin jaminan merupakan konsekuensi logis sekatigus sebagai wujud
tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya
kegtatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan,

pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.

® Sri Socdewi Masjchun Sofwan, - Hubum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok
Hikum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yopyakarta : Liberty, 1980), halaman 1.
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Kegiatan-kegiatan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat pada
umumnya, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat, yang akhimya
memertukan fasilitas keedit dalam usshanya.”

Jadi perkembangan ekonomi di masyarakat pada umumnya
harus dibarengi dengan pembinaan hukum khususnya di bidang jaminan.
Bahkan menurut Diojo Mulj adi :

“Hukum jaminan tergolong bidang hukum yﬁng akhir-akhir ini

secara populer disebut the economic law (hukum ekonomi)

Wetschaft recht atau Droit de Economigue yang mempunyai

fungsi penunjang kemajuan ekonomi  dan kemajuan

pembangunan pada umummnya sehingga bidang hukum demikian
pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.®

Sehingga hulum jaminan termasuk dalam hukum ekonormi yang
pada akhimya sangat mutlak dibutuhkan sebagai penunjang
pembangunan.

Lembaga pemberi kredit mensyaratkan adanya agunan yang
dapat menjamin keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi
kredit. Di sinilah arti pentingnya lembaga jaminan’ Jadi dengan adanya
jaminan tersebut akan mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi,

apabila pihak debitor wanprestasi atau tidak mau membayar hutangnya

pada waktu yang telah ditentukan.

T purwahid Patik & Kashadi, Hubwn Jominan Edisi Revisi dengen UUHT,
(Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999), halamarn 1.

® Diojo Muljadi, Pengaruh Penanaman Modal Asing atas Perkembengan Hukum
Persekutuan Perseraen Dagang ( Vennotchapsrecht) Dewasa Ini, (Majalah hukum dan
Keadilan No. 5-6).

9 purwahid Patrik & Kashadi, Op. Cit, halaman 3.
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Oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugas melanearkan
dan mengamankan pemberian kredit, }maka jaminan yang baik (ideal)
menurut Soehekti, adalah sebagai berikut
a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang

memeriukan.
b. yang dapat meningkatkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk
melakukan (meneruskan usahanya).
¢. vang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti
bahwa barang _jarninan settap waktu tersedia unfuk dieksekusi, vaitu
bila perlu dapat mudah divangkan untuk melunasi hutangnya si
penerima (pengambil) kredit.”®
Secara umum katg “jaminan” depat diartikan sebagai
iaenyerahan kekayaan!pémyataan kesanggupan seseorang untuk
menanggung pembayaran kembali suatu utang, Dengan demikian jaminan
mengandung adanya kekayaan (matferieel) maupun pemyataan
kesangeupan (Immaterieel) vang dépat dijadikan sumber pelunasan
utang. Di simi, kata “jaminan” mengandung pengertian sebagai suatn
transaksi, suatu penyerahan atau kesanggupan untuk menyerahkan
barangﬁ}’a sebagat pelunasan hutangnya.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, jaminan adalah kekayaan

yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang

10 Socbekti, R., Jaminan-jeminan Untuk Pemberion Kredit Menurut Hiubon

Indonesia, (Bandung ; Alumni, 198¢), halaman 29,
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hari kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnyal.” Sedangkan
Hartono Hadisaputre memberi pengertién jaminan adalah sesuatu yang
diberikan kredit untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan
memenuhi kewajibarinya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari
perikatan antara kreditor dan debitor. 2

Kedua pendapat ini, pada prinsipnya bahwa jaminan adalah sesuatu yang
diberikan kepada kreditoi~ untuk menjamin pelunasan hutang,

Selﬁnjumya Kartbno menyatakan bahwa adanya jaminan dapat
menimbulkan rasa aman bagi kreditor bahwa piutangnya akan dilunasi,
apabila debitor rﬁelakukan wanprestgsi, pailit yaitu dengan cara
mengambil pelunasan dari penjualan benda jaminan atau dengan meminta
pelunasan kepada penjamin. Adapun jaminan ideal yang diharapkan oleh
kreditor, adalah yang berdaya guna dan dapat memberikan kepastian
kepada pemberi kredit agar mudah dijual/divangkan guna menutup atau
melunasi hutang debitor.!®

Menqefmati pendapat tersebut di atas cukup jelas bahwa jaminan
kredit adalah suatu jaminan taik berupa benda atau orang yangldiberikan
oleh debitor kepada kreditor untuk menjamin akan pelunasannya hutang

debitor kepada kreditor. Kreditor itu, jika dikaitkan dengan perjanjian

' Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., halaman 70.
*? Hartono Hadisaputro, Pokok-pokok Hukum Jeminan den Perikaten, (Yogyakarta

: Liberty, 1984), halaman 50.

12,

'3 Rartono, Hak-hak Jaminen Kredit, (Takarta - Pradnya Paramita, 1977), halamnan
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kredit maka fungsi dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat
pémpang dari perjanjian kredit,

Pada umumnya perjanjian jaminan mempunyai sifat accessoir
(tambahan) dikenal dengan Additional Contract  atau Bijkomede
Verbintennis, artinya suatu perianjian selalu dikaitkan dengan perjanjian
pokok, dengan perkataan lain . eksistensi suatu. perjanjian jaminan
tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok™ Sedangkan perikatan-
peril;atan dalam suétu perjanjian yang gifatnya “mmgabdi;’ kepada suatu
perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan
oleh perjanjian pokok itu.” Didaiﬁm prakiek perbankan di Indonesia,
perjanjian pokok tersebut berupa perjaniian pemberian kredit dengan
kesanggupan memberikan jaminan.’ Kemudian perjanjian pokok tersebut
ditkuti dengan perjénjian tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian
pokok.

Sebagaimana perjanjian yang bersifat accessoir, maka perjanjian
tersebut di atas akan memperoleh akibat hukum seperti halnya perjanjian
accessoir lainnya, vaitu ;'

1. adanya tergantung pada perjanjian pokok;
2. habusnya perjanjian ‘tersebut tergantung pada hapusnya perjanjian
pokok;

3. jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan pun ikut batal;

1 1hid., halaman 34.
15 Soebekti, R., Op. Cit, halaman 33.
197 oc, Cit,
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4. ikut beralih dengan I:;ieralihnyﬁ perjanjian pokok;
5. jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka perjanjian

tambahan juga beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

Maksud dari pendapat di atas bahwa benda yang dijaminkan diikat
dengan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tersebut didshului dengan
pembtiatan perjanj'ian utang-piutang antara kreditor dengan debitor.
Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir, maka sesuai
dengan sifat accessoir pemberiannya harus merupakan ikutan dari
perjanjian pokok yaitu pérjanjian yang rrnenimbulkan hubungan utang-

piutang yang dijamin pelunasannya.

2. Fungsi Jaminan i)ada Umumnya

Di muka disebutkan bahwa hukum jaminan merupakan bidang

hukum yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Dikatakan

oleh Yunanto bahwa :

“Hukum jaminan merupakan pendukung dan penunjang realisasi
pembangunan dalam bidang ekonomi, sehingga  karenanya
lembaga jaminan sangat berperan dalam penyaluran dana
| melalui kredit perbankan. Dalam hal ini jaminan merupakan
| upaya hukum dalam mengambilalibh piutang dan sebagai
tindakan preventif dalam penyelesaian perjanjian kredit. Secara
yuridis, jaminan merupakan sarana pelunasan piutang kreditor.”

Dengan demikian dalam rangka memelihara dan tneneruskan

pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik

" Yunanto, Kedudukan Fiducic Sebagai Lembaga Seteloh Berlakunye Undang-
Undeng Hek Tonggungan, (Semarang : Thesis Program Pascasarjana Iimu hukum Undip,
1998), halaman 34. :
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pemerintah maupun masyara.kat, baik perseorangan maupun badan
hukom, memertukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya
kegiatan pefnbangunan; meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan,
yang sehagian.besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut -diperoieh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dilihat dari sudut masyarakat, maka sangat diperfukan ‘adanya
 fasilitas kredit bagi golongan ékonomifemah dan pengusaha-pengusaha
pada umummya untuk memajukan atan mengembangkan usahanya, di
sinilah pentingnya jaminan yang memberikan kredit Akan tetapi bila
dilihat dari sudut perbankan, jika dibutubKan jaminan berarti periu
persyaratan-persyaratan pengamanan bagi pemberian kredit.

Pemberian jaminan yang memerlukan penyerahan kekuasaan
fisik atas barangnya jaminan sudah mulai dirasakan belum dapat
mengakomodasikan Scmua kepentingan dan merintangi kebutuhan
ekonomi dewasa ini, terutama apabila yang harus diserahkan itu adalah
| barang-barang modal yang perlu dipakai dalam menj ﬁlankan usaha-usaha
si pemberi jaminan. Karena kebutuhan masyarakat itu .maka timbullah
bantuk jaminan, yang terkenal dengan nama “fiducia”, dimané barang

jaminan tidak usah diserahkan dalam kekuasaan fisik si pemberi
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hutang/kredit, tetapi cukuplah diserahkﬁn dalam milikitya secara
kepercayaan,'® |
Konstruksi hukum yang ada saat ini mengatur mengenai
pengumpulan dana masyarakat, baik_ dalam bentuk dana jangka pendek
maupun dana jangka panjang untuk kemudian “didistribusikan” kembali
kepada anggota masyarakat yang memerfukan dalam bentuk penyertaan
jangka pendék maupun jangka panjang (melalui pranata pasar modal),
serta dalam bentuk pembefian pinjaman jangka pendek maupun jangka
panjang (melalui pasar uang, dan l;hususnya institusi perbankarn).
Undang-Undang Perbankan yang beriaku saat ini masih sangat
menekankan pada arti pentingnya collaferal sebagai salah satu sumber
pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang
terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah
satu bentuk colleferal yang sangat dipertimbangkan adalah collateral
dalam bentuk jaminan khusu§ diluar jaminan yang berlaku umum

menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

. Jenis-jenis Jaminan Pada Umumya

Pranata jaminan yang ada di Indonesia saat ini, dapat dibedakan

kedalam:

" Soebekti, R., Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuwk Hak

Tonggungaen) Menurut Hukunm Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakfi, 1996),
halaman 21.
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a. Jaminan Menurut Ketentuan Undang - Undang

1) Jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang;

2

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan yang lahir
karena undangﬂnt.nlang adalah jaminan yang terjadi karena
ditentukan oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian antara
kreditor dan debitor.

Maksud pendapat diatas adalah ketentuan Pasal 1131 KUH
Perdata bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak
maupun tidak bergefak, baik b?:nda yang sudah ada rmaupun benda
yang baru akan ada di keniﬁdimz hari menjadi jaminan bagi
seluruh perutangannva. Dengan demikian berarti seluruh benda
debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Dalam hal debitor
tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka
kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum, dan
hasil benjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor,
seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab
Undang-Unciang Hukum Perdata).

Jaminan yang lahir karena perjanjian/diperjanjikan

-Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian

dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang

memungkinkan para pihak untuk melakokan perjanjian

® 81i Soedewi Masjchun Sofwan, Op. Cit, 1980, halaman 43.
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pemjaminan yang ditujukan untuk menjamin éelunasan “atan

pelaﬁsana&n kewsjiban debitor kepada - kreditor.' Perjanjian

penjaminan ini merupakan jael'janjiml pokok yang menerbitkan
utang piutang diantara debitor-kreditor. Contohnya adalah hipotek,
hak tan\ggungan, ﬁdusia, gadai, perjanjian penanggungan
(borghtochr), -~ perjanjian  garansi,  perutangan. tﬂnggung
zrlmatagéung (tanggung renteng).
b Jaminan Menurut Obj eluwa“ |
1) Jaminan yang berobjekl beﬁda ‘bergerak;
| 2) Jaminan yang berobjek benda ti_(_iak bergerak/benda tetap

Telah disebutkan di atas, bahwa.penjaminan menurut objeknya dapat

dibedakan kedalam jaminan yang berobjek benda bergerak dan benda -

vang tidak bergerak ®

Pcrbedemaan. antara benda bergerak dan benda tidak bergerak
sebagaimana di atas sebetulnya sgdélh tidak terlalu relevan, namun
secara hukum, perbedaan antara objek benda bergerak dan tidak
bergerak 1ini masiﬁ diraéaksm. cul»:ﬁp penting, menginggdt bahwa
berbeds menurut jenis kebendaannya, jaminan kebendaan yang dapat
diberikan pun berbeda-beda jenis dan macamnya, termasuk

didalamnya pembedaan kedalam kebendaan tanah dan bukan tanah.

% 31 Soedewi Masjchun Sofwan, Op. Cis, halaman 49,
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¢ Jaminan Menurut Sifatnya
1) V.Taminan Bersifat Umum
Menurut sifatnya,‘ ada janﬁinan yang bersifat umum,

yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan
menyangkut semua harta benda debitor,” sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1131 Kitabl Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut.

Yang dimaksud dengan jaminan umum menurut Sri

Soedewi Masjchun Sofwan, adalah :

“Benda jaminan ity tidak ditunjuk secara khusus
dantidak diperuntukkan untuk kreditor, sedangkaln hasil
penjualan benda jaminan dibagi-bagikan diantar|a para

kreditor seimbang dengan piutangnya masing-

masing’. %

Hal ini berarti pada jaminan yang bersifat urmnum tidak
ditunjuk suatu benda jaminan yang bersifat khusus dan kednl dukan
para kreditor adalah seimbang sesuai piutangnya masing-masing,
kreditor  demikian disebut kreditor konkuren.  Dalam
pemenuhannya kreditor konkuren dikalahkan oleh kreditor yang
preferent, kreditor preferent adaléh kreditor yang didahulukan

pemenuhan piutangnya. Dengan demikian pada jaminan yang

bersifat umum kreditor belumn merasa aman dan terjamin

pemenuhan piutangnya.

|
|
i |
2L 344, halaman 44. |
2 1bid, halaman 45. |
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2) Jaminan Bersifat Khusus
Jaminan yang ber_sifat khusus yang merupakan jaminan
dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentn secara
- kimsus, sqbagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor
kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor
tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.
Timbulnya jaminan Khusus ini karena adanya perjanjian yahg
khusus diadakan antara debifor dan kreditor yang dapat berupa :
jaminan yang bersifat kebmdaag dan jarrzjnan perorangan.?

Untuk lebih menjamin keamanan bagi kreditor, maka
disamping jaminan yang bersifat umum, KUH Perdata juga
menyediakan jaminan yang bersifat khusus. Apabila kreditor tidak
merasa pu.as dengan jaminan yang bersifat nmum ia bisa minta
disediakan benda tertentu sebagai jaminan. Dengan demikian
apabila debitor tidak menepati kewajibannysa, kreditor dapat
dengan tnudahl melaksanakan. apa yvang menjadi haknya karena
mendapatk an kedu.dukan yang lebih finggi daripada penagih-
penagih hutang yang lainniya.

Timbulnya jaminan khﬁsus ini karena adanya perjanjian
yang khusus diadﬁkan antara debitor dan kreditor yang dapat

berupa :

» Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit, halaman 75.
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- Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya _benda tertentu
yang dijadiken jaminan (agkely). Tmu hukum tidak
) membatasi keﬁendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya
saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan
milik dari pihak yang membeikan jaminan. kebendaan tersebut;
- Jamihan perorangan (persoondijke) yai_tu' adanya orang tertentu
yang sanggup membéyar- atau memenuhi prestasi jika debitor
cidera janji. Jaminan perofangaﬁ ini tunduk pada ketentuan
hukum perjanjian yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-
. Undang Hukum Perdata. | |
3) Jaminan Yang Bersifat Kebendaan (Zakelijhe Zekerheid)

Jaminan yang bersifat kebendaan dilemﬁagakan dalam
bentuk hipotek, hak taﬁggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan
kebendaan merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar
Jura in re aliena, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan
dan publikasi agar dapat melahirkan hak mutiak atas.kebendaan

yang dijaminkan tersebut. Ciri-cirinya adalah :

berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;

dapat dipertahankan terhadap siapapun;

1

selalu mengikuti bendanya (droit de suite) ;

dapat diperalihkan; dan
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- memberikan hak mendahuiui {roit de preference) kepada
kreditor petnegang hak jazninan kebendaan tersebut atas
~ penjualan kebendaan yang dijaﬁnin secara hak kebendaan
tersebut; ‘dalax/n hal de‘bitor melgkukan warniprestasi atas
kéwaj iﬁénnyg terhadap l&editor.zq
Dari pendapat di atas diketahui bahwa dalam jaminan
kebendaan ini, kreditor berhak didahulukan pemenuhan piutang
terhadap pembagianlhasii eksekusi benda tertentu nﬂik debitor
yang dijaminkan dengan hak l;gbenda‘an jura in re aliena. Kreditor
pemegaﬁg hak jaminan ‘ke_bendaan | tesebut juga berhak atas
pemenuhén terhadap benda _iéinnya dari debitor, bersﬁma—sama
dengan kreditor lainnya sela;l;u kred;tor ‘bérsama (konkuren). Hal
im dapat terjadi jika pememuhan piutang kreditor dari hasil
penjualan/eksekusi terhadap benda tertentu itu belum mencukupi
pelunasan piutangnya. Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan,
publisitas dan prioritas, dima'na dikatakan bahwa kreditor yang
memiliki hak jaminan kehen&aan yang lebith dahulu, harus

dibuktikan dengan pencatatan dan publisitas yang dilakukan

. memiliki hak mendahulu atas kreditor dengan jaminan kebendaan

yang sama tetapi memiliki “rangking” pmcafatan dan pubiisitas

setelahmya.

4 1bid, halaman 76.
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4) Jaminan Yang Bersifat Peroraﬁgan (Persoondifke Zekerhe@

Pada penjaminan yang bersifat peroraﬁgan, tuntutan
gina ;ﬁemenufxi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat
dilakukan secara pribadi oleh kreditor sebagai pemilik piutang
dengan penjamin (atau ahll “waris beserta mereka yang
memperoleh hak dan kewajiban dari kédua belah pihak iersebut)
dan tidak dapat dlpergunakan untuk memglkan pihak lainnya
dengan alasan apapun juga Terhadap diri orang perorangan atau
pihak lain yang memberikan Jarmnan perorargan tersebut akan
berlaku kembali ketentuan Pasal 1131 Kitab Undéng-Undang
Hukum perdata,. selain aturan dasar mengenai perjanjian yaﬁg
disepakati dan disetujui oleh kreditor dan penjamin. Sedangkan
pada penjaminan yang bersifat kebendaan, penjaminan diletakkan
atas suatu kebmd_aan tcrtcnﬁi, vang jika dcbito.r wanprestasi

~ (ingkar janji/defaals), dengan melalui prosedur dan jalur hukum
yang berlaku dapat melunasi utang debitor. Lain halnya dengan
menurut macam  jaminan kebendaannya, pada umumnya
kebendaan yang dgammkan tmebuL diletakkan dalam
: “kekua-saan mutlak” kredltor 'yang memegang _;amman, dengan
haknya untuk men_;ualnya guna mengambil pelunasan dari utang
debitor yang wmprestam tersebut dalam bentuk pelaksanaan dart

Jjura inre aliena.
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Jaminan perorangan ini memiliki ciri dar akibat hukum
yang menimbulkan hubungan langsung pada diri perorangan atau
pihak tertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat
dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut,
terthadap harta kekayaan rﬁiliimya tersebut. Ini berarti bahwa
dalam jaminan yang bersifal perseorangan ini berlaku asas
persameaan yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang
.lebih ;dahulu dan kemudian. Semua kreditor atas harta debitor,
memiliki kedudukan yang sama, tanpa memperhatikan uorutan

terjadinya.
d. Jaminan Menurut Kewenangan Menguasal Benda Jaminan

‘ 1) Jaminan Yang Menguasai Benda Jaminan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan

dengan menguasai bendanya bagi kreditor lebih aman terutama

jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan
berubah nilainya. ]ji sini kreditor menguasai bendanya dan
memberikan perlindungan terhadap pihak kefiga atas gambaran

~ yang salah mengenai tidek wenangnya debitor atas bendenya.
Wewenang menjualnya atas kekuasaan sendiri jika terjadi

wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditor.”

% sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit, halaman 58.
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Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya
adalah gadai (pand, .pledge).‘ Bagi kreditor, penguasaan benda ini_
akati lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah
dipindahtangankan dan berubah nilainya.

2) Jaminan Yang 'i‘anpa Menguasai Benda Jaminannya

Jaminan dengan tanpa menguasai beridanya dalam
praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitor si pemilik
benda jaminan yang justrn me_rﬁerlukan memakai benda jaminan
itu. Tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan
tetap menguasai 5enda itu cleh debitof, tanpa menimbulkan resiko
bahaya bagi kreditor jika tidak disertai alat pengaman yang ketat.

Contoh untuk jaminan yang tanpa menguasai benda
jaminannya adalah Hipotek dﬁn Creditverband. Hal ini

menguntungkan debitor karena tetap dapat memanfaatkan benda

jaminan,
4. Jaminan Kebendaan

Jika disamping perikatan yang telah ada diantara kreditor dan
debitqr tidak ada suatu perjanjian tambahan apapun maka sesuai deﬁgan
Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
kreditor yang bersangkutan bukanlah kreditor yang diistimewakan.
Karena jika debitor Ialai memenuhi kewajibannya dan harta kekayaannya

tidak mencukupi untuk melunasi semua utangnya terhadap beberapa
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krediter, maka sesuai Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kreditor yang demikian hanya memiliki hak atan kedudukan sebagai
kreditor konkhre:n aﬁ,ihya semua kreditor mempunyai kedudukan yang
sama dan masing-masing memperoleh pembayaran yang proporsional
dengan besarnya piutang masing—masiﬁg. ' |

Oleh karena pelunasan dilakukan secara proporsional, sudah
tentu akan mengakibatkan kreditor tidak memperoleh kembali seluruh
piutangnya. Kondisi ini akan merugikan kreditor. Untuk memecahkaﬁ
masalah tersebut, disamping adanya jaminan yang bersifat umum,
kreditor dapat mengadakan perjanjian tambahan dengan d;abitor yang
merupakan perjanjian jaminan khusus dengan memunjuk barang tertentu
baik yang mempakﬁn milik debitor maﬁpun pihak ketiga sebagai jarninan
pelunasan hutang. Jika ada perjanjian khusus seperti ini kedudukan
xreditor tersebut berubah menjadi kreditor preferen yaitu jika debitor lalai
memenuhi kewajibannya, maka kreditor preferen ini berhak menjual
barang-barang yang dijaminkan itu untuk melunasi utang-utangnya, tanpa
perlu memperhatikan kreditor lainnya.

_ Jaminan khusus seperti yang disebutkan di atas dalam dunia
hukum’ dinamakan . jaminan kebéndaan. Jaminan ini meliputi gadai,
hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Dikatakan oleh Ignatius Ridwan
Widyadharma : |

“Selain jaminan kebendaan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata juga dikenal jaminan orang atau
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penanggungan utang (borglochi) yang diadakan antara kreditor

dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor jika

debitor tidak memenuhinya.®

Pasal 1823 Kitab Undang-Undang Hukum P‘erdata menyatakan
perjanjian ini dapaf diadakan dengan sepengetahuan debitor atav tidak,
karena pada dasamya. penanggungan ini diadakan untuk Kepentingan
kreditor. Namun demikian penanggungan imi tidak mengubah status
kreditor menjadi kreditor preferen, sehingga jika terjadi kelalaian debitor
- maka tetap berlaku ketentuan-ketentuan pelunasan secara proporsional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga
menentukan bahwa bagi kreditor-kreditor tertent, dilthat dari sifatnya
piutang, diberikan hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari
kreditor-kreditor lainnya, Di sini diatur mengenai siapa dan apa saja yang
termasuk piutang yang mempunyai hak istimewa, yaitu Pasal 1139 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengenai benda-benda tertentu dan
Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai benda-
benda tertentu dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
untuk semua Bmda. |

Dengan demikian jaminan umum dan penanggungan utang
tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang,
karena kreditor tidak memiliki hak mendahului (hanya sebagai kreditor

konkuren). Namun lain halnya pada jaminan kebendaan, pada jaminan ini

% Tenatiug Ridwan Widyadharma, Pedomen Proktis Hulbum Jominan Fidusia,

(Semarang : Badan Penerbit Undip, 1999), halaman 42.
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kreditor mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai
kreditor pri;fifege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu tanpa
memperhatikan kreditor-kreditor Iairmnya. |
a. Gadai
~ Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 s/d Pasal 1161, Dalam Pasal
1150 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mendfisnisikan Gadai
sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatn kebendaan
bergerak, yang diserahkan kepadaxiya 6leh seorang debitor atau oleh
seorang lain atas nama debitﬁr,; dan yang memberikan kekuasaan
kepada kreditor uhtuk mengamb-il ‘peiunasan dari barang tersebut
secara didahulukan dari para kreditor lainnya.
Dari definisi tersebut adanya beberapa unsur yang pokok,
vaitu ;
1. gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuaséan atas barang
gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lamn atas
nama debitor; |
3. Barang vang menyadi objék gadai hanya benda bergerak baik

bertubuh maupun tidak bertubuly;
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4. Keditor berhak untuk r'nmga.mbil. pelunasan dari barang gadai
lebih dehulu daripada kreditor-debitor lainnya.? |
Gadai merupakan pérjanj‘ian riil, yaitu perjanjian yang
disamping kata sepaka-xt diperlul«;.afi ﬁlatu perbuatan nyata (dalam hal
mmi penyerahan kekuasaan atas barang | gadai). Penyerahan itu
dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor
penerima gadai. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan itu boleh
ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetuju'i. bersama aritara
debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih
dari pemberi gadai.® |
. Ketentuan di atas, dapat dilihat pada Pasal 1152 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas melarang
penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai. Jika hal ini
dilanggar maka gadai itu akan batal. |
Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti
perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubﬁngan utang
piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gaddi yang
mengakibatkan perikatan diantara penerima gadai dan pemberi gadai,

Perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal

2T purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit, halaman 13.
% subekti, R., Op. Cit, halaman 82. '
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balik sepertt yang diatur dalam Pagal 1150 satnpai dengan Pasal 1160
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak-hak pemegang gaciai' tersébut adalah berhak untuk
menahan barang gadai sampai saz;t ﬁtang dilunasi. Jika tidak dilunasi
sesnai dengan Pasai 1155 Kitab -Undﬁﬁg-Undang Hukum Perdata,
petnegang gadai berhék mengambil ﬁélun'asan dari hasil penjﬁalm
barang gadai. Pemegang gadsi jugs’ bgrhak untuk meminta ganti
biaya-biaya yang felél} dikeiuérkan Ju.untuk menyelamatkan barang
gadai (Pasal 1157 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdafa).

Kepastian akan terbayarnya secara cepat hutang tersebut

terlihat pula secara mantap, karena ‘apa'bila penerima kredit (debitor)

tidak dapat membayar hutangnya rﬁaka pemberi’ kredit (kreditor)
dapat secara langsung mengeks_ekusi tanpa perantaraan hakim,
ésalkan penjuatan benda atau pmtang itu dilakukan di muka umum
dan menurut kebiasaan setempat serta harus diberitahukan secara
tortulis terlebih dahuly kepada pemberi gadai, akan maksud-maksud
yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila objek gadai tidak
ditebus®. | | | |

Pendapat di'afas dapat pula dilhat dalam kctchtuan Pasal
1155 Kitab Undang-Undang.Hukum Perdata jo Pasal 1156 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¥ Ypnativz Ridwan Widyadharma, Hudum Sekitar Perjanjian Kredit, (Semarang :
Badan Penerbit Undip, 1997), halaman 38,
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: Sedangkan kewajibannya adalah pemegang gadai
bertanggung jawab atas hilaﬁgnya, atau kemunduran harga barang
gadai akibat kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata). Pemegang gadai juga harus memberitahu pemberi
gadai jika ia hendak menjual barang gadai (Pasal 156 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Selanjutnya ia harus memberikan
perhitungan tentang pendapatan dari penjualen gadai. Jika ada
kelebthan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut harus
dikembalikan kepada debitor. Jika utangnyzi sudah dilunasi, sesuai
dengan Pasal 1159 ayat (1) Kitaﬁ Undang-Undang Hukum Perdata
maka barang gadai itu hams‘ diken'lbalikaﬁ. Pengertian tunas di sini
adalah meliputi utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan
gadal.

Hipote

Pasal 1162 Kitab Undang-Undang: ﬁukum Perdata
mendeﬁniﬁkaﬁ hipotek sebagai smatu hak kebendaan atas benda-
benda takl bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi
plelunasan suatu perikatan.

Sebagaimana gadai, hipotek inipun' merupakan hak yang
bersifat accessoir. 'Objek hipotek sesuai aengan Pasal 1164 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata adalah barang tidak bergerak.

Hipotek tidak dapat dibebankan atas benda bergerak karena Pasal
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1167 XKitab Undang—Uﬁdang Hukum Perdata secara tegas
melarangnys, |
Dmgan _ berlakunyaj‘ Undang-Undang Pokok Agraria-
(UUPA), selanjutnya disebut .UUPA dan Undang-Undang Hak
Tanggungan, maka hak-hak atas tanah? sebagaimana yang diatur
dalam Unﬁang~Undang Pokok Agraria, vaitu Hek Milik (Pasal 25
UUPA), Hak Guna Ussha (Pasal 33 UUPA), dan Hak Guna Bangunan
(Pasal 39 UUPA) hanya dapaf aibebani denga_n Hak Tanggungan
menurut kétentuanUndang—Undang ﬂak Tanggungan Nomor 4 Tahun
1996). |
Pasal 1163 Aa'yat (1), Kltab Undang-Undang Hukum Perdata
menetapkan bahwa hipotek tidak daiaat dibagi-bagi. Asas ini disebut
asas tidak terbagi-bagi atau ondeelbaarheid dari hipotek, artinya jika
benda yang dibebani hipotek lebih dari satu maka hipotek tadi tetap
membebani masing-masing benda fersebut dalam keseluruhannya.
Kapal Laut dan Pesawat Terbang sebagal Jaminan Utang
1) Kapal laut sebagai jaminan utang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membedakan
- kapal laut dalam dua golongan, yaitu kapal laut sebagai kebendaan
yang bergerak dan kapal laut sebagai kebendaan 'yang tidak
bergerak. Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

menentukan bahwa kapal laut — kapal laut yang merniliki ukuran
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sekurang-kurangnya duapuluh meter kubik isi kotor dapat

didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut

Departemen Perhubungan, dan yang dengan pendaftaran tersebut
memiliki kebangsaan sebagai Kapal Indonesia. Terhadap kapal-
kapal demikian yang terdaﬁar di Syahbandar, Kitab-Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya memperlakukannya
sebagai kebendaan yang tidak bergerak, dan oleh sebab itu pula
pertjaminan yang dapat diletakkan di atasnyapun hanya dalam
bentuk hipotek. Seﬂangkan bagi'kapal-ka;iél vang tidak terdaftar
dianggap sebagai kebendaaﬁ yang bergerak (Pasal 314 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang). |
Pesawat terbaﬁg sebagai jaminan utang

Berbeda dengan kapal laut, hingga saat ini di negara

kita belum diatur mengenai sifat kebendaan dari pesawat terbang,

- Dalam praktiknya, orang menganggap pesawat terbang sebagai

kebendaan yang bergerak, meskipun ia dapat didafiarkan

sebagaimana halnya kebendaan-kebendaan tidak bergerak yang

ada dan kita kenal dalam hukum kita. Dan karena sifat kebendaan

-yang dianggap bergerak itu, maka pesawat terbang pada pokoknya

hanya akan dapat dijadiken jaminan dalam bentuk fidusia. ¥

¥ 1bid, halaman 94.
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Walau demikian ,bgrdasarkan pada Konvensi Geneva
1948 tentang Convention on Ihe Intenmﬁomﬁ recognition of rights
in aircrafis, diakui secara tegas jaminén dalam bentuk hipotek
(morigages) atas pesawat lerbang Hal ini tampaknya disadur
kembali oleh Undang-Undéng Nomor 42 Tahun 1999 yang
menyatakan secara tegas bahWa Undéng—Undang Jaminan Fidusia

tersebut tidak berlaku bagi hipotek pesawat terbang,

d. Hak Tanggungan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, maka pemberian jaminan atas hak-hak atas
tansh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
hanya dapat dilakukan dengan hak tanggungan, maka ketentuan
tentang hipotik yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, sepanjang mengenai Credietverband ;,‘l’ang diatur
dalam Staatsblad 1908 : 586 dan Staastbiad 1973 - 191 dinyatakan
tidak berlake lagi.

Secara umum orang akan mengatakan bahwa hipotek
adalah suatu bentuk jaminan, berupa benda tak bergerak (tanah dan
yang melekat di atasnya), yang dijaminkan pada kreditor, sebaga
jaminan bagi. pelunasan utangnya. Hipqtek sebagai suatu pranata yang

diciptakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia,
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pada masa tersebut dituangkan ﬁalam dua macam peraturan yang
mengaturnys. Yang pertama adalah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Buku Kedua Bab XXI, yang dimulai dari
Pasal 1162 sampai deﬁgan Pasal.‘ 1232; dan yang keﬁua adalah yang
diatur dalam Over.s'chrijving Ordo@ﬂie 1834, Keduz macam
peraturan ini mengatur secaré t?rpisah dan berbeda mengenai hal
pembebanan hipotek sebagai sua.tu.‘ bentuk jamiﬁan previlege bagi
kreditor atas kebendaan tak bergerak 'guna. pelunasan utang debitor
denigan cara ménjual sec.;rara letang bénda tersebut dan mengambil
pelunasannya  secara 'mendahulu ﬁari kreditor-kreditor lainnya.
Hingea sampai pada diberlakukannyé Undang-Undang Pokok Agfaria
Nomof 5 Tahun 1960, peraturan mengenai tafa cara pembebanan
hipotek yang pernah diberlakukan hariyalah vang termuat dalam
Overschrijving Ordonantie 1834 tersebut. |

Dengan terbentuknya‘ dén berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan yang sesuai dengan jiwa
dan falsafsh yang terdapat dalam undang-undang tersebut, bahwa
semnua hak-hak asing yang ada di Indonesia akan dihapuskan secara
bertahap, maka pranata hipotek seperti yang dikenal lewat peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ‘maupun Chverschrijving
Ordonantie tersebut sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pranata

hak tangeungan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yang
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menurut ketentuan Pasal 51 aken diatur dalam suatu undang-undang
tersendiri (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Sebelum
dibentuknys Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut,
berdasarkan ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 57 Undang-
Undang Pokok Agraria, dimana dikatakan bahwa sepanjang undang-
undang mengenai hak tanggungan tersebut belum ada maka vang
berlaku adalah ketentuan mengenai hipotek se.peiti yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi sebenarnya apa yang kita
namakan dengan hipotek pada saat itu tidak lain adalah pranata hak
tanggungan meﬁurut Undang-Undang Pokok Agrﬁria yang
mempergunakan ketentuan hipotek.
Hak tanggungan menurut definisi yang diberikan dalam
Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut -
| “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan- tanah, yang selanjutnya disebut hak
tanggungan, adalah hak jaminan vang dibebankan pada hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain
vang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain™.
Sebagai konsekuensi dari sistem “Registrarion of Titles”
yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Hak Tanggungan merumuskan kembali bahwa

sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan akan
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menerbitkan sertiﬁkat hak tanggungan sesuai dengan peraturan
perundsng-undangan yang berlaku (Peraturan Pemeriﬁtah Nomor 10
Tahun 1961). Selanjutnya sejalan der_xgén ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961; Pasal 14 ayat (2)
dan ayat (3) Undang-Undang qu tanggungan menegaskan kembali
bahwa Ser(ifikat Hak Tanggungan ini mesmuat irah-irah berupa kata-
kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Ese”, yang
mempunyai. kekuatan eksekﬁtoriél yang sama dengan putusan
pengadilan yaﬁg telah mernperoleﬁ kekugtan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse alda iz;.potheek‘sepanj ang mengenai hak atas
tanah. | | |

Sebagai suatu  dokumen jang memiliki  kekuatan
eksekutorial (grosse alta), pemegang sertifikat hak tanggungan
sebagal pemegang hak tanggungan yang pertama, oleh ketentuan
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan diberikan hak untuk dan
atas kekuasaannya sendiri, jika debitor cidera janji, menjual objek hak
tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Untuk itu, kreditor wajib
mencantumkan  janji  tersebut dalam Akta Pemberian Hak
Tanggunéan, Idengan konsekuensi bahwa jika janji tersebut tidak

diberikan maka kewenangan tersebut dalam Pasal 6 tidak berlaku

{penjelasan Pasal 11 ayat (2) buruf ¢). Rumusan ini tidak jaub berbeda
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Undang—Undang Hukum Perdata, yang berbunyi
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78 ayat (2) Kitab

"‘Namun'diperkenankanah kepada si berpiutang hipotek,

dengan tegas minta diperjanjikan bahwa

jika uang pokok

tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang
tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikiiasakan menjual
persil yang diperikatkandi muka umum, untuk mengambil
pelunasan uang pokok, maupun bunga beserta biaya, dari

pendapatan penjualan itu..

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan

menyatakan -

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

a. hak pemegang hak tangeungan pertama untuk menjual objek hak

tangeungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat

sebagaimana dimaksud dalam Pagal 14 ayat (2)

hak tanggungan

“Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut

tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

untuk pelunasan pitang pemegang hak tanggungan dengan hak

. mendshulu daripada kreditor-kreditor lainnys”.

Rumusan tersebut secaré jelas menyatakat

| bahwa eksekusi

hak tangeungan berdasarkan janji diberikan dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan jo. P

azal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan, dan irah-irah eksekutorial yang disebut

dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak T4 nggunganldapat
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difaksanakan melajui pelelangan umum, kecuali' dalam hal-hal
tertentu yang menguntungken dan disetujui oleh kedua belah pihak,
dimungkinkan untuk melaksanakan eksekusi hipotek melalui
penjualan sukarela, dengan segala konsekuensinya bagi pembeli
(Pasal 19 Undang—Undéng Hak Tanggungan).

Sebagaib pelzaksanaan dari penjualan melalui pelelangan
umum tersebuL.Undaleg-Undang HakTanggungén melalu‘i ketentuan
peralihannya daiam Pasal 26, -mernberlakukan kembali peraturan
mengenai eksekusi hypotheek yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan
Pasal 258 RBg, dengén catatan bahwa yang disebut dengan grosse
akta hywotheek adalah sertifikat hak tanggungan (penjelasan Pasal 26
Undang-Undang Hak Tanggungan). |

 Selain penjualan lelang menﬁmt yang diatur dalam Pasal
224 HIR dan 258 RBg, Undang-Undang Hak Tanggungan masth
memberil;an keleluasaan bagi pihak kreditor dan debitor untuk
mengatur sendiri penjualan sukarela, sepanjang hal tersebut
menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun secara prinsip tidak
berbeda, namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh pembeli
objek hak tangungan ini. Khususnya untuk objek hak tanggungan
yang dibebani oleh lebih dari satu hak tanggungan, dengan pemégang
hak tanggungan yang berbeda, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Hak

Tanggungan memungkinkan dilakukannya pembersihan  hak
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- tanggungan  atas  perintah ketua pengadilan negeri yang

memerintshkan penjualan lelang atas objek hak tanggungan, jika
pembelian dilakukan dalam__mlatu pelefangan umutn, meskipun dalam
akta pemberian hak tanggungan telah diperjanjikan secara tegas
bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan (Pasal 11 ayat
(2) huraf £ Undang—Ung!ang Hak Tanggungan). Pembersihan tersebut
tidak dapat dilakuakn jika pembelian dilakukan dalam suaty transaksi
jual  beli sukafe!a (Pasal‘ 9 ayat (4) Undang-Undang Hak
Tanggungan).

Oleh karena hak tanggungan adalsh hak accesoir, maka
tepatlah jika dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahﬁa salah satu
unsur yang menghapuskan hak tanggungan adalah hapusnya utang
yang dijamin dengan hak tanggungan. Dalam hal inipun pencatatan
hapusnya hak tanggungan cukup didasarkan pada pemyataan tertulis
dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus (Penjelasan
Umum angka 8 Undang_-Undang Hak Tanggungan).

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo Penjelasan
Utﬁum éngka 8 dan ketenfuan ayat (1) huruf b mengenai hapusnya
h?ﬂ;{ tanggungan. Dalam ketentuan huruf b disebutkan bahwa salah
satu sebab hapusnya hak tanggungan ada!aﬁ dilepaskannya hak
tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, vang dijelaskan lebih

lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan.
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Rurmusan yang diberikan dalam Paslal 18 ayat (1) huruf'b jo. Pasal 18
ayat (2) tersebut jika kita baﬁdingkan dengan rutnusan Penjelasan
Umum angka 8 memberikan suatu bentuk solusi yaﬁg sama. Sehingga
meskipun secara hukum hak tanggungan telah hapus karena hapusnya
utang-piutang yang dijamin (Pasal 18 ajat (1) buruf a) penghapusan
pencatatan dan penarikan kembali sertifikat hak tanggungan itu
sendiri baru dapat dilaksanakan setelah adanya pernyataan tertulis dari
kreditor (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Tanpa adanya pernyataan tertulis
tersebut kantor pertanahan tidak mungkun akan menghapus
pencatata;l pemberian hak tanggungan dan melakukan penarikan
kembali sertifikat hak tangeungan yang telah dikeluarkan,
e. Fidusia

Fidusia, sebelumn berlakunya Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan
hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada
yurisprudensi. Berbeda dengan gadai, yang diseraﬁkm sebagai
jaminan adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai debitor

(constitutum possessorium).”
B. Jaminan Fidusia Pada Umwmnnya

1. Sejarah Fidusia

a. Zaman Romawi
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Fidusia, menurit asal katanya berasal dari kata “fides™
yang berarti kepercayaan. Sesuai dehgan arti kata ini, maka hubungan
antara debitor (pemberi Fidusia) dan kreditor (penerima Fidusia)
merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi
fidusia percaya bahwa penerimna fidusia mau mengembalikan hak
milik barang telah diserahkan, setelah dilﬁnési hutang:ﬁ*a. Sebaliknya
penerima ﬁ@sia ﬁm‘caya bahwa petnberi fidusia tidak akan
menyalahgunakan barang jaminan yang ‘b.erada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan ﬁdusia sudah dikenal dan diberlakukan
dalam masyarakat hukum Romav’sri. Menurut J, Satrio, ada dua bentuk
jaminan fidusia, vaitu Adusia cum creditore dan fiducia cum amico.
Keduanya timbul dari perjanjian yzing disebut pactum fiducine yang
kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam
bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum credifore contracta
yang berarti janii kepercayaan yang dibuat dengan krediter_, dikatakan
bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda
kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan
bahwa kreditor akan mengalibkan kembali kepemilikan tersebut
kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.”

Dari hal di atas, jika dihubungkan dengan sifat yang ada

pada setiap pemegang hak, maka dapat dikatakan bahwa debitor

3\ Satvio, 1., Hukum Jaminon, Hok-hak Jominan Kebendaon, (Bandung : PT. Cilra
Aditya Bakti, 1991), halaman 166.
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mempercayakan kewenangan ata§ suatu barang kepada kreditor unfuk
kepentingan kreditor sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan
oleh kreditor). "
Kaitannya dengan timbulnya fducia creditore ini menurut
Subekti: disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan
Pada waktu itu t_iirasakan adanja suatu kebutuhan akan adanya hukum
jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan fiducia
cum creditore ini maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih
besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diseralkan sebagai
jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan
menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu, 2
Dapat dikatakan fidusia pada waktu itn hanya terbatas pada
kepercayaan dan secara inoral saja dan bukan kekuatan hukum.
Debitor tidak akan berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau
mengembalikan hak milik atas Barang vang diserahkan sebagai
jaminan itu. Hak ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk
awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukufn jaminan yang telah
kita kenal sekarang,
Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai dan
hipotek berkembang sebagai hak-hak Jaminan, fidusia menjadi

terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari hukum

32 3ebekti, R., Op. Cit, halaman 72,
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Romawi.” Jadi fidusia fimbul karena memang ada kebutuhan
masyarakat akan hukom jamina_n dan kemudian lenyap karena
dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebﬁtuhan tersebut.

Masyarakat Romawi p?da waktu itu menganggap bahwa
gadéi dan hipotek dianggap sesuai i(arena ',adanya aturan tertulis
schingga lebih merﬁberi kepastiaﬁhﬁkum. Gadai dan hipotek juga
memberikan _hak-hak; yang séimbahg antara kreditor dan debitor.
Demikian pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin
kepastiannya karena ‘ada aturannya pulé. '

Masyarakat hukum Romawi juga.mengenal suatu pranata
lain disamping pranata jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan
yang disebut fiducia cum amico comtracin yang artinyﬁ Janji
kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasamya
sama dengan pranata “frus” sebagaimana dikenal dalam sistem
hukum “common law”. Lembaga ini sering digun'akan dalam hal
Seorang pemilik.sesuatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar
kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda
tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan
mengembalikan kepemilikannya sesudah kembaii dari perjalanannya,

Dalam Aducia cum amico contracta imi kewenangan diserahkan

. % Asser Beckbuis, Handleiding tot de becefen van het Nederlands Burgerlijk Recht,
tweede deel zekenrecht, 9 ednak, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1957), halaman 351.




69

kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak
pemberi. | |
| Perkembangan selénjumya adalah ketika hukum Belanda
meresepsi hukum Romawi — dimana Fidusia sudah lenyap — Fidusia
tidak ikut diresepsi. Itulah sébabnya méngapa dalam ngei{j&
Wetboek (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan téntang fidusia.
Seterusnya sesuai dengatl konkordasi, dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdatayéng memi:eriakukan BW juga tidak ditemukan
pengaturan tentang Fidusia.l | |
b Fidusia di Negeri Bdanda
Dalam Burgelijk Wetboek (BW) ~ Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Belanda, pranata jaminan yang diatur adalah gadai
untuk barang bergerak dan hipoték untuk barang tidak bergerak. Pada
mulanya hkedua pranata jaminan dirasakan cukup memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Tetapi karena terjadi
krisis pertanian yang melanda neéara—negara Eropa pada pertengahan
sammpai akhir abad- ke 19, terjadi penghambatan pada perusahaan
pertanian untuk memperoleh kredit.* Pada waktu itu tanah sebagai
jarhinan kredit menjadi kurang dikenal oleh masyavakat, dan kreditor

menghendaki jaminan gadai sebagai tambahan disamping jaminan

M Kashadi, Hwkum , Jeminan, Diltet, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
2000), halaiman 163. ‘ .

* Smiterheim, R., Latar Belakang Peralihan Milik Secare Fidusiyer, dalam
Compendium Hukum Belands, (S-Gravenhage : Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum
Indonesia-Belanda, 1978), halaman 58.
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tanah tadi. Kondisi seperti ini menyulitkan perusshaan-perusahaan
pertanian. Dengan menyerahkanl alat-alat pe:tarﬁanﬁya sebagai
jaminan gadai dalam pengambilan kredit sama saja dengan bunuh diri.
Apalah artinya kredit yag diperoleh kalau alat-alat pertanian yang
dibutuhkan untuk meﬁgolah tanah sudsh berada dalam pengnasaan
kreditor. Terjadilah perbedaan kepeﬁtingan antara kreditor dan debitor
yang cukup menyulitkan kedua belah pihak. Untuk melakukan gadai
tanpa penguasaan terbentur pada ketentuén Pa;sal 1152 ayat (2) BW
yang melarangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan
dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan
hak membeli kembali dengan .sedikit penyimpangan. Bentuk im
digunakan untuk meputupi suatu perjanjian pemirjaman dengan
jaminan. Pihak penjual {penerima kredit) menjual barangnya kepada
nembeli (pemberi kredit) dengan ketenfuan bahwa dalam jangka
waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan
yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam
penguasan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk
sementara hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yané dihadapy -
pada waktu itu. Tetapi karena hal itu bukan bentuk jaminan yang
sebenarmya, tentu akan timbul kekurangan-kekurangan dalam

praktiknya.
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Keadaan seperti itu  berlangsung terus  sampai
dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda. tanggal 29
Januari 1929 yang terkenai dengan nama Bierbrowwerij Arrest.
Kasusnya adalah sebagai berikut : %

NV Hgineken Bierbrouwerij Magischapplj meminjamkan
uaﬁg sejumlah £. 6000 kepada P. Bos pemilik warung kopi “Sneek™,
dengsn jaminan berupa hipotik keempat atas tansh dan bangunan
yang digunakan Bos sebagai tempat usahanya. Untuk lebih menjamin
pelunasan utmgllgé; Bos menjﬁal in‘e;e:ltaris warungnya kepada
Bierbrouwerij dengan hak membeli kembali dengan syarat bahwa
inventaris itu untuk sementara dikuasai oleh Bos sebagai peminjam
pakai. Pinjam i}ﬁkai itu akan berakhir jika Bos tidak membayar utang
pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Temyata Bos benar-
benar jatuh pailit. dan hartanya diun;s oleh kﬁrator kepailitan (Mr. A.
W. de Haan), teﬁnasuk inventaris tadi. Bierbrowwerij kemudiaﬁ
menuntut kepada kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris
tadi dengan sita revindikasi. Kurator menolak dengan alasan bahwa
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut acalah tidak
sah, karena hanya berpura-pura saja. Dalam gugatan rekonpensi
kurator kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jﬁai beli dengan

hak membeli kembali tersebut.

% Ogy Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, (I akarta :
PT. Ghalia Indonesia, 1983), halaman 39,
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Dalar'n" sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan
Rechbark dalam putusantiya meﬁalﬁk gugeatan Bierbrouwerij dan
| dalam rekonpensi mengabulkaﬁ gugatan ‘rekonpensi dengan
membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali
tersebut. Alasannya. adalah para pihék) hanya berpura-pura
mengadakan perjanjian jual beli .deillgan hak membeli kembali
tersebut. Yang sesﬁngguhnya terjadi adalah perjanjian pemberian
jaminan dalam bentuk gadai. Akan tetaki gadai iersebut adalah tidak
sah karena barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai
sehingga bertentangan dengan larangan Pasal 11352 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Perdata (Pasal 1198 ayét (2) BW). |
Atas putusan ini Bierbrouwerif menyétakan banding yag
keputusarmya adalah menyatakan jual beli dengan hak membeli
kembali tersebut adalah sah. Dengan demikian kuratoi; kepailitan
diperintahkaﬁ untuk menyerahkan inventaris warung kopi Bos kepada
Blerbrouwerij. Atas keputusan imi kurator kepailitan menyatakan
kasasi dan dalam putusannya Hoge Raad ményatakan bahwa yang
dimaksud oleh pata pihak adalah perjanjian penyerahan hak milik
sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah Kurator Kepailitan
diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Bos kepada

Bierbrouwerij.
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Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad dalam
keputusannya yaitu

- Bahwa Hof, dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam
perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah menentukan bahwa
mereka bermaksud mengadakan perjanjian jﬁminan atas pinjaman
sebesar £.6000 sebagai jaminan kebendaan (disamping hipotek
keempat);

- Bshwa karenanya maksud para pihak adalah urituk menyerahkan
inventaris Bos sebagai jaminaﬁ dan hal ini merupakan sebab
daripada perjm_ljian;

- Buahwa perjanjian vang demikian tidak bertentangan dengan
ketentuan mengenai gadai juga tidak bertentangan ;:lengan asas
persamérataan kreditor, tidak bertentangan dengan gadai karena
para pihak tidak bermaksud untuk mengadakan perjanjian gadai
dan tidak bertentangan dengan asas persamarataan dari para
kreditor karena ketentuan ini hanya berlaku bilamana mengenai
barang-barang debitor, sedang dalam hal ini tidak ada barang
debitor;

- Bahwa di sini juga tidak ditemui suatu penyelundupan undang-

undang;
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- Bahwa perjanjian inipun tidak bertentangan dengan kesusilaan,
karena undang-undang rnemberikag kebebasan sepanjang hak
tersebut masih dianggap wajar.

. Dengan adanya kasus di atas, telah melahirkan pranata
jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan
yang dikenal dengan fidusia. Putusan Hoge Raad ini kemudian
menimbulkan perfentangan pendapat di kalangan ahli hukom,
Terutama yang menyangkut salah satu peﬁimbangan Hoge Raad
dalam putusannya yang menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak
milik itu tidak bertentangan dengan ketentuan tentang gadai, karena
para pihak tidak l_)ermaksud mengédakan gadai. Sebagian para ahli
hukum menyetujul pertimbangaﬁ itu, tetapi sebagian lagi menyatakan
bahwa dengan demikian Hc;‘;ge Raad mengakui suatu penyelundupan
hukum,

Fidusia di Indonesia Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999

Telah terjadi pertentangan kepentingan ketika terjadi krisis
dalam bidang hukum jaminan pada peg‘tengahan sampai dengan akhir
~ abad 19. Krisis ini ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda

bahkan seluruh negara-negara di Eropa. Sebagaimana disebutkan
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dahulu, kemudian  lahirlah pr;inata Jaminan Fidusia yang
keberadaannya didasarkan Yurisplﬁdensi. |

Menurut Subekti, sebagﬁi salah satu jajahan negara
Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk
mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau
Oogmerband (Stantsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur
mengenai peminjaman uaﬁg, yang diberikan‘ dengan jaminan panenan
yang akan diperoleh dari suatu p_erkgbunan.ﬁ

Dengan adanya pefaturan ini maka dimungkinkan untuk
mengadakan jathinan atas barang~baraﬁg bergerak, atau setidak-
tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-
barang itu tetap berada daléun kekuasaan debitor.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia
diakui oleh Yursprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtshof
(HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Kasusnya antara Pedro Clignett
melawan Bataafsche Pérroleum Maatschappij (BPM). Pedro Clignett
meminjam vang dari BPM dengan jaminan hak milik atas sebuah
mobil secara kepercayaan. Pedro Clignett tetap menguasai mobil itu
atas dasarf perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Pedro
Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil

oleh BPM. Ketika -Pedro Clignett benar-benar tidak melunasi

7 R. Subekti, Op. Cit., hataman 83.

[UPT-PUSTAK-UNDIP]
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utangnya pada waktn yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan
mobil dari fedro Cligriets, namun ditolaknya dengan alasan bahwa
perjanjian yang dibuat adalah tidak sah. Menurut Pedro Clignett
jaminan yvang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan
tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadat tersebut tidak sah
sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dalam putusannya
HGH menolak alasan Pedro Clignett karena menurut HGH jaminan
yang dibuat antara BPM dan Pedro Clignett bukanlah gadai,
melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang
ielah diakui oleh Hoge Raad dalam Bz‘ierbrouweh_‘j Arrest. Pedro
Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.

Pada waktu if, karena sudah terbiasa dengan hukum adat,
penyerahan secara constitutum  possessorium sulit dibayangkan
apalagi dunengerti daﬁ dipabami oleh orang Indonesia. Dalam
praktiknya, di dalam perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan
bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat
barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor
menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas
kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk
dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan.

Kaitannya dengan ﬁdusia yang ada di Indonesia, Mariam

Darus Badrulzaman herpendapai :
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“Konsep constititum possessorium ini bukan hanya
monopoli hukum barat saja. Kalau diteliti dan dicermati,
dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi
yang demikian. Misalnya tentang gadai tenah menurut
‘hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani
penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjan_uan bagi
hasil dengan pemberi gadai tetap menguasai tanah yang
dlgadalkan Itu tetapi bukan sebagm pemilik tetapi sebagai

penggarap.” |

Dengan adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya
berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotik. Hingga
fidusia mengalami perkemb angan yang cukup berarti.

d. Perkembangan Jaminan Fiduia
Menurut Oey Hoey Tiong, ¥ dalam perjalénannya, Fidusia

telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan
itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawt
dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang
yang dif:ldusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa
penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan
saja.

_ Perkembangan selanjutnya menyangkut kedudukan debitor,
hubungannyd dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat
difidusiakan, Mengenai objek fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda
maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen

berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang

¥ Mariam Darus Badmlzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan
Fidusia, (Bandung ; Alumni, 1979), halaman 91-92.
¥ ey Hoey Tiong, Op. Cit., halaman 47.
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bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

(Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, perbedaan antara barang

- bergerak dan tidak bergerak“menjadi kabur karena undang - undan;g

tersebut mengur}akan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Dengan lshimya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
téntang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia meliputi benda
bergerak baik yang bérwujud maupun yar;g tidak berwujud den benda
tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak
dapat dibebani hak tanggunganA séﬁagaimana dimaksud  dalam

Undang-Undang Notmor 4 Tahun 1996 tentang Hek Tanggungan.

9. Beberapa Pengertian Pokok Yang Diatur Dalam Undang -~ Undang

Jaminan Fidusia

Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan

dan pengertian sebagai berikut :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan  Kketentuan bahwa benda vyang hak
kepemilikarmya dialibkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimnaa dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1596
tentang Hak Tangeungan yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia
terhadap kreditor lainnya. :

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adatah segala
sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud
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matpun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak
t;rdaftm', yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pemberi fidusia adalah orang peseorangan atau korporasi pemilik
benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penerima fidusia adaleh orang perseorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayarannys dijamin dengan jaminan
fidusia. - '

= Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
Jjumiah uang baik dalam mate ueng Indonesia atau mata uang lainaya,
baik secara langsung maupun kontinjen.

» Kreditor adalah pihak yang mempunvai piutang karena
= perjanjian atau undang-undang,

= Debitor adalah pihak yang mepunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang.

*» Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bahwa fidusia
dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suaty proses
pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang
diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yvang
diatur dalam Undang-Undang Nomor -42 Tahun 1999 ini adalah pranata
jaminan ﬁdulsia sebagaimana ) dimaksud dalam Fiducia creditore
contracia di atas.

| Dalam kehidupan sehari-hari, selama ini dikenal lembaga
jaminan fidusia dalam bentuk “fduciare eigendomsoverdracht” atau
disingkat‘FEO yang béfarti pengalihan hak milik secara kepercayaan.

Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal
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1152 ayai; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur
tentang Gadai. Sesuai dengan pasal iﬁi kekuasaan atas benda yang
digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut
mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda
yang digadaikan untuk keperiuan usahanya.
a. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia
1. Sifat Jaminan Fidusia |
Ketentuan Pasal 1 butir‘ 2 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menyatakﬁn bahwa ;Taminan Fidusia adalah hak Jjaminan
'atas benda berg_erak baik yang berwuju('i.lmaupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
| dalmﬁ Undang-Undang Nomor- 4 Tahun 1996 tentang Hak
Fidusia, sebagai agunan bagi peiunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia
terhadap kreditor lainnya.
Menurut Purwahid Patrik, pengakugn fidusia sebagai
hak kebendaan sebenarnya merupakan penerobosan terhadap
"sistem tertutup dari hukum benda. Namun demikian, pendapat

fidusia merupakan hak kebendaan sudah merupakan pendapat
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vang banyak diikuti oleh para sarjana, baik di Nederland maupun
di Indonesia.® |

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara
tegas inenyalakan Jarminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan
atan jaminan kebendaan (Zaakglijke zekerheid, security right in
rem) yang memberikan kedudukan yang diutémakan kepada
penerima ﬁdusia, yaitu hak yang didabulukan terhadap kreditor
fainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau
likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Jaminan Fiduéia).

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan

bahwa jaminan fidusia -hanya merupakan perjanjian obligatoir

~yang melahirkan hak yang bersifat “persoontijk’ (perseorangan)

bagi kreditor.

Pasal 4 Undang-ﬁndang Jaminan Fidusia juga secara
tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian
accesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

kewsjiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang

‘berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian

* Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit, halaman 43,
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accessolr, perjanjian  jaminan fidusia memiliki sifat sebagai
berikut : |
(1) sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
(2) keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya
perjanjian ﬁokok; |
(3) sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dabat dilaksanakan
jika kefentuan yang diisyaratkan dalﬁm perjanjian pokbk telah
atau tidak dipenuhi. . |
(4) Hak mendahului (Drost dé Preference) dalam jaminan fidusia,
Sama halnya sepéx{i hak agunan atas kebendaan lainnya
seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Utidang-Undang
Hukum Perdata, Hak Tanggungan (Pasal butir 1 Undang-Undang
Nomor 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan) dan hipotek, maka
jaminan fidusia mengﬁnut prinsip “droit de preference”. Sesuai
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, prinsip ini
berlaku sejak tanggal pendéﬂarannya pada kantor pendaftaran
fidusia. Jadi di sini berlaku adagium “first registered first
secured”,
Menurut Purwahid Patrik, hak vyang didahulukan
sebagaimana dimaksud di atas adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang

menjadi bbjek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan
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ini mendahuiui kreditor-kreditnr. Jainmya. Bahkan sekalipun
pemberi fidusia dinyataken pailit atau dilikuidasi, hak yang
didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit
pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong
sekelompok kreditor separatis.*'

Jadi depat dikatakan bahwa ketentuan di ates
berhubungan dengan ketentuan b_ahwa jaminan fidusia merﬁpakan
hak agunan atas kebendaan bagi pelunaéan_ utang. Di sa:ﬁping itu,
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan
bahwa jika pemilik fidusia pailit, maka benda fidusia tidak
termasuk ke dalam boedel pailit, kurator kepailitan tidak berhak
menuntut benda fidusia dalam batas-batas sebagai benda jaminan
untuk melunasi hutang-hutang pemilik fidusia.® Dengan demikian
benda .yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar
kepailitan dan atau likuida;si.‘ o |

~ Dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang

menyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada

' penerima fidusia untuk memiliki benda vang menjadi objek

jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan

“ Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. C#t, halaman 43.
“ Ibid, halaman 45.
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fidusia tidak menjadi bagian harta pa_iiit penerima fidusia, oleh
karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehmya semata-
mata sébagai Jjaminan,
2. Selalu menglkuti benda jaminan fidusia (Droit de Swite)
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi
objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut
berada, ke;:uaii pengalihan atas benda persediaan yang menjadi
objek jaminan fidusia. Menurut HP. Panggabean, ketentuan ini
merupékan pengakuan atas prinsip “droiz de suite” yang telah
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia
dalam kaitannya dengén hak mutlak atas kebendaan (in veni).®
Namun demikian Undang-Undang Jaminan Fidusia
tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  pengecunalian.
Pengecualtan atas prinsip- ini terdapat dalam hal benda yang
menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai
dengan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka Pemberi
Fidusia dapat mengalihkan bendaApersediaan vang menjadi objek
jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan
" dalam usaha perdagangan. Pengalihan di sini maksudnya adalah
antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka

kegiatan usahanya.

¥ Pangpabean, HP., Efeltivitas Penegakan Hukum Lembaga Fidusia, (Takarta :
Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum TKADIN, 2000), halaman 2.
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Undang-undang menentukan batasan bahwa apabila
terjadi cidera _janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak
ketiga, maka kefentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut
tidak berlaku. Cidera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya
prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjarjian
jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Benda yaig
menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan vang berupa
benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia
dengan objek yang setara Pengertian setara di sini tidak hanya
nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga
kepentingan penerima fidusia.,

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil
pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda
persediaan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti
dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia

- yang merupakan benda persediaan benas dari tuntutan meskipun

pembeli tersebut telah membayar lunas harga penjualan benda

* tersebut sesuai dengan harga pasar. Harga pasar di sini maksudnya

adalah harga yang wajar yag berlaku di pasar pada saat penjualan
benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari

pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.
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Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu apabila penerima
setuju  bahwa pemberi fidusia .dapat mengeunakan,
menggabungkan, mencampur, atau mengalibkan benda atau hasul
dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyehijui
melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang,
maka hal atau persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima
fidusia melepaskan jaminan fidusia atas benda yang,- dijaminkan
tersebut.

Penjelasan pasal ini memberi batasan behwa yang
dimaksud dengan “menggabungkan” adalah penyatuan bagian-
bagian dari benda tersebut. Sedangkan “mencampur” adalah
penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia. Pengaturan seperti ini memang perlu mengingat
bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah
barang bergerak yang beraneka ragam jenismya. Sehubungan
dengan itu Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia
secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang
menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahuli dari

peneritna fidusia. yang dimaksud dengan benda mesin produksi,
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mebil pribadi, atau rumah pribadi yang mejadi objek jaminan
fidusia.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). *

Penerima fidusia tidak menangeung kewajiban atas
akibat tindaksn atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul
dari hubungan kontrak jual atau yang timbul dan perbuatan
melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan benda yang menjadi objek jeminan fidusia (Pasal 24
Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dia yang memakainya serta
sepenuthnya memperoleh manfaat ekonormnis dari pemakaian benda
tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung
jawab atas semua akibat dan risiko yang timbul berkenaan dengan
pemakaian dan keadaan benda tersebut.

.b. Hakikat Jaminan Fidusia
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia antara lain dimuat definisi atau batasan
pengertian Fidusia dan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah :
Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42

4 1 ihat Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
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Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada

dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

kreditor lainnya.

Dart defimfi fidusia yang diberikan Undang-Undang
Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi
pengalihan hak kepemikikan, Pengalihan itu terjadi atas dasar
kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemiiikannya dialibkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda. |

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan
cara constitutum possessorium (verldaring van houderschap). Tni
berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan
melanjutkan pengnasaan atas benda tersebut dimaksud untuk
kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihaﬁ seperfi  imi
sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.

Apakah pengalihan seperti tersebut seperti sama dengan
pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud Pasal 584 jo. Pasal 612
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas pengalihan
secara constitutum possessorium tersebut berbedsa.

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hlenyatakan bahwa :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh

dengan ocara lailn, melainkan dengan pendakuan

(pemilikan), karena perlekatan, karena daluwarsa, karena
perwarisan-perwarisan, baik menurut  undang-undang,
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maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atan
penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk
memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang
bethak berbuat bebas terhadap kebendaan iy,

edangkan bunyi Pasal 62 ayat (9) adalah sebagai berikut :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali vang tak
bertubuh, dilakukan dengan penyerahan vang nyata akan
kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan
penyerahan kunci-kunei dari bangunan, dalam mana
kebendaan itu berada”.

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan

dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan

untuk seterustiya dimiliki oleh penerima fidusia,

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, syarat-syarat

untuk sahnya suatu penyerahan adalah :

1) adanya perjanjian yang zaakelijk:

2)

3

4)

adanyf‘i— titel untuk peralihan hak;

kewenangan untuk menguasai bendanya dari orang  yang
menyerahkan;

adanya cara tertentu untuk melakukan penyerahan, vaitu secara
constitutum possessorium bagi benda bergerak berwujud dan

cessie untuk utang-piutang,

Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang

. timaksud Pasal 1 butir 1. Bahkan sesuai dengan Pasal 33 Undang-

Undang Jaminan Fidusia sefiap janji yang memberikan kewenangan

45 g

1l Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cir. halaman 27.
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kepada penerima fidusia untuk memiliki benda vang menjadi objek
jaminan fidusia apabila debiter cidera janji, akan batal demi hukum.
Dengan demikian persyaratan yang biasanya berlaku untuk sahnya
penyerahan berlaku juga bagi fidusia.
¢ Fungsi Jaminan Fidusia

Apabila diperhatikan secara teliti, fidusia ini mempunyai
ciri tersendiri yaitn mempunyai satu tubuh tetapi dua bathin, yaitu
sebagai pengalihan hak milik dan sebagai perjanjian gadai (pand
cortract). Sedangkan menurut Eggens, dalam praktek fidusia ini
adalah banci, mukanya adalah eigendom tetapt isinya adalah pand
(gadai), atau juga bisa “mancala putra-masncala putri” (Jawa) yang
dapat beralih-alih dari laki-laki menjadi perempuan, vyaitu dari
eigendom menjadi pand. Antara keduz unsur ini akan berlangsung
suatu ketegangan (spanning), tapi juga kedua unsur ini akan saling
mengisi, ini tergantung dari maksud kedua belah pihak atau dari jenis
objek atau situasi hukum.®

Fidusia sebagai suatu lembaga jaminan dilaksanakan
dengan cara s1 pemilik jaminan (debitor3, dalam memberikan jaminan
kepada kreditor atas janji-janjinya (terutama janji mengenal saat dan
cara pengembalian hutangnya), menyerahkan hak miliknya atas benda

jﬁminan secara kepercayaan kepada kreditor, tetapi dengan janji

% Hamzah, A., dan Senjun Manullang, Lembage Fidusia den Penerapernye di
Indonesia, (Jakarta : Indhili, 1987), halaman 49,
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bahwa apabila debitor telah memenuhi. semua kewajiban-
kewajibarmya, terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana
dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda Jjaminan otomatis
kembali kepada debitor.

Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia
dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklaring van
houderschap). Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu
benda dengan melanjutkan penguasaan afas benda tersebut
dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam jamirian
fidusia lﬁengaliharl hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai
jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh
penerima fidusia.

Dalam jaminan fidusia mengambil wujud “‘peng;erahan hak
milik secara kepercayaan” atau disebut Aduciare eigendoms
overdracht. Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul
dimiliki. Dalam hal ini ada selisih pendapat antara para sarjana. Di
satu pihak ada yang berpendapat, bahwa kreditor pemegang jaminan
fidusia dengan penyerahan atau pengalihan tersebut benar-benar telah
menjadi pemilik benda jaminan dengan hak-hak sebagai vang
dipunyai seorang pemilik, tetapi di lain pihak ada yang berpendapat,
bahwa kreditor pemegang jaminan atau fiduciairus terhadap pihak

ketiga berkedudukan sebagai pemegang gadai yang tak memegang
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benda jaminan (heziloss pzmdréc}z;) karena péra piliak memang tidak
benar-benar bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda
Jjaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan
yang membatasi hak-hak kreditor sampai sejauh hak seorang
pemegang jaminan saja. |
Redudukan Para Fihak

Telah terjadi pergeseran dalam perkembangan fidusia
mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditor
penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yaﬁg
difidusiakan. Tetapi sekarang penerima fidusia hanyalba'kedudukan
sebagal pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi
penyerahan hak milik pada fidusiz cumereditore terjadi secara
sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang
sempuma juga. Konsckuensinya, sebagai 'pemilik ia bebas berbuat
sekehendak hatinya atas bai'ang terseﬁut. Namun berdasarkan fides
penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itn jika
pernberi fidusia melunasi hutangnya.

Mengenai hal ini A. Vaanhoven menyatakan bahwa hak
milik itu sifatrrya sempuma vang terbatas karena tergantung syarat
tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus

(onibindende voorwaarde). Hal miliknya vang sempurna baru lahir
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jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. ¥ Pendapat
fersebut sebenamya belum jelas terutama yang menyangkut kejelasan
kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum
terjadi.

Dalam perkembangannya kedudukan penerima fidusia
seperti yang diatur dalam Hukum Romawi tersebut menimbulkan
silang pendapat diantara para ahli hukum, khususnya jika dikaitkan
dengan hukum jaminan yang melarang penerima jaminan menjadi
pemilik dari barang yang dijaminkan tersebut.

Mengenai hak ini dapat dilihat dalam Keputlisan
Mahkamah Agung Nomor 1500 K/8ip/1978 vang mengadili perkara
Bank Negara Indonesia mlzlawan Fa. Megaria yang menetapkan
bahwa kedudukan kreditor pemegang fidusia bukan sebagai pemilik
seperti halnya dalam Jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik
kepada kreditor dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik
dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual_ beli, sehingga
kewenangan kreditor hanyalah setaraf dengan kewenangan yang
dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

e. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan

batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undane Jamninan Fidusia

“ Qey Hocy Tiong, Op. Cit, halaman 47.
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yaifu berlaku terhadap setiap perjanjian vang berfujuan untuk

membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali

oleh runusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan

Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan

Fidusia ini tidak berlaku terhadap : ®

a. Hak tangpungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
sepanjang peraturan  perundang-undangan vang  berlaku
menenfukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
Namun dermikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang
Nomor'4. Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan
objek jaminan fidusia.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20
(duapuluh) M3 atau lebik;

¢. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadal

Dengan lahimya Uﬁdang~Undang Jamina Fidusia, yaitu

dengan tﬁengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-

Undang Jaiminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek

jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan

dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda

% Ibid, halaman 48,
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A

berwujud manpun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak ferdaftar,
bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut
tidak dapat dibebani dengar; hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jis Pasal 1162 dan seterusnya
Kitab Undang-Undang Huku;n Perdata.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dépat
menjadi oleh objek jaminan fidusia tersebut maka yang dimaksud
dengan benda adalsh termasuk - juga piutang. Utang yang
pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

a. utang vang telah ada;

b. utang yang akan timbul di kemudian hari vang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu;
Utang yang timlﬁul di kemudian hari dikenal dengan istilah
“komtijen”, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang
dilaknken oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam garansi

" bank.

¢. Utang yang ada pada saat eksekusi 'dapat ditentukan jumlahnya

berdasarkan perjanjian pokok vang menimbulkan kewajiban

memerihi suatu prestasi.
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Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas
pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumishnya dapat
ditentukan kemudian.®

Jaminan fidusia dapat diberikén untuk memjamin utang
kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atéu wakil
dari penerima fidusia. Ketentuan ini dirnaksudkan sebagai pemberian
fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka
pembiayaan konsorsium.

Khusus mengenat hasil‘ darl benda yang menjadi jaminan
fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali
diperjanjikan lain. Uraian mengenai benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik
identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan  surat  bukti
kepemilikannya dan bagi benda inventory vang selalu berubah dan
atau harus dijelaskan jenis bendanya, merek bendanya dan
kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih
satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada saat
jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan
jaminan atas piutang atau piutang yahg diperoleh kemudian tidak

perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

® Kashadi, Op, Cit, halaman 171-172.
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Dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia
disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :

a. jaminan ﬁduéia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia.
Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia™ adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda
yang dibebani jaminan fidusia,

b. jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang
menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Ketentuan ini dimaeksudkan untuk ‘menegaskan apabila
benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak
penerima fidusia. |

Dari uraian di atas maka objek jaminan fidusia dapat
disimpulkan :

1) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialibkan secara hukuom;

2) dapat atas benda berwujud,

. 3) dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk plutang;

4) benda bergerak;

5) ‘benda yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;

6) bendatidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek;
7) baik atas yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan

diperofeh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh
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kemudian, tidak diperlukan sustu akta pembebanan fidusia
tersendiri;
8) dapat atas satu safuan atau jenis benda;
9) dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda,
10)termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan
fidusia;
11)termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek
| jaminan fidusia;
12)benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga
menjadi objek jaminan fidusia.*®
Subjek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah
orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
jaminan fidusia sedangkan  penerima fidusia adalah orang
perseorangan  atau  korporasi yang mempunyai piutang  yang

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia,

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan
akta notaris dalam bahasa Indonesia’ yang merupakan akta jaminan

fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). dalam akta

* Munir Fuady, Jominen Fidusia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
halaman 23.
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jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga
dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.l |

- Menurut Kashadi, alasan Undang-Undang Jaminan Fidusia
menetapkan dengan akta notaris adalah :
1. akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan

- pembuktian sempurna;

2. objek jaminan fidusia pada umumnya adalsh benda bergerak;

3. undang-undang yang melarang adanya fidusia ulang

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tingeal, atau
tempat kedudukan dan tanggal Iahir, jenis kelamin, status perkawinan,
dan pekerjaan;

2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam
petjanjian dan utang yang dijamin fidusia;

3) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup
dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan
mengenai surat bukti kepemilikannya.
Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan, fidusia merupakan

benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan

! Kashadi, Op. Cit, halaman 170,
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atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofilio
perusshaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan
uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut;

43 nilai penjaminarn; dan

5) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagal undang-undang yang bamu di “introduisi” dalam
bentuk beberapa pengecualian terhadap Kketentuan tersebut, sebagai
bagtan dari ketentuan -peralihan Undang-Undang Jaminan Fidusia
terhadap perjanjian jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang Jaminan Fidusia ini.

Sejalan dengan kete‘r-ltuan yang mengatur mengenai hipotek,
dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka akta jaminan fidusia harus
dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat berwenang. Pasal 1870 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta notaris
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna
tentang apa vang dibuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli
warlsnya atau para pengganti haknya.

Oleh sebab itulah Fred B.G. Tumbuhan berpendapat ;

“Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia

menetapkan perjanjian fidusia barus dibuat dengan akta

notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada

umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka
sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling
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dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek
jaminan fidusia.*

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia
dapat berupa :

D Qtang vang telah adg;

2y ulang vang akah timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang
dikenal dengan istilah “kontinjer?”, misainya utang yang timbul dari
pembayarf;n vang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor
dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

3) utang vyang 'pada saat ekseknsi dapat ditentukan jumlahnya
berdaéarkan perjanjian  pokok vang menimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas
pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumiabnya daﬁat ditentukan
kemudian.

Pasal 8§ Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa -

Jaminan fidusta dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia

tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada

lebih satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang

mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili

kepentingannya dalam penerimaan jarinan fidusia dari pemberi fidusia.

* Fred B.G. Tumubuan, Mencermati Fokok-Pokok Undang-Undang Fidusia,
(Fakarta : Kertas Kerja Makalah Seminar Fukum IKADIN, 1999). '
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Sedangkan yang dimaksud dengan “wakil” adalah orang yang secara
hukum dianggap mewal«_:ili penerima ﬁdusia dalam penerimaan jaminan
fidusia, misalnya, wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang
obligasi.®

Ketenfuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia
menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau
lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, béik vang telah ada pada saat
Jaminan diberikan maupun vang diperoleh kemudian. Ini berarti benda
tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat
benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. pernbebanan jaminan
fidusia tersebut tidak' perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan
tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan
pengalihan hak kepemilikan “éekarang untuk nantinya’ (it voor alsdan).
Dimungkinkannya pembebanan jaminan fidusia stas benda yang
diperoleh kemudian sangat membantu‘ dan menunjang pembiayaan
pengadaan/pembelian persediaan (stock) bahan baku dan bahan penolong.

Ketentuan yang ﬁlenetapkan bahwa benda yang diperoleh
kemudian hari dapat dibebani dengan jaminan fidusia ini penting
dipandang dari segi komersial. Hal ini menunjukkan undang-undang ini
menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang

dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang,

53 1 jhat Pasal 8 Penjetasan Undang-Undang Taminan Fidusia.
* fihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
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Khusus mengenai hasil atau ikatan dari kebendaan yang
menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menyatakan bahwa diperjanjikan antara lain -

1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani
Jjaminan fidusia;

2) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang
menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian
apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut
merupakan hak penerima fidusia, Bahkan Pasal 25 ayat 92) Undang-
Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi
tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek

Jaminan fidusia tersebut,
4, Pendaftaran Jaminan Fidusia

a. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-
Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan
_janllinan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang
terletak di lIndonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun
kebendaan yang dibebani dengan jamina’_n fidusia berada di luar

wilayah negara Republik Indonesia.
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Pendaftaran bend_gl vang dibebani dengan jmninan‘fidusia
dilaksanakan di  tempat kedudukan pemberi fidusia, dan
pendaftarannya mencakup benda, yang berada di dalam maupun di
luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas
publisitas, sekaligns merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor
lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Seperti telah disebutkan di atas, pendaftaran jaminan
fidusia ini dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertama
kalinya, kantor pendaftaran ﬁdusia didirikan di Jakarta dengan
wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
Secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi sefuruh wilayah
negara Republik Idonesia. Dalam hal kantor pendaftaran fidusia
belum didirikan ditiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja kantor
pendaftaran fidusia di ibukota prcpinsil meliputi seluruh daerah
Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian kantor
pendaftaran fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan
Undang-Undang Ne. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan kantor pendaftaran fidusia ini berada dalam
lingkup tugas Departemen Kchakiman dan bukan instistusi yang
mandiri atas unit pelaksana teknis. Dan sebagai pelaksanaan
ketentuan ini akan dikeluarkan keputusan presiden tentang

pembentukan  kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan
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penetapan wilayah kerjanya. Dan zegala keterangan mengenai benda
yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran
fidusia ferbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-Undang Jaminan
Fidusia).
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan
pemyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

a. identitas pihak pembert fidusia dan penerima fidusia;

b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, name, dan tempat
kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
data perjamjian pokok yang dijamin fidusia;
uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

nilai penjaminan; dan o
nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,*

e oo

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan
fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal vang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini
dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan
penilaian terhadap kebenaran yang dicanturmkan dalam permyataan
Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan
pengecekan data yang memuat dalam pemyataan pendaftaran fidusia.
Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini

dianggap sebagai saat lahimya jaminan fidusia. Hal ini berlainan

5 Ienatius Ridwan Widyadharma, Pedoman Pmb‘z’s, Eudnam Jominen Fidusie,
(Semarang ; Badan Pencrbit Undip, 1999), halaman 21.
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dengan FEO dan cessi jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya
dibuat antara debitor dan kreditor.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku
Daftar Fidusia merupakan perbuatan fonstimuif vang melahirkan
jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 28 Undang - Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila
atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu
(satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu
mendaftarkannya adalah penerima fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang
jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan
Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan
sertifikat ini kepada peneri:ﬁa fidusia juga dilakukan pada tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Sertifikat jaminan fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang
sama depgan data dan keterangan yang ada saat pernyataan
pendaftaran.

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan
fidusia dapat dikatakan merupakan terqbosan yang penting mengingat
bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak

yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.
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Terobosan ini akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang
menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemilik
(bezit geldr ais volkomen titel).

Menurut Munir Fuady, kewajiban mendaftarkan jaminan
fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan
dari asas publisitas yang sangat penting, Dengan pendéﬁaran ini,
diharapkan agar pihak debitor tidak dapat lagi berbuat curang dengan
memfidusiakan sekali lagi atau bahkan meﬁjuai objek jaminan fidusia
tanpa sepengetahuan kreditor asal,

Dengan demikian berbeda dengan FEO daﬁ ¢essie jaminan
kurang memberi perlindungan bagi kreditor pemegangnya yaitu
karena tidak édanya pendaftaran seperti lembaga jaminan fidusia.
Jaminan fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas
yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan,

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa
permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Mentert

Kehakiman dan HAM, secara tertylis dalam bahasa Indonesia melalui

kantor pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau -

%8 Wunir Fuady, Op. Cit., halaman 20-30,
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wakilnya dengan melampirkan pémyataan pendaftaran jaminan
fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikenakan
biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. |

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan :
a. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;

b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan
- pendaftaran jaminan fidusia;

¢. bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana
dimaksud di atas.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan
mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. Kemudian pejabat yang menerima permohonan
pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan
permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal kelengkapan
persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak lengkap,
pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut
kepada pemohon unfuk dilengkapi. Jika kelengkapan persyaratan
perimohonan pendaﬂarﬁn jaminan fidusia telah dipenuhi, pejabat
mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permchonan pendaftaran. Untuk

penerbitan  sertifikat jaminan fidusia dan penyerahannya kepada
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pemohon  dilakukan pada tanggal yang sama dengan tarigoal
pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidugia ¥

Tika terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan
fidusia yang telah diterima pemohon, dalam jangka wakty palingl
lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut,
pemohon memberitahukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia
untui{ diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan tersebut
mermuat tanggal yang sama dengan tanggal - sertifikat semulia.
Penerbitan sertifikat perbaikan tidak dikenakan biaya. Ketentuan .
mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Mernteri *®

Pasal 7 Peraturan Pemnerintah No. 86 Tahun 2000 disebutkan
bahwa apabila perlu diadakan perubahan pada sertifikat Jjaminan
fidusia, maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan
permohonan pendaftaran perubahan kepada Menteri‘Kehakiman dan
HAM. Penmohonan pendaftaran perubahan tersebut, diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kantor Pendaftaran Jaminan |
Fidusia dengan melumpirkan sertifikat Jjaminan fidusia dan pernyataan

perubahan. Penyerahan sertifikat jaminan fidusia vang  dilampiri

" Pasal 2.4 Peraturan Pemerintali No. $6 Tahun 2000 tentang 'Tata‘c‘ara

Pendaftaran Jaminan Fidusia,
* Pasal 5-6 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia,
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pernyataan perubahan kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang
sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.
Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Jaminan Fidusia dicantumkan kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Sertifikat ini mempunysai kékuatan eksekutorial yang
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tefap.

Menurut Gunawan Widjaja, sertifikat jaminan fidusia ini dapat
langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan
dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat
para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Apabila debitor cidera janji, penerimé fidusia mempunyai hak
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan
kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya
yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena iiu,
dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang

sksekusi jaminan fidusia ini melalui pranata parate eksekusi.

* Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit.. halaman 142,
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e. Fidusia Ulang

- Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap
benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pagal
17 Undang - Undang Jaminan Fidusia). Fidusia ulang oleh pemberi
fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak
dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena
kepemilikan atas benda tersebut telsh beralih kepada penerima
fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan ﬁdusia adalah bahwa
pemberi fidusia mempunyai hak kepernilikan atas benda vang menjadi
objek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusiz, Hal ini
karena hak kepemilikan atas benda vang menjadi objek jaminan
fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

Larangan fidusia ulang dapat dilihat dalam Yurisprudensi dari
Belanda yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 22 Mei 1953 (Sio Arrest).
Kasusnya adalah sebagai berikut ;

Sio sebagai penggugat melawan De Jong sebagai tergugat. De

Jong meminjamkan uang kepada Peuschgens seorang pemilik pabrik

mainan mmk—dnak dengan jaminan hak milik secara kepercayaan atas
mesin-mesin pabrik yang akan didatangkannya. Setelah mesin-mesin
datang, barang-barang itu di fidusia ulang kepada Sio. Kemudian
Peuschgens tidak memenuhi kewajibannya baik kepada de Jong

maupun Sio. De Jong kemudian menyita mesin-mesin pabrik itu
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namun Sio sebagai pemegang fidusia 7 juga Mmerasa berhak atas
mesin itu dan kemudian menggugat de Jong

Sio mendasarkan gugatannya pada Pasal 1198 ayat (5) BW
Belanda (Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata) mengenai pemegang
gadai yang beritikad baik yang menerima barang gadai dari orang
yang tidak berwenang, gadai tersebut adalah sah dan Ketentuan
tersebut dapat dianalogikan terhadap fidusia. Selain itu menurut Sio,
de Jong tidak dapat menuntut hale milik atas mesin-mesin yang masih
akan didatangkan, karena Peuschgens tidak dapat mengalihkan
penguasaan fisik atas barang-barang yang belum ada. |

Dalam keputusannya, Hof menotak alasan-alasan -Sio dengan
pertimbangan bahwa Pasal 1198 ayat (5) BW Belanda tidak dapat
dianalogikan dengan {idusia dan penguasaan atas barang-barang yang
akan datang dapat diserahkan kepada de Jong karena hal itu sudah
merupakan kesepakatan bersama,

Dalam tingkat kasasi, Sio menyatakan bahwa ketidakcakapan
Peuschgens  untuk mengalihkan hak milik atas barang-barang
bergerak kepada Sio sebagai penerima yang beritikad baik tidaklah
membatalkan peralihan itu, lagipula peralihan itu dilakukan secara
constitutum possessorium. Oleh karena itu, maka peralihan barang
secara nyata juga harus dilakukan kepada Sio berdasarkan Pasal 2014

jo. Pasal 1198 BW Belanda (Pasal 1977 jo. Pasal 1152 KUH Perdata),
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Sio juga menyatakan baf‘;wa‘ penguasaan atas barang-barang yang
masih akan datang tidak dapat diserahkan kepada de Jong atas dasar
kesepakatan belaka. Baru setelah mesin-mesin tersebut diterima
Peuschgens ia dimungkinkan untuk menyerahkan penguasaan secara
nyata atas barang-barang tersebut.

Dalam putusannya Hoge Raad menolak semua alasan-alasan
penggugat demikian pula dengan tuntutan penggugat, Ini berarti
penyerahan secara constitutum possessorium hanya dapat diakui
sepanjang tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga. Pertimbangan
Hoge Raad dalam keputusannya tersebut adalah
@) bahwa Pasal 2014 BW Belanda (Pasal 1977 KUH Perdata)

menyatakan penyerahan barang bergerak yang dilakukan oleh
bukan miliknya kepada seorang penerima yang beritikad baik
adalah sah. Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan
bagaimana halnya kalau penyerahan itu dilakukan oleh bukan
pemiliknya tetapi barangnya tetap berada dalam kekuasaan orang

yang menyerahkan (constitutim possessorizm,);

-b) babwa dengan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan Pasal

' 667 BW Belanda (Pasal 612 KUH Perdata) adalah kurang tepat
oleh karena sebagai syarat mutlak dikatakan oleh pasal tersebut

barangnya harus diserahkan secara nyata kepada pihak lain;
















)
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bahwa rmmeskipun tidak ‘diketemukan suatit ketenfuan dalam
undang - undang akan tetapi hal itu harus tetap diputuskan;

bahwa suatu penyerahan tidak nyata (constitutum possessorium)
dapat dibenarkan jika orang yang menyerahkan baréng tersebut,
mempunyai kekuasaan untuk menyerahkannva atas dasar suatu
hubungan hukum dengan pihak lain;

bahwa akan tetapi pengecualian ini hanya dapat dipergunakan
sepanjang kepentiﬁgan pihak ketiga lainnya tidak tersangkut;
bahwa mengenai alasan yang kedua juga tidak dapat dibenarkan;
Hof sudah memberikan jawaban tentang hal  ini tetapi
pertimbangannya kurang, dan karena itu Hoge Raad menimbang
sekali lagi bahwa penyerahan kekuasaan atas barang-baang yang
masth akan datang dilakukan sebab sudah dapat dipastikan
sebelumnya barang-barang  tersebut segera menjadi lmih’k
Peuschgens. Dengan demikian fidusia tidak dapat diberikar;
kepada dua penerima fidusia. Penyerahan yang pertama adalah sah
dan yang keduva adalah batal. Namun dalam praktek hal ini akan

menyulitkan penerima fidusia (kreditor) karena ia tidak mungkin

.untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah debitor benar-benar

pemilik dari barang-barang yang akan difidusiakan, terutama

karena barang-barang yang dijaminkan itu adalah barang bergerak.



113

Kreditor dalam hal im: hanya dapat meminta debitor untuk berjanii |
bahwa ia benar-benar orang yang memiliki barang tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut, Pasal 35 Undang - Undang
Jaminan Fidusia memberikan sanksi pidana kepada debitor yang nakal
karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi
fidusia yang dilarang ini, maka akan dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perlindungan Terhadap Fihak Ketiga

Pihak ketiga di sini adalah pihak ketiga yang mempunyai hak
mendahului, seperti penjual (hak istimews), ekspeditur (hak
mendahufu) dan pemegang gada.

Dalam yurisprudensi adalah keputusan Hoge Raad mengenai
Sio Arrest tanggal 22 Mei 1953, Terhadap pihak ketiga penjual dan
ekspeditur, Hoge Raad pernah mempertimbangkan bahwa penyerahan
hak milik secara fidusia hanya diakui jika tidek menyangkut
kepentingan pihak ketiga. Meskipun dalam perkara Sio Arrest itu
pihak ketiganya adalah pemegang fidusia yang lain (terjadi fidusia
ulang), akan tetapi dapat juga diterapkan untuk pihak kefiga yang lain,

seperti penjual dan ekspeditur.
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Pada tahun 1970 Hoge Raad dengan Arrest © Maret 1970
(Plsvier Arrest) juga memutuskan bahwa hak istimewa dari penjual
lebih tinggi tingkatannya dari hak mendahului seorang pemegang
fidusia. Dalam perkara lain (Van Gend en Loos Arrest), Hoge Raad
pada tanggal 7 Maret 1975 memutuskan bahwa hak mendahului dari
ekspeditur lebih diutamakan daripada hak mendabului seorang
pemegung fidusia, khusus terhadap barang-barang yang masuk
kekayaan debitor melalui perantaraan ekspeditur tersebut.

Melihat penjelasan di atas, Gunawan Widjaja menyatakan
bahwa sebelum adanya Undang - Undang Jaminan Fidusia kedudukan
penerima fidusia dalam hubungannnya dengan pihak ketiga yang
mempunyai hak mendahului adalah lemah dan tidak pasti.®

Dalam Pasal 3 Undang - Undang Jaminan Fidusia ditetapkan
bahwa Undang - Undang Jaminan Fidusia int tidak berlaku terhadap :
a. hak tanggungan vang berkaitan dengan tanah dan bangunan

sepanjang  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
menentukan jaminan ataé benda-benda tersebut wajib didaftar.
Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No.
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek

jamminan fidusia;

% bid, halaman 147,
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b. hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi ketor bernkuran 20
(dua puluh) M3 atau lebih;

¢. hipotek atas pesawat terbang; dan

d. gadai

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Pengalilian Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan
fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan
kewajiban penerima fidusia kepada kredlitor baru. Peralihan itu
didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia,®

Dalam ilmu hukum, pengalihan hak atas piutang seperti yang
diatur dalam Pasal 19 Undang - Undang Jaminan Fidusia tersebut
dikenal dengan istilah cessie vaitu pengalihan piutang vang dilakukan
dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie
terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut,
maka Jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir demi hukum juga
beralih penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini
berarti pula, segala hak dan kewsjiban kreditor (sebagai penerima
ﬁdu;&;ia) lama beralih kepada kreditor (sebagai penerima fidusia) baru.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

%! pasal 19 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
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Sesuai dengan Pasal 4 Undang - Undang Jaminan Fidusia,
jaminan fidusia ini merupakan perjanjian accessoir dari 'peljanjian
dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi
prestasi. Sebagai suatu perjanjian aceessoir, jaminan fidusia ini, demi
hukum hapus, bila utang pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber
lahimya perjanjian penjaminan fidusia atau utang vang dijamin
dengan jaminan fidusia hapus. Di samping itu Pasal 25 Undang -
Undang ’Jaminan Fidusia menyatakah secara tegas bahwa jaminan
fidusia hapus karena :

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
¢. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Menurut Gunawan Widjaja, sesuai dengan sifat ikutan daﬁ
jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya
piutang yang dijamin pelunasanmya. Apabila hutang tersebut hapus
karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya
jammnan fidusia yang bersangkutan menjadj hapus. Hapusnya utang ini
anfara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang
berupa keternngan yang dibuat kreditor.®
Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak

menghapuskan klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi jika

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., halaman 149,
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benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut
diasuransiken malka kiaim asuransi akan menjadi penganti objek jaminan
fidusia tersebut.

Timbul pertanyaan, apakah dengan hapusnya jaminan fidusia
dalam hal hapusnya utang yang dijamin, perlu dilakukan pengalihan
kembali (refro-overdracht) atas hak kepemilikan oleh penerima fidusia
kepada pemberi fidusia ? Fred B.G. Tumbuan dalam dalam makalahnya
“Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia” berpendapat bahwa
tidak perlu dilakukan pengalihan kembali secara tersendiri. Hal ini karena
pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh
pemberi  fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atasg
kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan

kembali bilamana utang lunas (adanya syarat batal atau onder

- onthindendevoorwaarde). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian

acecessoir dari penjaminan fidusia ity sendini.

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka peﬁerima fidusia harus
memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya
jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tergebut harus
dilampirkan pula pemyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak,
atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.
Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian

kepada kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan
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fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang
menyataken sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaky

lagi.

. Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia

Ketentuan pidana dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia hanya
memuat dua Pasal yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, Pasal 35 menyatakan -

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan
secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah
saftu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tshun dan denda paling sedikit 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah), paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus
Juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia
menyatakan :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan  atau
menyewakan benda yang menjadi  objek jaminan fidusia
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima
fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)”.

Ancaman pidana menurut Pasal 36 inj merupakan konsekuensi
dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan
fidusia ﬂengan Cara constifulim possessorium terlebih lagi bilamana
diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan

bahwa penguasaan atas barang begerak merupakan alas hak bagt

kepemilikannya.
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C. Elseltusi Objek Jaminan Fidusia
1. Perkembangan Hukum Eksecusi

Pembicaraan mengenai eksekusi tidak lain  daripada
pembicaraan tentang upaya kreaitor merealisasi hak secara paksa, karena
debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan
demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa

- hukum,

Istilah  sengketa hukum, Muhammad Dia’is, mengartikan
sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum atau
dengan kata lain sengketa hukum adalah sengketa vang menimbulkan
akibat-akibat hukum.®

Selain sengketa hukum di masyarakat dikenal pula sengketa
sosial, suatu sengketa yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sengketa
hukum timbu! apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil
dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil
diperkosa, atau kewajiban seseorang yang dibebankan oleh hukum
materiil diingkari. Dalam Hukum Perdata Materiil sengketa hukum dapat
berupa wanp;'estasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuﬁtan yang
menimbulkan kerugfan pada orang lain (misalnya penyalahgunaan

keadaan pada saat pemnbuatan perjanjian).

% Mochammad Dja’is, Hukum Eksekusi Sebagai Wecana Baru di Bidang Hubum,
Kertas Kerja Orasi lmiah, Dies natalis ke - 43 Fakultas Hukum Undip Semarang, 2000,
halaman 2. :
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Ap'abila hak yang merasa dirinya dirugikan tersebut ingin
mendapatkan kembali haknya, maka ia harus mengupayakan melalui
prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun alternative dispute
resolution (ADR). Ia tidak boleh melakukan perbuatan main hakim
sendiri (egenrichting).

Penyelesaian perkara melaluj litigasi dimulai dengan
pengajuan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang,
Prosedur ini merupakan prosedur umim, berlaku untuk orang dan
sengketa hukum pada umumnya.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umnum
dilakukan dalam tiap tahap, yaitu permulaan, tahap penentuan dan tahap
penyelesaian.

Tahap permulaan dimulai dari digjukannya gugatan sampai
dengan jawab-menjawab (perbantahary). Selanjutnya tahap penentuan
dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan. Setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap (kecuali putusan uitvoerbaar bij
vcﬁorraaaj, barulah sampai pada tahap ketiga, vaitu tahap pelaksanaan.
Setiap tahap tersebut memerlukan waktu relatif lama, biaya relatif mahal
dan prosedur yang cukup mmit. .

Sebagai pengecualian tethadap prosedur umum terscbut adalah
prosedur kbusus. Dalam prosedur khusus sengketa hukum diselesaikan
dalam wéktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah, serta melalui

cara yang lebih sederhana daripada melatui prosedur umum,
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Istilah prosedur khusus di sini menurut Muhammad Dja’is,
diartikgn sebagal proses penyelesaian pérkm’a langsung pada tahap
pelaksanaan eksekusi, tidak perlu dilakukan melalui pengajuan gugatan
pada pengadilan. Istilah eksekusi di sini diartikan sebagai realisasi hak
kreditor secara paksa, dilakukan terhadap debitor yang tidak mau secara
sukarela melaksanakan kewajibannya,

Frosedur tersebut dapat di pergunaken oleh kreditor untuk
merealisasi pelunasan piutangnya secara efisien. Dalam skala makro,
prosedur tersebut dapat dipergunakan untuk memperlancar roda
perekonomian, khususnya untuk mengatasi kredit macet yang melanda
dumnia perbankan, Prosedur khusus ini dapat bersumber pada undang-
unidang dan atau perjanjian.

Prosedur khusus yang bersumber pada undang-undang terlihat
dalam eksekusi benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan Pasal 20
UUHT, gadai (Pasal 1155 dan 1156 KUH ‘Perdata, Pegadaian, serta
cksekusi grosse surat utang notariil Pasal 224 HIR/258 RBg Khusus
untuk kreditﬁr bank pemerintah, penyelesaian kredii_t macet dilakukan
olety Panitia Urusan Piutang Negara Badan Urusan Piutang dan Lelang
Ncgara'Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara juncto Keppres Nomor 21 Tahun

1591 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Pengosongan

8 1 bid, halaman 4.
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objek lelang (Pasal 200 ayat (11)). Pemotongan terhadap dahan yang
berada di atas dan akar yang masuk di dalam tanah orang lain. (Pasal 666
KUH Perdata). Dalam praktek, khususnya di dunia perbankan dikenal
adanya eksekusi atas piutang yang dijadikan jaminan. Istilah piutang di
sini diartikan sebagai piutang nasabah terhadap bank. Misalnya seorang
nasabah mempunyai deposito atau tabungan di suaty bank, maka
menurtut Hukum Perdata kedudukan nasabah adalah sebagai orang yang
berpiutang ‘(kreditor) sedang pihak bank berkedudukan sebagai pihak
vang berutang (debitor). Apabila nasabah menginginkan kedit dari bank,
maka deposilo atau tabungannya tersebut dapat dijadikan jamirfan kredit.
Selanjutnya  bilamana dalam  pembavaran kembali  kredit yang
diperolehnya tersebut nasabah melakukan wanprestasi, maka pthak bank
dapat melakukan eksekusi terhadap deposito atau tabungan yang
dijadikan jaminan. Eksekusi ini dilakukan sendiri oleh bank sebagai
kreditor, dan eksekusi ini dapat dilaksanakan dengan mudah berhubung
benda jaminan berada didalam kekuasaan kreditor. Dasar eksekusi adalah
beberapa perjenjian yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga
menimbulkan kewenangan bagi pihak kreditor untuk merealizasi
petjanjian-perjanjian yang dikonstruksikan meliputi cessie piutang
nasabah kepada bank, kuasa untuk membebani rekening nasabah dengan
bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan, serta semua biaya yang

timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hak yang ditentukan dalam




125

perjanjian ‘yang bersangkut paut dengan pemberian kredit dari bank
kepada nasabgh.

| Dalam perkembangannya, eksekusi makin lama dirasa makin
penting. Hak seseorang yang dijamin oleh Hukum Materiil maupun yang
sudah dengan tegas dikuatkan oleh pengadilan, menjadi tidak ada artinya
bilamana tidak dapat direalisasi.

Prosedur realisasi hak yang tumit, penuh ketidakpastian dan
mahal mer_xjadi kendala tersendiri dalam upaya merealisasi hak SESEorang,
Sampai saat ini literatur yang membahas eksekusi secara menyeluruh dan
mendalam sulit didapatkan. Pada umu_ﬁmya pembahasan tentang eksekusi
dilakukan dalam buku tentang Hukum Aocara Perdata, jadi eksekusi
dipandang sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, atau sebagai
prosedur lanjutan dari proses penyelesaian sengketa di muka hakim.
Dalam keadaan ini ruang lingkup pengertian eksekusi sangat terbatas
-sebagaimana berikut ini.

Menurut Subekti, istilah eksekusi dalam bahasa Indonesiz
adalah pelaksanaan/menjalankan putusan. Berdasar hal tersebut beliau
memberi definisi sebagai berikut, bahwa eksekusi atau pelaksanaan sudah
mengandung ‘arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati
putusac itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan

kepadanya dengan bantuan kekuatan urmum,

 subckti, R., Hukum Acara Perdata, (Takarta : Bina Cipta, 1989), halaman 128,

N
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Sedangkan Sudikno Mertokusumr:n; pelaksanaan
putusat/eksekusi ialah realisasi kewajiban vang bersangkutan untuk

memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan.®

Kedua definisi  tersebut memandang  eksekusi sebagai
pelaksanaan putusan hakim.

Sejalan dengan pm{iapat tersebut adafah pendapat M. Yahya

Harahap yang mengatékan :

“eksekusi sebagai tindaksn hukum yang dilakukan oleh
pengadilan kepada- pihak yang kalah dalam suatu perkara,
merupakan  aturan dan tata cara lanjutan  dari  proses
pemeriksaan perkara. Qleh karena itu, eksekusi tidak lain
C daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan
proses Hukum Acara Perdata. FEksekusi metupakan suatu
kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib
beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg '

| Pandangan demikian dapat dipahami bilamana diketubyi latar
‘ belakangnya. Ketiga pakar hukum tersebut membahas materi eksekusi
sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, Sehubungan dengan hal
tersebut, maka tidakiah aneh bila deﬁnisi eksekusi hanya terbatas pﬁda
pelaksanaan putusan hakim.

Krisis moneter vang melanda ﬁegara kita tahun 1997 yang
lalu telah mengakibatkan timhu{nya krisis ekonomi yang ditandai dengan
turuniya nilai mata uang rupiah, melonjaknya harga, runtubaya beberapa

perusahaan, terpuruknya perdagangan dan sebagainya sehingga

? * Sudikno Mertokusumo, Hukum Acare Perdata Indonesia (Yogyakarta : Liberty,
“ 1988}, halaman 206, )

i * M. Yahya Harahap, Ruang Linghup Permasalohan Elsebusi Bidany Perdate
(Takarta : Gramedia, 1988), halaman 1.
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mengakibatkan membengkaknya kredit macet ditkuti dengan rontoknya
dunia perbankan. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) dengan kewenangan melakukan peringatan dan bilamana perlu
dilanjutkan dengan lelang atas kekayaan debitor bank berdasar Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997
tentang Perbankan, pada hakekanlfa adalah penciptaan lembaga hukum
eksekusi. Hal tersebut merupakan terobosan terhadap realisasi hak pihak
hank terbadap para debitornya melalui prosedur litigasi dan/atau prosedur
cksekusi yang ada (eksekusi dengan pertolongan hakim), karena dinilai
terlaluy lama dan cukup berbelit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
menghendaki prosedur realisasi pemenuhan kewajiban secara paksa
terhadap pihak debitor yang tidak mau secara sukarela memeruhi
kewajibannya dilakukan dengan cara lebih sederhana dan i:idak berbelit-
belit. Untuk memenuhi kebutuhan ini dan sekaligﬁs menjaga agar
pelaksanaan realisasi hak secara paksa tersebut dilakukan menurut hukum
maka pemahaman terhadap kandungan Hukum Eksekusi® merupakarn
cuaty keharusan, Hal ini mengandung makna bahwa perkembangan
kebui‘,uhaﬁ masyarakat menuntut pembicaraan eksekusi tidak lagi terbatas
sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, melainkan harus dibicarakan

tersendiri sebagat cabang ill‘ﬂl-l' hukum, yaitn Hukum Ekselusi. Melalui




128

cara demikian materi eksekusi dapat dibahas secara lebili luas dan

mendalam,
- Jenls-jends Ekseliusi

Menurut pandangan Hukum Eksekusi, objek eksekusi tidak
hanya putusan hakim dan grosse akta. Untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang eksekusi, maka berikut ini disajikan pembagian
eksekusi menurut objeknya yang meliputi :*

1) Eksekusi Berdasarkan Objeknya

Berdasarkan objeknya (apa yang dapat dieksekusi), eksekusi

dibedakan menjadi :

a. Eksekusi putusan hakim;

b. Eksekusi grosse surat utang notariil;

¢. Eksekusi benda jaminan (objck‘gadai, hak tanggungan, fidusia,
cessie, sewa beli, leasing);

d. Eksekusi piutang negara baik yang timbul dari kewajiban (utang
pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian (kredit bank
pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD);

e. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan
sengketa (putusan PAD/PAP, Mahkamah Pelayaran, lembaga
arbifrase, alternative dispute resolution (ADR), lembaga-lembaga

mternational, pengadilan asing);

® Muhammad Dj2°is, Op. Cit., halaman 9.
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f. Eksekusi terhadap sesuatu yang menganggu hak atau kepentingan;
g Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB,

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahws cakupan eksekusi
tidak hanva putusan haicim. Eksekusi yang objeknya VseIain putusan
hakiﬁl Jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan dilihat dari segi jumlah
pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adatah eksekusi benda
jaminan oleh perusshaan umum pegadaian, diikuti dengan eksekusi
terhadap benda jaminan vang lain dan eksekusi karena tunggakan
piutang negara. |

2) Elsekusi Berdasarkan Prosedurnya
Selain berdasarkan objeknya, eksekusi juga dapat dikelompolkan
berdasar prosedurnya, yang terdiri atas :% |
a. Eksekusi tidak langsung, terdiri dari -

(1) sanksihukuman membayar uang paksa, berdasar perjanjian
atau putusan hakim;

(2) sandera (gijzeling), Pas‘al 209-223 HIR,

(3) penghentian/pencabutan langganan, ini didasarkan pada
perjaniian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan
listrik, telepon, air minum dan sebagainya.

b. Eksekusi langsung, terdiri dari :

1) eksekusi biasa (membayar sejumlah uang);

% 1514, halaman 10.
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2) eksekusi riil terhadap putusan pengadilan, dan objek lelang;

3) eksekusi melakukan perbuatan;

4) eksekusi dengan pertolongan hakim;

5) eksekusi parat;

6) eksekusi penjualan di bawah tangan atas benda;

7} eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasar perjanjian);

S) eksekusi dengan izin hakim; |

9) eksekusi oleh diri sendiri;

‘Adanya perbedaan eksekusi langsung dan eksekusi tidak
langsung didasarkan pada hasil yang didapatkan setelah dilakukan
paksaan terhadap debitor yang tidak mau memenuhi kewajibannya.
Dalam hal paksaan terhadap debitor menjadikan hak kredito‘r langsung
terealisasi, miaka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi langsung,
Sebaliknya fika dengan paksaan terhadap debitor hasilnya berupa
dorongan kepada debitor untuk segera mernéluhi kewsjibannya, maka
eksekusi tersebut dikategorikan ke dalam eksekusi tidak langsung,

- Contoh dari eksekusi kelompok pertama adalah eksekusi
terhadap pumsan hakim. Dalam hal debitor yang dihukum untuk
membayar utangnya kepada kreditor tidak mau memenuhi secara sukarela
kewajiban tersebut, maka kreditor dapat mohon kepada ketua pengadilan
negeri supaya putusan hakim yang memenangkan dirinya dieksekusi.

Setelah melalui prosedur tertentu, eksekusi tersebut diakhiri dengan



penjualan lelang kekayaan debitor. Hasil penjualan lelang tersebut
diserahkan kepada kreditor sebagai pelunasan piutangnya. Sedangkan
contoh keldmpok kedua adalah pemutusan saluran telepon. Ini pihak
pentyelenggara telekomunikasi kreditor tidak langsung mendapatkan
piutangnya (terbayarnya tunggakan), namun pemutusan saluran telepon
mendorong langganan segera melunasi tunggakannya supaya‘ teleponnya
tersambung kembali. Mengingat cakupan yang sedemikian luas, maka
sudah selayaknya bilamana Hukum Eksekusi dibicarakan tersendiri,

bukan merupakan bagian Hukum Acara Perdata.

. Titel Ekselcutorial

Mengenai titel eskekutorial, beberapa sarjana b erpendapat
bahwa tifei eksekutorial terletak pada kepala putusan hakim yang
berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Disamakan dengan itu adalah akta atan grosse
akta yang berkepala seperti putusan hakim.

Terhadap pendapat demikian perlu dicermati kembali. Suatu
putusan hakim dapat dieksekusi, bukan karena berkepala seperti di atas,

Menurut Hukum Acara Perdata, setiap putusan hakim selalu memuat

kepala putusan. Namun tidak setiap putusan hakim mempunyzi kekuatan

eksekutorial, Putusan hakim yang amamnya bersifat dekiarator atau
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konstitutif tidak memerlukan eksekusi. Putusan yang bersifat deklarator
isinya hanyalah menyatakan keadaan hukum atas hubungan hukum yang
telah ada. Jadi tanpa adanya putusan hakim pun keadaan hukum atau
hubungan hukum yang dimaksud dalam putusan tersebut sudah terjadi.
Sedang putusan yang amamya bersifat kenstitutif mengandung makna
keadaan hukum yang dimaksud dalam putusan terjadi pada saat putusan
tersebut diucapkan.

Alasan lain untuk menolak pendapat titel eksekutorial pada
kepala akta yang berbunyi sama dengan putusan hakim adalah adanya
Jjenis-jenis eksekusi selain eksekusi putusan hakim dan grosse akta.
Sebagai contoh mengenai hal ini adalah eksekusi benda jatninan gadai
dan eksekusi di tangan sendiri. Perjanjian gadai adalzh perjanjian
konsensual. Dengan demikian perjanjian ini dapat diadakan baik secara
tertulis maupun lisan. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka perjanjian
gadai dapat dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
Apabila titel eksekutorial ada pada kepala akta, maka timbul kesulitan
untuk eksekuosi bila perjamjian gadai dibuat dengan akta di bawah tangan
atau lisan, karena pencantuman kepala akta seperti putusan hakim oleh
para pihak pada akta di bawah tangan tidak mengakibatkan akta yang
bersangkutan mempunyai kekuatan eksekutorial. Di lain pihak ditaruh di

manakah kepala akta jika perjaniian gadai dibuat secara lisan? .
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Selanjutnya eksekusi di tangan sendiri menurut Pasal 666 KUH
Perdata dilakukan oleh seseorang terhadap dahan atau akar dari pohon
milik tetangganya yang masuk ke dalam pekarangannya. Apabila pemilik
pohon setelah diperingatkan tidak mau memotong dahan atau akar yang
dimaksud, maka orang tersebut dapat langsung seketika memotongnya.
Tindakan ini merupakan ekseI;uSi ritl yang dilakukan sendiri secara
langsung tanpa melalui gugatan di pengadilan.

Berdasar uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa titel
eksekutorial putusan hakim bukan pada kepada putusan, melainkan
karena undang-undang (Pasal 196 HIR) menentukan putusan hakim
mempunyal kekuatan eksekutorial. Hal ini berlaku pula akta otentik dén
grosse akta potaris. Suatu akta otentik (sertifikat hak tanggungan)
mempunyal  kekuatan eksekutorial, karena undang-undang (Pasal 4
ULUHT) menentukan sertifikat hak tanggungat mempunvai kekuatan
cksekutorial. Mengenai grosse akta notaris, berlaku hal yang sama, yaitu
kekuatan eksekutorialr-rya bukan pada kepala grosse melainkan pada
ketentuan undang-undang (Pasal 224 HIR juncto Pasal 38 ayat (1)
Peraturan Jabatan Notayis.

" Selain berdasar ketentuan undang-undang, titel eksekutorial juga
Eerdasar pada perjanjian yang dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga

pelaksanaannya merupakan eksekusi sebagaimana diuraikan berikut ini.




134
Datam Hukum Perdata Materiil, suatu perjanjian timﬁul seiélah
teriadinya persesuaian pernyataan keheﬁdak antara dua orang atau lebih
Menurut van Dunne, perjaﬁjian tersebut merupakan dua perbuatan hukum
yang masing-masing bersisi safu. Pendapat ini merupakan koreksi
tethadap teori lama yang mengatakan bahwa perjanjian adalah satu
perbuatan hukum yang bersisi dua, Menurut ketentuan yang ada, suatu
perianjian yang dibuat secars sah mengikat pihak yang membuatnya
sebagaimana undang - undang (Pasa! 1338 ayat (1) KUH Perdata).
Ketentuan demikian rriengandung makna bahwa sesuatu perj'anjian harus
dilaksanakan sebagaimana melaksanakan undang - undang, Pembuat
undang - undang tidak menghendaki seseorang mudah mengobial janji
namun  kemudian dengan ringan mengingkarinya. Sekali berjanji,
seseorang harus menepatinya.

Mengenai istilah pérjanjian ada beberapa definisi, namun dari
beberapa definisi tersebut terkaﬁdung pengertian yang sama. Dalam Pagal
1313 KUH Perdata, diberikan pengertian sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suaty perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih lainnya™.

Menurut Subekti, perjanjiza didefinisikan sebagai berikut
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“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanii
kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal”.”®

Eerdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan- ‘bahwa
perjanjian adalah suatu perbuatan yi’mg menimbulkan hubungan hukum di
antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan
sesuatu. Dalam KUH Perdata perjanjian dimuat dalam Buku Ketiga.
Menurut Hukumn Perdata Materiil, Buku Ketiga KUH Perdata menganut
sistem terbuka, artinya orang bebas mengadakan perjanjian apa saja asal
tidak bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum dan
kesusilaan. Sistem terbuka inilah yang menjadi wahana bagi masyarakat
untuk  menciptakan perjanjian  yang dapat memenuhi tuntutan
perkembangan zaman.

Apabila masyarakat karena perkembangan zaman membutuhkan
bentuk perjanjian baru yang belum ada pengaturannya dalam KUH
Perdata, maka dapat- diciptakan perjanjian sesuai dengan keinginan
mereka. Perjonjian yang diciptakan ini mengikat para pihak seperti
undang - undang. Dalam praktik, perjanjian yang diciptakan masyarakat
untuk ‘memenuhi kebutuhan hukumnya tidak hanya perjanjian yang
masuk dalmﬁ (1) kategori Buku Ketiga KUH Perdata, malainka_ﬁ juga (2)

perjanjian yang masuk dalam Buku Kedua KUH Perdata, bahkan (3)

" subckti, R., Aneka Perjanjian (Bandung : Citra Adtya, 1982), halaman 122,
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perjanjian yang masuk dalam ketentuan tentang eksekusi (sumber Hukum
Eksekusi).

Perjanjian-perjanjian ciptaan masyarakat vang masuk dalam
kategori pertama menurut teori hukum tidak masalah, mengingat Buku
Ketiga KUH Perdata mengikuti sistem terbuka. Sebagai contoh perjanjian
vang masuk dalam kategori pertama adalah perjanjian anjak piutang, dan
modal ventura, Perjanjian' yang maéuk dalam kategori kedua adalah
perjanjian yang pada hakikatnya menimbulkan hak kebendaan baru,
selain hak kebendaan yang diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata.
Masalahnya adalah Buku Kedua KUH Perdata mengikuti sistem tertutup.
Di sini orang tidak bebas mengadakan hak kebendaan baru selain hak
_kebendaan yang diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata. Sehubungan
dengan hal itu, maka penciptaaﬁ hak kebendaan baru tidak berupa
penciptaan hak .keb endaan tertentu secara tegas, melainkan berupa
konstruksi beberapa perjanji-an.. yang di dalamnya pada hakekatnya
terkandung hak kebenﬁaan baru. Karena hak kebendaan baru ciptaan ini
baru merupakan rangkaian beberapa perjanjian, maka hak kebendaan ini
tidak diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata. Contoh mengenai hal ini
adalah fidusia (fiduciaire eigendom overdracht-feo). Fidusia lahir untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya kalangan bisnis.
Pada masa belum diakuinya fidusia kalangan bisnis mengalami kesulitan

menentukan lembaga hukum apa yang dapat digunakan untuk
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menjaminkan. benda bergerak yang diperhikan guna menjalankan
usahanys. R |
Menurut KUH Perdata lembaga jaminan yang mengatur
perjanjian jaminan dengan objek benda bergerak adalah perjanjian gadai.
Namun penggunaan lembaga ini tidak mungkin, mengingat perjanjian
gadai harus memenuhi syarat in begit Stelling, Tustru syarat inilah yang
ingin dihindari oleh para pihak. Untuk mengatasi hal tersebut
diciptakanlah konstruksi beberapa perjanjian vang pada hakekatnya
merupakan perjanjian jaminan baru. Konstriksi perjanjian ini untuk

pertama kali diakui oleh Hoge Raad dalam arrestnya yang terkenal

dengan sebutan Bierbrouwerij Arves, tanggal 31 Januari 1929, Perjanjian--

perjanjian yang dikonstruksi délam kasus tersebut adalah :

a. Utang piutang;

b, Jual belirdengan hak membeli kembali;

¢. Pinjam pakai atas objek juﬁl~beli;

d. Kompensasi antara.utang dengan harga objek jual beli;

e. Kuasa mengambil dan menjual objek jual-beli dengan kewajiban

memperhitungkan hasi} penjualan dengan utatig;

bty

Syarat berlakunya kompensasi dan berakhimya pinjam pakai.
Dalam arréstnya tersebut Hoge Raad tidak memandang

rangkaian berbagai perjanjian tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian

Jaminan, melainkan masing-masing perjanjian dipandang berdiri sendiri
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perjanjian-

perjanjian tersebut tidak dengan tegas diakui sebagai perjanjian jaminan,

namun dengan adanya arrest tersebut muncullah perjanjian jar
yaifu fidusia.

Pelaksanaan eksekusi tidak hanya menyangkut pih
dan debitor saja, melainkan juga pihak ketiga yang menjadi k
debitor tersebut. Oleh karena itu maka dalam pelaksanaa
kepentingan pihak ketiga harus tetap dilindungi. Berdasar h

maka ketentuan Hukum Eksekusi adalah menyangkut kepentin

ninan bary,

ak kreditor
reditor dart
n eksekusi
al tersebut,

gan publik.

Sehubungan dengan hal ini maka Hukum Eksekusi menganut sistem

tertutup sebagaimana sisitem yang ditkuti oleh Buku K

Perdata. Dengan demikian, sumber Hukum Eksekusi hanya te

edua KUH

rbatas pada

ketentuan undang - undang, dan I;ara pihak tidak bebas untj
sumber eksekusi. Namun sebagaimana dengan uraian di mu
Buku Kedua KUH Perdata menganut sistem fertutup para J
perjanjian dapat pula menciptakan hak kebendaan baru melalu
beberapa perjanjian. Apa yang terjadi dalam hal tersebut,
dilakukan dalam bidang Hukum Eksekusi. Dengan kata {ain,
melalui konstruksi beberapa perjanjian, dapat menciptak
Hukum Eksekusi. Namun mengingat kandungan Hukun

menyangkut kepentingan umum, maka pelaksanaan eks

k membuat

kf'p, walaupun

ihak dalam
i konstruksi
dapat pula
para pihak

an sumber

1 Eksekusi

ckusi  vang
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bersumber pada konstruksi perjanjian tersebut harus tetap tunduk kepada
ketentuan Hukum Eksekusi yang bersumber pada undang - undang,
Perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam katégori ketiga
(sebagal sumber Hﬁkum Eksekust) adalah utang-piutang dengan piutang
debitor sebagai jaminan. .Peljianjian demikian sudah merupakan hal yang
biasa dilakukan dunia perbankan. Dalam hal nasabah berutang kepada
bank dan menggunakan giro, deposito atau tabungan nasabah pada bank
sebagal jaminan, maka dibuatlah konstruksi beberapa perjanjian
sedemikian rupa sehingga apabila nasabah wanprestasi pihak bank dapat
merealisasi pelunasan piutang kreditnya melalui pelaksanaan perjanjian-
perjanjian tersebut. Realigasi pelunasan piutang tersebut pada hakekatnya
adalah eksekusi.
Perjanjian-perjanjian yaﬁg dikonstruksi sehingga menimbulkan
kekuatan eksekutorial adalah :™!
a. Perjanjian utang~piu§m1g;
b. Cessie piutang untuk jaminan,
¢. Kuasa, vang meliputi kuasa untuk :
1) Membebani rekening debitor dengan bunga, denda kelebihan
" tarik, bunga tunggakan, dén qcmua biaya yangtimbul karena dan
untuk pelaksanaan perjanjian;

2) Menetapkan jurniah utang debitor;

" Myhamnad Dja°is, Op. Cit., halaman 19.
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3} Mengambil pelunasan piutang dari piutang yang dijaminkan.

Jika dicermati berbagai -perjanjim-perjmljian yang di.konstzuksi
schingga pelaksanaannya pada hakekatnya merupakan eksekusi
sebagaiman disebutkan di muka, serta akibat hukum yang ditimbulkan
oleh pelaksanaan eksekusi, maka asas-asas hukum yang terkandung di
dalamnya adalah asas itikad baik, sederhana, kepastian terealisasikannya
hak kreditor, previlegé, kreditor dilarang menjadi pemilik benda jaminan,
pelaksanaan sendiri, dan keseimbangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
vang berfungsi sebagai titel eksekutorial merupakan teori baru dalam
ilmu hukum. Berdasar pertimbangan tersebut, maka. diperfukan upaya
sosialisasi agar dapat diketahui dan mendapat tanggapan luas, sehingga

pada akhirnya dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum, atau

bahkan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan tentang-

Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang,

. Ekselzusi Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang memliki
unsur cepat, mursh dan pasti. Menurut Munir Fuady, 7 salah satu ciri
janiinaﬁ hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut
dapat dieksekusi secara cepat dan proses yang sederhana, efisien dan

mengandung kepastian hukum.

7 Munir Fuady, Op. Ci2., halaman 57.
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Menurut Fred B.G. Tumbuan,' -sertifikat  jaminan  fidusia
mempunyai kekuaten eksekutorial yang sama dengan puiusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi berdasarkan titel
eksekutorial int penerima fidusia dapﬁt langsung melaksanakan eksekusi
melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui
pengadilan.”

Undang - Undang Jaminan Fidusia memberi kemudahan dalam

mefaksanakan eksekusi melalui lembaga parate efisekusi. Kemudahan
dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monoﬁoli jaminan
fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155
ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si
berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai
bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau,
atau jika tidak telah ditentukan suatu tengegang waktu, setelah
dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh
menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-
kebiasaan setempat serta alas syarat-syarat vang lazim berlaku,
dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya
beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Unfuk jaminan dalam bentuk hipotek, kemudahan eksekusi itu
diherikan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan ;

“Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama
untuk, pada waktu diberikannya hipotek, dengan tegas minta
diperjanjikan bahwa jika vang pokok tidak dilunasi semestinya,
atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan
diknasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum,
untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta

" Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok Undang - Undang Fidusia ,
! 1999, halamnan 135,
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biaya, dari pendapatan pemjualan itu. Janji tersebut harus
dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pagal 12117,
5, Cara Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang
No. 42 Tahun 1999

Sebelum berlakunya Undang - Undang Jaminan Fidusia, fidusia
yang ada bersumber pada yurisprudensi yang mana fidusia merupakan
hak perorangan maka dalam hal debitor pemberi fidusia cidera janji, tidak
memenuhi kewajibannya (membayar hutang) yang dijamin dengan
fidusia, ijpaya hukum yang dapat ditempuh kreditor untuk mendapatkan
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang yang difidusiakan
padanya adalah mengajukan gugatan perdata terhadap debitor pemberi
ﬂ(jusia dengan mchon sita jaminan terhadap barang yang- difidusiakan
dan mohon putusan serta merta dalam lperkara tersebut dengan
mendasatkan pada bukti oten;ik atau di bawah tangan (yang i;idak dapat
disangkal oleh debitor sesuai Pasa1 180 HIR).

Dalafn hal barang vang difidusiskan sudah tidak ada karena
sudah dijual pada pihak ketiga karena alasan }éin ataupun kreditor
memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak
akan cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditor/penggueat dapat
minta agar barang-barang milik debitor/tergugat vang lain/vang tidak
difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitor vang telah

menjual jaminan dapat dikenakan tindak pidana pengeelapan



143

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang - Uhdang Hukum

Pidana.

Setelah adanya Undang - Undang Jaminan Fidusia, maka
ketentuan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Bab V
Undang - Undang Jaminan Fidusia. Pasa] 29 Undang - Undang Jaminan
Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atay pemberi fidusia cidera
Jjanji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat
dilakukan dengan cara :

a. -mohon eksekusi sertifikat fidusia yang berjudul “Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana dimaksud
Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jatninan Fidusia, kepada ketua
pengadilan negeri yang berwenang. Sertifikat jaminan fidusia ini
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan
demikian pelaksanaan titel eigsekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima
fidusia mengandung dﬁa syarat utama yaitu :

a. débitor atau pembert fidusia cidera janji;
b. ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi
‘Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

b. Penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat (3)).
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Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga parate eksekusi
adalah kewenangan yang diberikan oleh undang - undang atau
putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan
sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak lainnya
wanprestasi. Akan tetapi kekuasaan ini harus dibuktikan dengan
sertifikat jaminan fidusia maka praktis eksekusi parat ini mengandung
persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel
eksekusi) tersebut di atas.

g. Per;iﬁalan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan- penerima fidusia jika dengan cara demikian 63;}:&
diperoleh harga tertinggi vang menguntungkan para pihak.”

Ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah

tangan, yaitu ;

(1) kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan
akan berptisat soal harga dan biaya yang menguntungkan para
pihak;

{2) dilakukan setelah Iewét satu bulansejak diberitahukarn sscara
tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak
vang berkepentingan;

(3) diumumkan sedikitnya da‘}am dua surat kabar yang beredar di

dacral yang bersangkutan.

M Teadin, Fksekusi Jaminan Fidusia Menurat Undang-Undang Mo. 42 Tahun 199%
dan Kendalanya, (Takata ; Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN, 2000), halaman
3. ‘ .
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Menurut Gunawan Widjaja, pada prinsipnya penjualan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena
dengan cara ini diharapkan diperoleh harga yang paling tinggi. Namun
demikian dalam hal pemjualan melalui pelelangan umum diperkirakan
tidak akan menghasilkan harga tertingi yang menguntungkan para pihak,
maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut
disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dengan syarat jangka waktu
pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.”

Undang - Undang Jaminan Fidusia memberi kemudahan dalam
pelaksanaan eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan
fidusia tersebut juga dikenal dalam hal gadai sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) a Undang - Undang No..4 Tahun 1996 dan
Hipotik dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang - Undang
Jaminan Fidusia bersifat mengikat dwingend reclz yang tidak dapat
dikesampaingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari
ketentuan—ketentﬁan tersebut berakibat batal demi hukum.”

- Selain itu, jaminan fidusia a(_ialah lembaga jaminan dan bahwa
pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitunnn possesorium

dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak

* Qunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Ciz., halaman 152
% pasal 32 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
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didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi
kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminen
fidusia adalah batal demi hukum.” Ketentuan tersebut dibuat untuk
melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia
melebihi besarnya utang yang dijamin.” Ketentuan serupa dijumpai pula
dalam Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdata sehubungan dengan Hipotik,
Pasal 1154 KUHPerdata tentang lembaga gadai, Pasal 12 Undang -

Undang No. 4 Tahun 19296 tentang Hak Tanggungan.

7 Pasal 32 Undang - Undang Jaminan Fidusia.
™ Pasal 34 Undang - Undang Taminan Fidusia.




BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembebanan dan Pendafiaran Serta Ekselusi Benda

Objek Jaminan Fidusia
a. Peanbebanan Benda Objelz Jaminan Fidusia

Pembebanan objek benda jaminan fidusia dalam tesis ini
pembahasannya dititikberatkan pada masalah objek benda jaminan
fidusia dan proses pembebanannya. |
a.1. Objelt Benda Jaminan Fidusia

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab II, bahwa benda yang
dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah segala
sesuatu yang dapal dimiliki dan dialihl;an, baik yang berwujud
maupun - yang tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan ataupun hipotik (Pasal 1 butir 4). Benda seperti vang
dirnaksud di 5tas selanjutnya dapat disebut juga dengan objek jaminan
fidusia. Di  samping benda yang disebutkan, objek fidusia juga
meliputi (kecuali diperjanjikan lain) hasil dari benda misalnya piutang
hasi} penjualan barang, klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi

objek jaminan fidusia diasuransikan (Pasal 10), dengan begitu
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termasuk dalam objek jaminan fidusia adalah benda tak berwujud

{(Pasal 1 butir 2).

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa benda objek jaminan

fidusia eukup variasi dan beragam serta rumit terutama dalam

menentukan kriteria serta status dan kewenangan atas alas hak benda

tersebut.

- Jika dicermati ketentuan Pasal 1 butir 2 dan butir 4 Undang-

Undang Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan/kesempatan

sebanyak mungkin jenis barang modal dijadikan jaminan fidusia.

Benda sebagaimana di atas, dalam praktik dapat berupa

a.

.t.‘j

Kendaraan bermotor baik terdaftar maupun yang belum terdaftar; |
Peralatan kantor;

Mesin-mesin pabrik;

Stock barang dagangan;

Bahan baku;

Piutang;

Hak sewa atas tanah kaveling;

Bangunan di atas tanah orang lain.
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Berdasarkan penelitian di lapangan’, para pelaku usaha
dalamn memilih dan menmtﬁkan benda yang diikat dengan jaminan
fidusia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Kelompok pertama, adalah para pelaku usaha yang mengikat
benda jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan dari‘ jaminan
utama (pokok) berupa tansh dan bangunan vang diikat dengan
Hak Tanggungan. Benda-benda jaminan fidusia dapat menjadi
jaminan utama (pokok) apabila kredit dalam penggunaannya
untuk pembelian benda-benda jaminan ﬁdusia,l misalnya Kredit
Produktif termasuk Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif untuk
pembelian kendaraan bermotor. Benda-benda yang diikat dengan
jaminan fidusia, dalam kelompok ini masih dilakukan secara

selektif artinya tidak semua benda-benda yang dibolehkan oleh

Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diterima sebagai jaminan
fidusia. Sampai saat ini benda yang diikat terbatas pada kendaraan
bermotor, peralaten kantor, mesin pabrik dan alat-alat berat,
piutang serta benda persediaan,

Fagilitas kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan
ﬁlenjadi 2 (dua) jenis, yaitu Kredit Produktif termasuk Kredit

Investasi dan Kredit Komsumtif Apabila dikaitkan dengan

! 3¥awancara pribadi dengan : R. Santoso Pejabat PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang
Thama Semarang Pada Tangeal 8 Agustug 2002; Suprihandoyoe, Pejabat PT. Bank Mandiri Cabang
Semarang Tenggal 12 Agustus 2002; Wiyono, Pejabat PT. BPR Trihasta Prasodje Karengenyar,
Tanggal 16 Agustus 2002; Sudaryono, Manager pada Lembaga Pembiayaan PT. Multindo Auto
Finence Semarang Tanggal 14 Agustus 2002,
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pemberian fasilitas kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia

dalam praktik perbankan ada 2 (dua) cara :

- Pertama, fasilitas kredit tersebut dipergunakan untuk membeli
objek benda jaminan fidusia, yang kemudian ditadikan agunan;

- Kedua, pemberi fidusia sudah berstatus sebagai pemilik objek
benda jaminan fidusia dan objek tersebut dipergunakan
sebagai agunan dalam rangka memperoleh modal untuk
mengembangkan usaha debitor.

(2) Kelompok kedua, adalah para pelaku usaha yaﬁg mengikat benda
Jaminan fidusia sebagai jaminan utama (pokok). Benda- jaminan
ini masih terbatas pada kendaraan bermotor roda empat dan roda
dua terdaftar.

Di atas telah diuraikan bahwa benda jaminan fidusia oleh
para pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan dan
sebagai jaminan pokok. Dalam prakfik, secara lebih spesifik objek
yang berupa :

(1) Kendaraan bermotor, dapat dijadikan jaminan pokok, apabila
masih dalam keadaan baru atau maksimum berumur 5 (lima)
tahun dan tidak semua merk kendaraan diterima sebagai jaminan
fidusia, yang lebih diutamakan adalah kendaraan niaga seperti bus

atau fruck.

{IPT-PUSTAK-Lypip)
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Kendaraan bermotor vang dipergunakan untuk kepentingan
pribadi, pada umumnya hanya diikat secara notariel tanpa
langsung didaftarkan ke Kantor Pendaflaran Fidusia, bahkan
Jjaminan berupa kendaraan bermotor tidak jarang masih diikat
dengan perjanjian fidusia di bawah tangan, sekalipun dengan
risiko objek tersebut tidak dianggap sebagai hak agunan menurut
ketentuan Undang - Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal fasilitas kredit dipergunakan untuk membeli kendaraan
bermotor yang kemmdian dijadikan agunan, pada umumnya
debitor dalam kapasitasnya sebagai pemberi fidusia diwajibkan
membiayai sendiri sebagian dari harga kendaraan yang dibelinya
dengan fasilitas kredit tersebut (membayar down payment)
sebanyak 30% (tigapuluh persen) dari harga kendaraan tersebut,
sehingga kreditor hanya mendanai sebesar 70% (tujubpuluh
persen) dari harga kendaraan dan sefiap bulan harus ada
pemblokiran sejumlsh satu kali cicilan kredit dalam rekening
debitor (pemblokiran khusus untuk nasabah bank bukan nasabah
lembaga pembiayaan).

Sécara khusus yang berlaku pada lembaga pembiayaan, kerjasama
dengan .pihak kepolisian tetap dipertahankan yaitu adanya
pemblokiran atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dari

kendaraan tersebut untuk menghindari adanya itikad yang tidak
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baik dari yang bersangkutan untuk menjual objek tersebut maupun
mencegah adanya kemungkinan dilakukannya permohonan untuk
memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang baru
berdasarkan laporan kehilangan atas Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor tersebut, sekalipun sebagai agunan, Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor tersebut masih disimpan oleh atau sudsh
berada di tangan lembaga pembiayaan tersebut.
Berdasarkan keterangan r&sponden untuk mmdapaﬂ(an Buku
Pemilik Kendaraan anotor yvang baru berdasarkan laporan
| kehilangan tidak mmdah, yanglbasangkutan di samping harus
menunjukkan fotocopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
tersebut, persyaratan lain yang diminta oleh pihak kepolisian, yang
bersangkutan harus memperoleﬁ surat keterangsn (rekomendasi}
dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) kantor bank yang ditunjuk oleh
pihak kepolisian yang menyatakan bahwa objek tersebut tidak
sedang dijaminkan. Apabila permohonannya dikabulkan hanya
akan diterbitkan Duplikat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
Dalam hal pengikatan jaminan fidusia atas objek berupa

kendaraan bermotor hanya dilakukan dengan perjanjian bawah

2 Wawancara pribadi dengan : R. Santoso Pejebat PT, Bank BFD Jawa Tengsh Cabang
Utama Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2002; Suprihandoyo, Pejabat PT. Bank Mandiri Cabang
Semarang Tanggal 12 Apustus 2002; Wiyono, Pejebat PT. BFR Trihasta Prasodjo Karanganysr,
Tenggal 16 Agustus 2002, Sudaryono, Manager pada Lembaga Pembiayaan PT. Multindo Auto
Finence Semarang Tanggal 14 Agustus 2002,
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tangan, pada umumnya apabila pemberi fidusia tidak bersedia
menyershkan objek dengan sukarela, maka kreditor selaku
penerima fidusia berdasarkan alasan memasuki rumsh dan
‘pekarangan secara paksa atau melakukan perampa;san!perampokan
atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau uﬁtuk
menghindari gugatan dari pemberi fidusia bahwa penerima fidusia
telah melakukan perbuatan melanggar hukum, jika menarik objek
tersebut di tempat objek tersebut disimpan, maka mereka mencari
kesempatan untuk menarik objek tersebut péda waktu objek
 tersebut diparkir di luar rumah atau gedung tempat objek disimpan
untuk memaneing keributan. Dengﬁn adanya keributan iersebut
oleh penerima fidusia objek dibawa untuk dititipkan ke Kantor
Polist dengan menunjukkan perjanjian fidusianya dan selanjutnya
penerima fidusia mendapat bukii tanda-terima titipan kendaraan.

Berdasarkan  perjanjian fidusia tersebut, penerima fidusia
melapofkan kepada polisi bahwa pembert fidusia telah melakukan
perbuatan penggelapan atau penipuan berdasarkan Pasal 372 atau
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila pemberi
fidusia akan mengambil objek tersebut, maka pihak kgpolisian
akan memanggil penerima fidusia untuk diadakan perundingan,
jika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu apabila

pemberi fidusia dan/atau debitor dinyatakan telah memenuhi
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kewsjibannya oleh penerima fidusia, maka objek tersebut akan
diserahikan kemlhali kepada yang bersangkutan.

Sebélum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak
kepolisian kadang-kadang .enggan terlibat dmgan masaiah
penarikan jaminan seperti ini dengan alasan mereka tidak
berwenang karena perkara tersebut termasuk perkara perdata,
namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia
bantuan pihak kepolisian lebih mudah diperoieh, karena Pasal 30
Undang-Undang Jaminan Fidusia, mewajibkan pemberi fidusia
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam
rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kemungkinan beéar
pihale kepolisian menginterpretasikan, pthak yang berwenang
dalam penjelasan Pasal 30 undang-undang tersebut adalah polisi
dun dalurn hal ini, entah disengaja atau tidak, polisi mengabaikan
ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 37 ayat (3) undang-undang
tersebut.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan “pihak Pengadilan
Negeri Semarang’, ditarik kesimpulan bahwa penarikan objek
harus tetap melaluilprosedur permohonan sita jaminan terlebih

dahulu kepada pengadilan negeri untuk menghindari adanya

3 Wawancara pribadi dengan Ny. Suparti Hadhiyons, Hakim Pengadilan Negeri
Semarang, Tanggal 22 Agustus 2002, '
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tuntutan pidana (perampasan/perampokan/melakukan perbuatan
tidak menyenangkan) atau gugatan perdata (melakukan perbuatan
melanggar hukum) tersebut dari pemberi fidusia terhadap
penerima fidusia dan pihak pengadilan tetap mengklaim sebagai
instansi yang berwenang untuk menugasi juru sita melaksanakan
penyitaan dan eksekusi jaminan apabila sudah terjadi sengketa di
antara kedua belah pihak yang terikat.

{2) Untuk jaminan fidusia berupa piutang atau benda persediaan, pada

umumnya tidak diterima sebagai jaminan pokok, 'tetapi hanya
sebagat jaminan tambahan.
Kalaupun diterima sebagai jaminan pokok, kepada debitor diminta
lagi jaminan tambahan dalam bentuk fix assef berupa tanah atau
tanah dan bangunan untuk dibebani dengan Hak Tanggungan,
kadang-kadang mﬁsih dijkat lagi dengan perjanjian jaminan
perseorangan berupa penanggungan (borghtochs).

(3) Untuk jixminan berupa alat-alat berat maupun mesin-mesin pabrik,
sekalipun diterima sebagai jaminan pokok, bersama-sama dengan
fidusia atas produk dari pabrik tersebut serta piutang dagang dari
pérusahaan tersebut, juga selalu didukung (di-cover) dengan
jaminan tambahan dalam bentuk fix asset (asset tetap), berupa
tanah atay tanah dan bangunan untuk dibebani dengan Hak

Tanggungan, kadang-kadang masih diikat lagi dengan perjanjian
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jaminan perseorangan berupa penangeungan (borgfocht) dari
pemegang saham perusatiaan tersebut atau Corporater Guararntie

dari perusahaan tersebut.
a, 2. Proses Pembebanan Jaminan Fidusia

Kegiatan yang paling penting dalam pembebanan jaminan
fidusia .adaiah dilakukannya penandatanganan akta jaminan fidusia.
Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia 'pembuatan akta
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Alasan mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia
menefapkan bentuk khusus (akia: ﬁotaris) bagt perjanjian jaminan
fidusia adaizsh bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris
merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempumna
tentang apa yang dimuat di dalammya di antara para pihak beserta para
ahli warisnya atau para pengganti haknya Mengingat bahwa objek
jaminan fidusia pada unmimnya adalah b’arang bergerak yang tidak
terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa benfuk akta otentiklah yang
dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan

objek jaminan fidusia.*

4 Wawancara pribadi dengan Liliana Tedjosaputo, Netaris di Semarang, Tanggal
22 Agustus 2002,
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Senada dengan hal di atas, Purwshid Patrik berpendapat
bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan dengan akta
notaris adalah :

a. Akta notaris adalah akta otentik sehinges rﬁemiliki kekuatan
pembuktian sempurna;

b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;

¢. Undang-undang yang melarang adanya fidusia ulang ’

Dari hal di atas diketahui bahwa Undang-Undang Jaminan
Fidusia tidak berlaku untuk perjanjian yang dibuat tidak‘ dengan akta
notaris sekalipun bertujuan untuk membebani benda Jaminan'Fidusia_
Tetapi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak jelas apa
alasannmya bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia harus
dibuat dengan akta notaris.

Untuk memenuht asas spesialitas, Pasal 6 Undang-Undang
Jaminan Fidusia berikut penjelasannya mewajibkan dalam akta
jaminan ﬁdﬁsia memuat beberapa hal sebagai berikut :

a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. Uﬁim mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

d. Nilai penjaminan; dan

3 Purwashid Patrik, Hufuwm , Jominan, .D:‘ktar, (Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, 2000}, halaman 163.
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e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,

Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia,
meliputi  nama lengkap, égama, tempat tinggal atau tempat
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, .status perkawinan
dan pekerjaar. Menurut pendapat notaris %, pencantuman agama
yang dianut oleh pemberi fidusia dan peneritna fidusia dalam akta
jaminan ﬁdusia adalah berketebihan dan qenderung untuk diabaikan,
karena masalah agama ini sangat sensitif dan dapat menimbulkan
salah faharm. |

Mengenai data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu
niengenai macam perjanjian den utang yang dijamin fidusia. sesuai
dengan karakteristiknya jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan
dari suatu perjanjian pokok perutangan, yang sifatnya sebagai agunan
bagi pelupasan utang tertentu. Berarti tiada fidusia tappa utang,
sehingga tidak tepat jika dikatakan penyerahan jaminan fidusia adalah
perjanjian yang berdiri sendiri. Dalam perjanjian pokok selelu
ditunjuk adanya jaminan utang dalam bentuk {diantaranya) fidusia
oleh akta penyerahan secara Fiduciaire Higendoms Overdracht (FEQ)
selarﬁa ini, sebaliknya akta penyerahan secara Fiduclaire Eigendonms

Overdracht (FEQ) dapat menundukkan diri terhadap perjanjian pokok

 Wawancara pribadi dengan Liliana Tedjosaputo, Notaris di Semarang, Tanggal
22 Agustus 2002 dan R AB.G Sri Wihardjani Kartikodewi Prastowe, Notairs di
Sernarang, Tangeal 23 Agustus 2002, ‘
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sepanjang berguna bagi pelunasan nténg debitor, Dalam Undang-

Undang Jaminan Fidusia yang dimaksud utang adalah ; “Kewajiban

membayar yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

baik dalam mata vang Indonesia atau mata vang lainﬁya, ﬁaik secara

langsung maupun “kontijer?” (Pasal 1 butir 7).

Selanjutitya utang yang pelunasaannya dijamin dengan fidusia dapat

berupa :

a. Utang yang telah ada;

b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan
datam jumlah tertentu; atau

¢. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya
bm\‘dasarkan perjanjian pokok yang mcnimb_ulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi (Pasal 7).

Yang dimaksud dengan vtang yang timbul di kemudian hari yang

dikenal dengan istilah Aortijen misaluya utang yang timbul dari

pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor

dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Utang yang dimaksud dalam

perjanjian pokok tersebut termasuk bunga atas pinjaman pokok, serta

biaya;biaya‘ lainnya juga denda vang akan diperhitungkan sesuat

dengan kesep.akatan dalam perjanjian pokok yang dijamin oleh

fidusia.
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Perjanjian pokok‘ di samping berbentuk perjanjian kredit atau
berbentuk uang dapat pula berbentuk bai‘ar_lg, contohnya perjanjian
keagenan antara prinsipal dengan agen (distributor atan penyalur) baik
barang-barang konsumtif maupun barang'-barmg produktjf, misalnya
obat anti nyamuk, minuman, sabun, semen, besi baja, sepeda motor
dan sebagainya. Dalam perjanjian pokok umtuk jaminan kredit
sindikasi pemberian jaminan fidusia dapatjuga diberi-kan kepada lebih
dari satu kreditor/Penerima fidusia.

Sedangkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas objek
berupa benda persediaan atau portofolio perusahaan efek, yang wajib

diuratkan dalam akta jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyulitkan

pemberi fidusia, karena tidak mudah bagi pemberi fidusia termasuk
para notaris untuk menguraikan mengenai ienis, merek .dan kualitas
objek tersecbut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Contoh, benda persediaan yang berupa susu, ada susu bayi dengan
berat 100 (seratus) gram, 500 (limaratus) gram dan seterusnya, ada
lagi susu untuk orang dewasa dengan jenis klasifikasi berat fmaupun
merknya masing-masing. Sehingga apabila semua harus diuraikan
sesuai dengan ketentuan undang-undang, disamping tidak efisien dan
tidak efektif, biaya pendaftaran menjadi membengkak, karena untuk

persyaratan pendaftaran dari Kantor Pendaftaran Fidusia serma bukti
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kepemilikan barang harus difotocopt sebanyak 3 (tiga) fangkap,
apalagi kalau harus diuraikan di dalam akta jaminan ﬂdusia itu sendiri
yang harus memenuhi ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, tidsk
diperbolehkan adanya singkatan dan tiap angka harus diuraikan
dengan huruf, bisa-bisa untuk pembuataﬁ satu Akta Jaminan Fidusia
menghabiskan % (satu perempat) rim; kertas HVS uvkuran A4,
sehingga para responden baik selaku pengusaha dala@ hal ini debitor

atau pemberi fidusia maupun bank ataupun notaris sepakat, bahwa

penguraian jemis, merek dan kualitas dari objek berupa benda

persediaan lebih disederhanakan, tanpa diperinci dari objek berupa
benda persediaan lebih disederhanukan, tanpa diperinci sampai
mendetail, apalagi benda persediaan tersebut, menurut k&sep;akatan
para pihak dapat dialihkan (dijual) oleh pemberi fidusia, akan tetapi
yang setiap kali harus diganti dengan objek yang setara oleh pemberi
fidusia dalam kedudukannya selaku peminjam pengganti.

Pada umummya debitor diminta untuk membuat daftar atas objek

tersebut dan daftar itu (dalam bentuk yang sudah disederhanakan)

setelah dibubuhi meterai secukupnya serta ditandatangani oleh para
pihak, para saksi dan notaris yang memBuat akta jaminan fidusia,
kemudian daftar tersebut dijahitkan pada minuta akta yang dimaksud.
Sedang daftar atas objek pengganti merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisah dengan akta tersebut.




162

Daftar objek pengganti ini yang sctiap kali dipergunékan untuk
keperluan pendaftaran perubahan  Sertifikat Jaminan Fidusia
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, oleh sebab itu
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) untuk pembebanan jaminan
fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu
dilakuken dengan pegjanjian jaminan tersendiri, agar beban biaya
debitor/pemberi fidusia tidak semakin bertambah. - Sedangkan
mengenai penggantian objek dengan objek lainya yang setara, apabila
yang dimaksud adalah dalam jenis; merek dan kualitas dalam arti
yang sebenarnya (Jezerlif%) tentu sangat menyulitkan pemberi fidusia
karena sebagai konsekuensi dari éerkembangan teknologi (misalnya .
seperti barang-barang elektronik), mengenai jenis, merek dan kualitas
suatu barang modal cepat sekali berubab dan sangat kompleks, belum
lagi untuk benda persediaan pada set.ia§ periode laporan sudah dapat |
dipastikan jenis, merek maupun kualitas suatu objek tidak dapat
dijamin sefara dalam wujudnya dengen jenis, merek maupun kualitas
obiek yang digantikannya.

Dalam praktik, kreditor akan menerima objek pengganti sekurang-
kurangnya apabila nilainya setara yang objek yang digantikannya dan
sudah menjadi suatu kesepakatan tidak tertulis antara kreditor dan
debitor dan/atauy pemberi fidusia, bahwa benda persediaan tersebut

adalah benda persediaan yang tersimpah dalam gudang atau dalam
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toko atar dalam werk shop (bengkel kt_:rja) pemberi ﬁdusié dengan
hanya disebutkan alarmmatnya saja, tanpa memerinci dengan‘_mendetail
objek tersebut sesmai dengan ketentusn undsng-undang, yang
terpenting ‘dise_butkan adalah nilai objek tersebut dan mnilai
penjaminannya. -‘
Dalam praktik, sebagian responden,’ tidak meminta daftar pengganti
tersebut pada setiap periode laporan, sehingga yang berlaku :sebagai
daftar objek adalah dafbar objek yang pertama kali disershkan oleh
~ pemberi fidusia kepada kreditor atau penerima fidusia, Kalaupun ada
daftar pengganti, pendaftaran perubahaﬁ ke Kantor Pendaftaran
Fidusia sesuat dengan ketentuan Pasél .16 Ayat (1) Undang - Undang
Jaminan Fidusia tidak dilakukan, dengan alasan mengurangi beban
biaya bagi debitor dan/atau pemberi fidusia, kecuali setelah adanya'

indikasi kredit macet daftar tersebut baru diminta oleh kreditor, tetapi

dalam keadaan seperti ini tentunya bantuan pemberi fidusia untuk

memenuhi permintasn kreditor untuk niémbuat dan menandatangani
daftar pengganti tersebut kadang-kadang mengalami kesulitan,
apalagi kalau debitor dan/atau pemberi fidusia dibébani dengan biaya

tambahan.

? \Wawancara pribadi dengan : R. Santoso Pejsbat PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang
Utama Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2002; Suprihandoyo, Pejabat PT. Bank Mendiri Cabang
Semnarang Tanggal 12 Agustus 2002; Wiyono, Pejsbat PT. BPR Trihasts Prasodjo Karanganiyar,
Tanggal 16 Agustus 2002, Sudaryone, Manager pada Lembags Pe&‘nbmvaan PT. Multindo Auto
Finance Semarang Tanggal 14 Aguatug 2002, ‘
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Dalam akta jaminan fidusia selain dicanfumkan ﬁari dan
tanggql, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta,
yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang atan fidusia
paralel. Walaupun sebenarnya dilarang melakukan pembuatan ﬁdusia.
ulang atau fidusia paralel. Dimaksudkan dengan pencanfuman jam
tersebut jika--terdapat dan ternyata Penerima Fidusia lebih dari pada
satu maka dalam hal pendaftaran d'ilakz_lkan bersamaan jammnya maka
akta yang lebih dahulu mendapat prioritas terlebih dahuiu. Ketentuan
ini mengindikasikan bersifat “mendua” seolah-olah memberikan

kemungkinan atas sesuatu yang sebenamya dilarang.
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Melalui keharusan mendaflarkan jaminan ﬁdusia, Undang-
Undang Jaminan Fidusia memenuhi a5a$ publisiﬁaﬁ yang merupakan
salah satu asas utama hukum jaminan kebendﬁan, artinya bahwa -
benlda yang dijadikan objek jaminan benar-benar merupakan barang
kepunyaan debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak
mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui
pengumuman tersebut.

Pendaftaran bagi Undang-Undang Jaminan Fidusia adalsh
momentum yang séngat tinggi nilainya dari {embaga jaminan fidusia,
karena lahimya Hak Agunan sepeﬁi vang disebutkan di atas adalah

pada saat pendaftaran diterima di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).
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Dengan berlakunya Undang-Undang Jamninan Fiduéia, para
pelaku usaha bank dan lembaga pembiayaan yang telah diteliti®,
mereka yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Jaminan
Fidusia dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

Pertama adalah kelompok yang secara normatif dan
dogmatis melaksanakan kefentuan Undang-Undang Jamiﬁan Fidusia,
dalam arti, akta jaminan fidusia dibuat sécara notarie! dan selanjutnya
akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

'~ Fidusia, ‘
Pelaksanaan secara normatif dan dogmatis itu dilaksanakan karena
mereka memang merasa ‘yakin atas kepastian hukum dan
perlindungan hukum yvang diberikan oleh undang-undang tersebut,
tetapi ada sementara bank yang melaksanakannya, karena ketentuan
tersebut merupakan saiah satu persyaratan untuk pemberian fasilitas
kredit yang ditetapkan oleh kantor pusat.
Dalam hal yang pertama, kebett;lan para nasabah bank tidak ada yang
merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya vyang harus
ditanggung oleh mereka, sedang dalam hal -ya'ng kedua, kadang-

kadang dalam praktik, debitor dan/atau pemberi ficusia enggan untuk

® Wawancara pribadi dengan : R. Santoso Pejabat PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang
Utarna Sernarang Pada Tanggal 8 Agustus 2002; Suprihandoyo, Pejabat PT. Bank Mandiri Cabang
Semarang Tanggal 12 Agustus 2002; Wiyoro, Pejabat FT. BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar,
Tanggal 16 Agustus 2002; Sudaryono, Manager pada Lembaga Pembiaysan PT, Multindo Auto
Finance Semarang Tanggal 14 Agustus 2002,
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menandatangani lagi akta jaminan fidusia, sepanjang akta rtersebut
ditandatangani dalam rangka perpanjangan jangka wﬁkﬁu fasilitas
kredit, apalagi kalan untuk menjamin peiﬁnasaﬁ utang debli.tor, selain
jaminan dalam bentuk jaminan fidusia, debitor telah memberikan
jaminan leinnya untuk menjamin pelunasan utang debitor, yang
nilainya sudah dianggap Iebih dari cukup dibandingkan dengan
jumlah fasilitas kredit (utang) yang diterima debitor termasuk untuk
memenuhi semua kewajiban debitor ferhadap kreditor berdasarkan
perjanjian kredit tersebuf. Kadang-kadang hanya untuk memenﬁhi
persyaratan dari kantor pusat demi ferpenuhinya status jaminan
sebagai hak agunan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Ketentuan
Peralihan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang

menetapkan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang tidak memenuhi

ketentuan dalam Undang-Undang Janinan Fidusia dianggap bukan

merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud ﬂa]am
undang-undang tersebut, dalam ha! demikian pengikatan akta jaminan
fidusia yang dipersyaratkan oleh kreditor menjadi tidak logis, karena
dalam kenyataannya objek terscbut sudah tidak ada nilainya lagi
karena penyusutan.

Peristiwa ini dapat terjadi pada fasilitas kredit yang sebelumnya telah
diikat dengan jaminan fidusia menurut kefentuan yang. lama, karena

adanya perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, maka objek
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tersebut wajib difkat dengan shia jaminan fidusia berdasarkan
Undang-Undang Jaminan Fidusia, walaupun niiai buku pada bank
atas objek tersebut sudah tidsk memadai, bahkan sudah tidak ada
nilainya lagi (dalam istilah perbankan jdisebut PM atau P}e Memory
atau nilai bukunya sama dengan nol), sehiﬁga hanya untuk
memenuhi prosedur yang berlaku, rznaka pemberi fidusia tetap
diwajibkan untuk menandatangani zkta jaminan fidusia, walaupun
atas objek ini tidak dilaksanakan pendaftaran, sehingga Akta Jaminan
Fidusia tersebut hanya bersifat ikatan moral obligation saja. |
Kedua adalah kelompok yang dengan mempertimbangkan
Jenis dan jumlah fasilitas kredit, jenis objek yang dijaminkan dan
Character dari Calon Debitor dan/atau pm‘ibﬂ‘i fidusia, maka dalam
melasanakan ketentuan Undang - Undsng Jaminan Fidusia dapat
dilakukan 3 (tiga) pilihan : |
(1) Pada umumnya untuk kredit yang dijamin dengan kendaraan niaga
seperti bus dan truck yang berumur tidak lebih dari 5 (lima) tahun,
mereka melaksanakan ketentuan Undang - Undang Jaminan
Fidusia sebagaimana dilaksanakan oleh kelompok yang pertama.
(2) Untuk kredit dalam juralah di atas Rp 50.000.000,00 (limapufub
Jjuta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,0{) {duaratus juta’
rupizh) vang idijamin dengan kendaraan pribadi, mereka

melaksanakan sebahagian ketentusn Undang - Undang Jaminan
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Fidusia, dalam arti akia jmnimmfi_(hxsiadibuat secara notariel
tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran akta jaminan
fidusia ke kantor pendaftaran ﬁdusija.

Tanpa dilakukannya pendaﬂarzm,§ menurut | hukumnya (secara
yuridis), dengan penandatanganﬂjn di hadapan notaris, akta
Jaminan fidusia tersebut Lelah merupakan hak Pag,unaﬁ berdasarkan
ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Undm\lg - Undaﬁg Jaminan Fidusia,
hanya kreditor belum memiliki lxz{k yang didshulukan atau hak
yang diutamakan atau hak preference terhadap kreditor lainnya
dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi
benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 27).
Sekalipun Pasal 11 Undang - Undang Jaminan Fidusia untuk
memenuhi asas  publisitas  mewajibkan dilaksanakannya
pendaftaran untuk menjamin kepastian hukum bukan saja hanya
untuk kreditor dan pemberi fidusia tetapi juga bagi pihak ketiga
lainnya yang berkepentingan dengan pendaftaran objek tersebut,
namun karena kewajiban tersebut tidak diikllti dengan batas waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 %yét (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan, yaﬁg-mewajibkzm pendaftaran I;;iii tanggungan ke
Kantor Pertanahan setempat dilaksanakan dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 7 (tujub) hari lgelja setelah penandatanganan

P

akta pemberian hak tanggungan, schingga sepanjang penerima
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fidusia belum :memerlukmmy:a, kewajiban  tersebut ‘terk&san
diabaikan, sekalipun dalam Pasal 28 Undang - Undang Jaminan
Fidusia ditegaskan bahwa pendéﬂ,m yang pertama meﬁdapat hak
yang didahulukan sebagaimana (Iiat.ulr dalam Pasal 27 ayat (1)
undang-undang tersebut. |

(3) Untuk kredit di bawah Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah),
sama sekali tidak melaksanakan ketentuan Undang - Undang
Jaminan Fidusia.
Namun demikian sebagai ikatan moral, diantarz pembm fidusia
(termasuk debitor, apa‘mla pemberi fidusia dan debitor bukan satu
orang yang sama) dengan kreditor selaku penerima fidusia tetap
dibuat dan ditandatangani akta di bawah tangan, yang pada
umumnya betjudul Perjanjian Kredit dengan fidusia sebagai
jaminan, yaitn bentuk akta yang digumakan sesuai dengan
ketentuan ﬁdusia.sebelum berlakunya Undang - Undang Jaminan
Fidusia.

Ketiga, adalah kelompok yang merasa belum perlu mengikat
objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang - Uhdang
Jaminan Fidusia, karena dengan melaksanakan pengikatan kredit
dengan jaminan fidusia di bawah tangan, sebagaimana yang selama

ini dipraktikkan masih dapat berjalan seperti yang sudah-sudah.
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Tidak dilaksanakannya ketentuan Undang - Undang _Jaﬁlinan
Fidusia oleh para pelaku usaha bank dan lembaga pembiaysan
alasarmya adalah : |
1) Adanya tambahan beban biaya yang hax'l_}s_ ditanggung oleh
debitor, sedangken kemungkinan debitor untuk cidera janji
diprediksi sangat kecil. Kalaupun tmjadi‘ k.redit bermasalzh, bank
atan lembaga pembiayaan sebelum menyelesaikan kredit
bermasalah dengan jalan  litigasi  dapat meﬁgupayakan
penyelamatan kredit bersifat persuasif, yaitu -dengan pendekatan
secara l;ekeluargaan dan menurut keterangan mereka umumnya
masalah kredit tersebut dapat diselesaikan de:ng_an baik atau
bilamana secara kekeluargaan belum membuahkan hasil yang
dapat ditempuh jalan negosiasi, sesuai dengan Surat Edaran Bank

Indonesia (SEBI) tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 23/2/BPPP,

Menurut Surat Edaran tersebut up‘aya penyelamatan kredit

bermasalah dapat ditempuh dengan jaiaﬁ :

(@) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu upaya berupa
melalukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan
jadual pembayaran kembali kredit atan jangka waktu kredit,
termasuk grace period alas masa tenggarig, baik termasuk

perubahan besamya jumlah angsix ran maupﬁn tidak;
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(b) Persyaratan kembali r(}‘econdilz)oning), yaitu upaya berupa
melakukan perubahan afas sebagian atau seluruh syarat-syarat
perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubshan
jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja, namun
perubshan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau
tanpa melakukan konversi: |

{c) Penataan kembali (restmcmri}zg); yaitu upﬁya- berupa
melakukan perubahan-perubalian  syarat-syarat perjanjian
kredit berupa pemberian tambahan kredit equity perusahaan
yang dilakukan dengan atau taﬁpa réscheduling dan/atan
reconditioning.

2) Dengan alasan persaingan usaha, bila kreditor mméygratkan
diberlakukannya Undang - Undang Jaminan I:‘idusia, maka calon
debitor akan lari mencari kreditor yang memberikan tawaran atau
persyaratan yang lebih menarik atau ﬁrosedtsr_'peﬁgambilan kredit |
yang lebih mudah dan tidak rhemberatkan calon debitor,

Pada umumnya para calon debitor da_lam rangka mengembangkan

usaha mereka atau untuk menambah kesejahteraan bagi kehidupan

mereka berkeinginan untuk mendapatikan fasilitas kredit dilandasi
ittkad yang baik bukan untuk mencari masalah yang dapat
mengurangi kredibilitas mereka atau mengancam kelancaran

usaha bahkan mengusik ketentraman hidup mereka.
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Keengganan para pelaku usah;a, untuk  melaksanakan
ketentuan Undang - Undang Janunan Fidusia adalah adanya tambahan
beban biaya yang harus ditanggung c:leﬁ debitor. Beban biaya itu
berupa : ;

(1) Jasa Notaris untuk pembuatan akta juninan fidusia
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oi&_Notaris dikenakan biaya.
Namun agar tidak menimbulkar -biaya yang tinggi, biaya
pembuatan akta berdasarkan ka[ego;‘i.%berjenjmlg‘yang ditentukan
dalarn Lampiran Peraturan Pemeriniah No. 86 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia, adalah :

BIAYA PEMBU &TAN AKTA

NILAIJAMINAR BESARBIAYA
<Rp.  50.000.00000 Paling Banyak
Rp. . 50.000,00

> Rp. 50.000.000,00s/d  100.000.000,00 | Rp. 100.000,00

>Rp.  100.000.000,00s/d  250.000.000,00 [ Rp. 200.000,00

>Rp.  250.000.000,00s/d  500.000.000,00 | Rp. 500.000,00

>Rp.  500.000.000,00 s/d 1.000.000.000, 00 | Rp. 1.000.000,00

>Rp. 1.000.000.000, 00 s/ 2.500.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00

>Rp. 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00

>Rp. 5.000.000.000,00 &/ 10.000. 000 000,00 | Rp. 5.000.000,00

> Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 7.500.000,00

Sekalipun oleh pemerintah aturan mengenai biaya ini
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, namun
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dalam praktik belum dapat sepcxlu:hnya diterapkaﬁ ol¢h para
notaris denmgan alasan untuk biajya ‘yang terendah, tidak
seimbang dengan biaya yang hams; dii;eluarkan olethotaris
untuk menyiapkan akta jaminan fi (h;sia sebagaimana dimaksud
oleh undang-undang tersebut, sedmig biaya-biaya selanjutnya,
ada yang sangat memberatkan de;bitor, sehingga mengenai
masalah biaya ini dalam px‘al-:tikhya ‘terg'antung negosiasi
antara bank/lembaga pembiayaan dﬁ:x debitor/pemberi ﬁdusia
di satus pihak dengan notaris yang befsangkutan ¢i lain pihak.
(2) Besarnya biaya pendaftaran aktaE janiinan fidusia sudah
ditetapkan dalam Peraturan Pemer;intah Republik - Indonesia
Nomor 87 Tahun 2000 tentangl%mlbahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif ata# Jenis
Penerimaan Negara DBukan Pa'jék yang Berlaku pada
Departemnen Kehakiman, nammn dalz:un praktik pelaksanaannya
di luar biaya-biaya yang telah diteiapkan tersebut ada biaya
tambahan lainnya yang dipungut;oleh kantor pendaftaran
fidusia yang menj‘adi beban pemohoré].
Tambahan biaya dimaksud tadak dapat  sepenuhnya
dipersalahkan kepada Kantor Pendéﬁaran Fidusia pada Kantor
Wilayah Departemen Kehakimandéan Hak Asasi Manusia di

semua ibukota propinsi di seluruh Indonesia, mengingat
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instansi tersebut tidak dapat dmpping anggaran dari pusat,
harus membiayai smﬂiri serrua sar‘éna agar ketentuan Undang
- Undang Jaminan Fidusia tersebut ‘dapat dijalankan,

Masaleh ini pula yang menyebabkan mundumyé waktu
pelaksanaan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia pada
instansi tersebut yang seharusnya berdasarkan Pasal 5
Keputusan Presiden Republik Indonesiac_Nomor 139 Tahun
2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di
Setigp ITbukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik
Indonesia, wajib menerima permohonan pendaftaran jaminan
fidusia terhitung sejak tanggal‘ i Apﬁl 2001.

Di Semarang, Kéntor Pendaltaran Fidusia baru aktif melayani
pendaftaran dimaksud pada tanggal 24 Juli 2001, séhingga
déngan penundaan tersebut bebefapzi kreditor terpaksa tertunda
mendapatkan hak yang didahulukan berdasarkan undang-
undang tersebut, namun demikian dari hasil- wawancara
dengan para responden dalam bulan Agustus 2002 tersebut,
pemundaan itu tidak berdampak rleéatif terhadap hak 'méreka,
sebab sampai dengan wawancara terakhir yang dilakukan oleh

penulis kepada pejabat yang ditunjuk di Pengadilan Negeri
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Semarang °, berkaitan deng'mzfmas;alah jaminan fidusia untuk
didaftarkan di pengadilan, derﬁiician pula responden yang
terdiri dari Bank atau. Lembaga ‘Pembiayaan ¥, belum
menemui masalah berkaitan dengan jaminan fidusia yang
diterimanya. |

 Selain biaya dimaksud di atas, masih ada beberapa biaya_-ymg

wajib ditanggung oleh debitor, yaitu bilamana terjadi

perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat

Jaminan Fidusia dan juga epabila fasilitas kredit telah dilunasi
harus dilaksanakan pencoretan pencatatan jaminan fidusia
pada Buku Daftar Fidusia (Roya).

Sedangkan bilamana debitor tidak dapat melunasi utangnya
dan debitor dengan sukarela menyerahkan objek untuk dijual
(dicksekusi), maka ketentuan Pasal 29 ayat (2) harus dipenuhi
yaitu menanggung biaya pengufﬁuman sedikitnmya dalam 2
(dua) surat kabar satas rencaxm: | penjualan objek tersebut,
apalagi bilamana debitor tidak dengan sukarela menyerahkan
objek untuk diekseskusi, sehinggé ketentuan Pasal 29 ayat (1)

. ° 'Wawancara pribadi dengen Ny. Suparti Hadhyono, Hekim Pengadilan Negeri
Scmamng, Tanggal 22 Agustus 2002. '
¥ ‘Wawancara pribadi dengan : R. Santoso Pejabat PT. Bank BPD Jawa Tengah Cebang
Utarna Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2002; Suprihandoyo, Pejabat PT. Bank Mandiri Cabang
Semnarang Tenggal 12 Agustus 2002; Wiyono, Pejrbat FT. BFR Trihasta Prasodio Karangenyer,
Tanggal 16 Agustue 2002, Sudaryono, Manager pada Lembaga Pembiaysen PT, Multindo Auto
Finance Semarang Tanggal 14 Agustus 2002,
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a dan b terpaksa harus dijétanka;rjx, maka sudah pasti akan
. I :

menambah beban biaya yang harus|ditanggung oleh debitor.

Berdasarkan hasil wawancara ", penulis mendapat data

dari Kantor Pendaflaran Fidusia, bahwa tehitung sejak tanggal 24

Juli 2001 sampai dengan tanggal 5 Juli 2002 ( + satu tahun),

instansi tersebut melayani :

a. 1.965 (seribu sembilan ratus enainpuluh lima) permohonan

pendaftaran jaminan fidusia;
b. 1 (satu) penmohonan pencoretéu-;

dari Buku Daftar Fidusia (roya);

pencatatan jaminan fidusia

.

¢. 1 (satu) permohonan pembatalan pendaftaran jaminan fidusia;

d. sedang permohonan pendaftaran atas perubahan mengenai hal-
ks

hal yang tercantum dalam Seﬁliﬁlﬁ:at Jaminan Fidusia belum

pernah ada.

Bila dihitung. sebanyak 52 :(l

fnapﬂluh dua) kantor bank,

baik swasta maupun pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dan

lembaga pembiayaan yarig beradﬁ di| kota Semarang dan setiap

bulan dihitung hanya 2 (dva) hari kerja saja, para pelaku usaha

tersebut metakukan pengikatan jaminan fidusia, sehingga menjadi

1.248 (seribu dua ratus empat puleh

1! Wawancara Dengan Bambang Sulistyo' Budi,
Tidusia di Semarang, Tanggal 5 Juli 2002.

delapan) pengikatan jaminan
i

5

SH, Pejabat Kantor Pendaftaran
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! .
fidusia dilaksanakan dalam jangka wakin satu tahun di kota
y .

Semarang, terhitung sejak Kantor I’éhdaﬂa{m Fidusia tersebut
mulai aktif melayani pendaftaran unLuIi{ selﬁmh wilayah Propinsi
Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesijnpulan balwa para pelaku
usaha di Propinsi Jawa Tengah belum xﬁemanfaatkm secara

maksimal Kantor Pendaftaran Fid11sigi sesuai ‘dengan ketentuan
Ji

Undang-Undang Jaminan Fidusia. |

‘ |
|

Ekselkus{ Benda ObJekk Jamdnan Fiduda

Dari urut-urutan proses pembérian kredit sampai dengan

pelunasan utang debitor kepada kreditbr, yang terpenting adalah

bilamana debitor cidera janji, krcdi‘jtor dapat dengan mudah

melakukan eksekusi atas objek tersebut sebab eksekusi merupakan

faktor kunci dalam perbuatan hukum sq%tu penjaminan.
Pembicaraan mengenai eksékusi -tidak lain daripada
pembicaraan tentang upaya kreditor mé:e:ali_saSi hak secara paksa,
karena debitor tidsk mau secara sukarela memenuhi
kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari
proses penyelesaian sengketa hukum. |

Eksekusi jaminan fidusia distir dalam Undang-Undang

Jaminan Fidusia Pasal 29 yvang m

I |
debitor/pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang

entukan bahwa apabila

menjadi objek jaminan fidusia dilakukép dengan cara:




|
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1) Pelaksanaan tite! eksekutorial ebagaimana ?dimaksud :da!am

Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima F fdusra, |

2) Pergualan benda yang menjadi objek gamman fidusia atas
kekuasaan Penerima F1dusxa sendxr; melalui pele!angan umum
serta mengambﬂ pelunasan pmtangglya dari has:l penjualan,

3) Penjualan di bawah tangan yang dllahukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penmma fidusia _]lka dengan cara
demikian dapat diperoleh harga teﬂmggl yng menguntungkan
para pihak.

Dari ketentuan di atas, maka tardapat cara ekselmsn benda

J

jaminan fidusia dilakukan dengan tiga.cara yaitu txtel eksekutorial,

\\
parate eksekusi dan penjualan di b*awah tangan. Dar: ketxga cara
H

eksekusi ini termasuk eksekusi berdasarkan prosedumya.

Sedangkan apabila di pandang dan eksekum berdasarkan objeknya

maka eksekusi tersebut berupa eksekus‘l benda | Jﬂl‘ﬂlﬂﬂ.ﬂ.
Dalam bab terdahulu disebutkan bahwa. eksekusi
berdasarkan objeknya (apa yang dapat diekselimsi), dibedakan

menjadi :

1) Eksekusi putusan hakim;

2) Eksekust grosse surat utang notariil;

2 1bid halamaa 10,
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3) Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak {a11gg11ngan, fidusia,
cessie, sewa beli, leasing); |

4) Esekusi piutang negara baik yang timibul dari kewsiiban
(utang pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian (kredit
bank pemerintah yang macet, piutang BUMN mauptn

BUMD;

5) Eksekusi putusan lembaga vang ';ba'we_:'nang menyelesaikan
5 .
sengketa (putusan P4D/P4P, Mubkamah Pelayaran, lembaga

|

arbitrase, alternative dispute res:olution (ADR), lembaga-
‘ .

lembaga international, pengadilan aéing);
| .

6) Eksekusi terhadap sesualu yang mengangga  hak atau

|
kepentingar; : ‘

7) Eksekusi terhadap bangunan yang n}elaﬁggar IMB.
Selain berdasarkan objeknya, eksekusi juga dapat

dikelompokkan berdasar prosedurnya, }jfang terdiri atas :

- |
1) Eksekusi tidak langsung, terdiri dari :
|

(a) sanksi/hukuman membayar uangJ; paksa, berdasar perjanjian

atau putusan hakim; |

‘ N
(b) sandera (gijzeling), Pasal 209-223 HIR,

{(¢) penghentian/pencabutan Ianggainan, _irﬁ didasarkan pada

perjanjian  yang dapat <iite1‘nukan' dalam perjanjian
|
langganan listrik, telepon, air mirum dan sebagainya.

|
i
|
|
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il ’
(a) eksekusi biasa (membayvar sejunﬂah uang);

(b) eksekusi riil terhadap putus an pehigadilan, dan objek

lelang; ?11

y
{¢) eksekusi melakukan perbuatan;,

(d) eksekusi dengan pertolongan ha}dm,
{e) eksekusi parat; |

(f) eksekusi penjualan di bawah tmiéan atas benda;

{g) eksekusi piutang sebagai jamimn? (berdasar perjanjian);

(h) eksekusi dengan izin hakim;
(i) eksekusi oleh diri sendiri;
¢. 1 Prosedur Ekselaisi Berd Jtmmm Fidusia 'dmgrm
. I

Pelaksanaan  Titel Eiseiuiorial (Bselusi dengan
i _

Pertolong an Hakirns) |

Eksekusi dengan titel eksq%kutorial dapat  dilakukan

karena berdasarkan Pasal 15 Undmo-Undang Jaminan Fidusia :

(1) Dalam Sertifikat Jaminan F:dusm sebag'umana dimaksud
dalam Pasal 14 Ayal (1) dmntuml\.an kata-kata “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN, KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. !

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia scbagalmana dimaksud dalam
Ayat (1) mempunyai kekuatan' eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan y mg telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Eksekusi  dengan menggunakan titel  eksekutorial

termasuk eksekusi dengan peﬂolongajﬁ hakim yang diatur dalam
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Pasal 224 HIR. Hal ini mmu;n;xiq@ kelebihan dari sertifikat
Jaminan fidusia yang diberikan oleh undéng—undang kepada
pemegang fidusia berupa hak eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah maniliki kekuatan hukum pasti.
Dengan demikiari jika debitor wahprestas.i maka pemegang
fidusia dapat menjual objek jaminLn ﬁduéia dengan mohon
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Négert.

Sebelum sampai pada pelelangan umum maka
sebelumnya terdapat beberapa talap yang ditempuh dalam

pelaksanaan titel eksekutorial ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap pertama, peringatan

Tahap pertama eksekusi jamin;z'm fidusia adalah berupa
peringatan dari ketua pengadiimj negeri kepada termohon
eksekusi, setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak
pemegang fidusia atau kreditor. Ivienurut ketentuan Pasal 196
HIR, jika pihak termohon eksekusi tidak dengan sukarela
memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam
perjanjian, maka pihak pemohon eksekusi (kreditor) dapat
memohon kepada ketua pengadilén nege':"i supaya dilakukan
eksekusi terhadap sertifikat jaminlm fidusia.

Peringatan dilakukan deﬁgzm cara:

- memanggil debitor; |
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- memperingatkan supay%t debitor  memenuhi

kewajibannya

Jika debitor tidak datang mememiti panggilan, maka ada dua

altematif, yaitu :

1) Ketidakhadiran berdasar alasan: yang patut

2

Ketidakhadiran memenuhi

disebabkan alasan yang patut,

panggiian peringatan

misalnya karena sakit yang

dikuatkan dengan surat keteraﬁgan dokter atau pada saat

panggilan itu disampaikan, débitor sedang berada di luar

kota, sehingga pangilan itu t

dak dapat dipenuhi sesuai

jadwal waktu yang ditenf.u-kah dalam surat panggilan.

Apabila benar-benar ketidakh

adiran memenui panggilan

peringatan didasarkan atas lialangan yang patut dan

beralasan, maka :

- panggilan dianggap belumi sah dan mesti ditolerir;

dan
- harus dilakukan panggitan
Ketidakhadiran tanpa alasan y

Ketidakhadiran tanpa alasan

ylang.
={ng patut

ini oleh hukum dianggap

merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan.

Memurut Pasal 197 HIR terhacj!_lap mereka yang tidak mau

memenuhi panggilan peringat

an tanpa alasan jrang patut,
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terthadap mereka tidak dih-"_erikan‘ tengpang ‘masa

peringatan; dan ketua pengadilan negeri dapat langsung

mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Jika debitor datang mementhi

p‘:anggilem tersebut, maka

ketua pengadilan negeri dapat menyuruh (voorschrijven))

debitor dalam waktn yang ditentukan, paling lama 8

(delapan) han (Pasal 196 HIR jo.

Pasal 33 Undang-Undang

Pokok Kekuasaan Kehakiman/UPKK) -untuk melakukan

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam  sertifikat

jaminan fidusia, Tindakan ketua pengadilan negeri ini

disebut melakukan perinéatan (aan;nming).

Tahap kedua, penyitaan

Apabila debifor yang dipangpil

u:ntuk diperingatkan tetap

tidak mau memenuhi isi peringdtan, atau debitor setelah

dipanggil dengan patut untuk dib

éri peringatan tidak hadir,

maka ketua pengadilan negeri meﬁ*neriﬁtahkmx penitera atau

petugas vang ditunjuk (pelaksana
jaminan fidusia. Perintah sita
pengadilan negeri secara “ex gffic

sita ini ditbangkan dalam berituk

disertai dengan 2 (dua) orang

tinggal si tersita dan memberit:

éita) untuk menyita benda
ini dilakukan oleh ketua
io” (atas jabatan). Perintah
"p:enetapan. Pelaksana sita

.%saksi mendatangi tempat

,hukan kepadanya barang
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yang disita itu supaya dijnga baik-baik, tidak boleh

dipindahtangankan, dibebani, atay disewakan sesuai dengan
Pasal 197 jo. 199 HIR. Orung yang barangnya disita menjadi
pemilik lugu (blote eigenaar). Ta hanya boleh menikmati,
tetapi tidak boleh memindahtmigankan, membebani atau
menyewakan barangnya. Tersita vang mfanjual barang sitaan
diancam melakukan tindak pidana melarikan sita berdasar

Pasal 231 KUHP.

Petugas yang menjalankan penyi.‘taan harus membuat berita
| -

acara penyitaan memuat pelaksan:;an sita ditandatangani oleh
‘ |

petugas yang bersangkutan bers:ama 2 (dua) orang saksi
‘ i‘ .
(Pasal 197 Ayat (5) dan (6) HIR ),

Tahap ketiga, penjualan lelang |
\

Sumber pengkajian penjélalan lelang diambil ldari
. '

ketentuan Pasal 200 HIR (Pzsal 216 R.Bg) serta Peraturan
‘ 1

Lelang tanggal 28 Februari 1908; { LN 1908 No. 189) dan
i
_

Instruksi Lelang (LN.1206 No. 1%0), kemudian diambil juga
T

dari Buku Manual dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia

1984, vang dikeluarkan Sub Di#’ektorat Lelang, Direktorat

Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Namun sumber utama
B .

peraturan penjualan lelang adalah Peraturan Lelang No.

189/1908, yang dulu discbut Wendu Reglement, dari
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peraturan  inilah sebagiem bi&ear ~diambil  ketentuan
pelelangan. Menurut Pasﬁi 200 Ayat (1) HIR penjualan
barang dilakukan dengan p m‘antléiram atau bantuan Kantor
Lelang., Jika pasal ini dihubu_ﬁgkan dengan Pasal 1 a
Peraturan Lelang (LN 1908 No.'j 189) akan diketahui siapa
pejabat yang berwenang melakukan penjualan lelang.
Berdasar Pasat | a Peraturan Lelaﬁg :
a.Penjualan umum (penjualan l;alégrlg) hanya boleh dilakukan
juru lelang; | ! |
b. Penjualan lelang yangdiiﬁkukén seorang yang bukan juru
lelang dihukum deng'm hukuman denda paling banyak
Rp. 10.000,- dan tindakan n,u dianggap tindak pidana
pelangearan. ? |
Jadi pengadilan negeri tidak berwenang untuk
melaksanakan sendiri pe]elang:in. Dalam melaksanakan
fungsi dan wewenangnya, juru lelang dapat melimpahkan
kepada seorang kuaéa. Hal ini ;Iite‘gaskan dalam Pasal 2
Peraturan Lelang yang mcmberi hak kepada juru lelang
untuk menunjuk kuasa meiaks;nakan penjualan lelang,

Penjualan lelang vang dilakukzih atas nama juru lelang,

3 yahya Harahap, Reang Lingkup Permasalabon EA.-JL’}CL‘:S'I Bzdczqg Perdata, Gramedia,

Jakarta 1 19995, hal, 103,
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sehingga penjualan yang dilukukan kuasa tadi dianggap
dilakukan oleh juru lelang smdiri..
Menurut ketentuan Pasaj.l 7 Instruksi Leleng (IN
1908 No. 190) terdépat peﬁmdaan .tingkat kelas juru lelang,
yang terdiri dari : |
8. Juru Lelang Kelas I:

1) pejabat pemerintah yémg diangkat khusus untuk
itu; atau

2) pejabat peneimm uang kas negara yang

kepadanya ditugaskan sebagai juru lelang;
b. Juru Lelang Kelas II: -

1) pejabat negara selain dari vang diangkat sebagai
Juru Lelang Kelas 1, yang disamping tugas
jabatanmya ditunjuk sebagai jurn lelang; atau

2) orang vang khusus dlangkat sebagai pejabat Juru
Lelang Kelas IL ‘

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 Instruksi Lelang
itu ada kesan bahwa juru lelang befsatu dan dikaitkan dengan
pejabat pemerintah daerah setem;jat. Akan tetapi pada masa
sekarang ini kewenangan dan iabatm juru lelang sudah
sepenuhnya berada di bawsh keloiasaan Departemen
Keuangan, yang fungsi dan wﬁewf?:nanghya berada di bawah
Direktorat Pajak Langsung dan pelaksanaannya ditangani
SubDirektorat Lelang.

Sehubungan dengan klasifikasi juru lelang dikaitkan
dengan Buku Manual dan Al'zamat Kantor Lelang Se-

Indonesia 1984, yang dikeluarkzjm Sub Direktorat Lelang,
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tingkat kelas juru lelang nampaknya disejajarkan dengan
kelas kantor lelang. Kantor lelang dan pejabat Juru Lelang
Kelas I berada dan berkedudukan di Kantor Wilayah Ditjend
Pajak. Sedang Kantor Lelang dan pejabat Juru Lelang Kelas
Il berada dan berkedudukan di Kantor Inspeksi Pajak, yang
wilayah hukurnmya terkadang meliputi beberapa daerah
kabuﬁaten | o

Penentuan kawasan wilayﬁh hukum  merupakan
landasan penentuan kewenangan refatif setiap kantor lelang.
Penentuan kewenangan relatif fang seperti ini sama halnya
dengan kewenangan relatif yang dijumpai pada lingkungan
peradilan, Setiap kantor lelang hanya berwenang beroperasi |
dalam batas-batas kawasan wilayah :hukum masing-masing-
masing-masing. Pelanggaran atas kewenangan relatif
mengakibatkan tindakan penjualan lelang yang dilakukan .
batal demi hukum, karena pelelangan yang terjadi dilakukan
oleh pejabat lelang yang tidak ﬁérkompefen untuk itu. Oleh
karena itu, untuk mengetahui kantor lelang mana yang
berwenang melakukan penjualém lelang yang hendak

dilakukan, harus berpedoman kepada pembagian kawasan
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yang ditentukan Sub Dircktorat Lelang dalam buku Manual
dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia 198414

Kantor lelang yang menecrirma permintaan lelang yang
bukan menjadi wewenangnya, harus mengembalikan
permintaan serta sekaligus memberi penjelasan agar
permintaan ditujukan ke Kantor Lelang yang sesuai dengan
kawasan hukumnya daerah si pemohon. |

Pada eksekusi benda jaminan ﬁaﬁasia, menurut Pasal
195, Pasal 196, dan Pasal 197 Ayat (1) HIR, atau Pasal 206,
Pasal 207, dan Pasal 208 Ayat (1)-ﬁ.Bg‘, pihak penjual
lelang adalah pengadilan -negeri. Pengadilan negeri oleh
undang-undang dituniuk scbagai pihak - penjual mewakili
pihak debitor. Pada penjualan lelang bargﬂg dimitiki pemberi
fidusia atau debitor, pihak pemegang fidusia atau kreditor
sama sekali tidak mempunyai kedudukan apa-apa.

Sebelum penjualan Ielarxg sampai  pada tahep
pelaksanaan lelang ada beberapa hal, yaitu :
1) Penetapan Perintah Lelang

Berdasarkan permohonan eksekusi.dari kreditor, berita
acara peneguran, Jan berita acara sita eksekusi, ketua

pengadilan negeri memerintahkan panitera/pejabat yang

* Tbid, hal. 102-105.
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ditunjuk dengan surat penelz p'm untuk melakukan lelang

eksekutorial atas benda jmmuz;-.n fidusia milik debitor

tereksekusi. ‘1

Permohonan bantuan kepada ;fKantor'- Lelang Négara,

sekarang Kantor Pelayanan Piﬁtang dan Lelang Negara
(KP2LN) pada Kantor Wllayah Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negam (DIPLN) berdasarkan

Keputusan Keuangan No. 445IKMK.0_1/2001.

Panitera Pengadilan Negert b erdasar surat perintah ketua
pengadilan negeri, menga';ukan permohnnan kepada
KP2LN yang mempunyat kewenangan relatif terhadap

wilayah hukum pengadilan ﬁcgﬂri ‘yang bersangkutan

untuk melakukan penjualan lelang

Permohonan ini disertai dergan lampiran dokumen-

dokumen yang diperlukan, sepgrti :
(1) Surat permohonan lelang; ‘ |

o
(2) Salinan Sertifikat Taminan Fidusiz;
(3) Salinan penefapan eksekus‘ji;

{4) Salinan berita acara eksekum

(5) Salinan berita acara parmgatarﬁaamnmmg‘,

(6) Salinan penetapan [elnng;r‘ ‘

{7) Perincian hutang;
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. i .
(8) Bukti pemilikan barang bergerak/tidak bergerak;
(9) Syarat lain yang ditentuken penjxgal 1eiang; '

(10) Bukti pengumuman 1elz%1”ng oleh pengadilan negeri di

surat kabar setempat. | ‘3
Setelah dilengkapi dengan keterangan tempat, hari, dan
tanggal dilakukannya pelelangan, selanjutny# permintaan
lelang didaftarkan di KP2LN yang telah ditentukan.

Pengumuman Lelang }ii-

Pengumuman lelang meﬂijpakan tindak - lanjut dari
pendaftaran  permintaan I%la:ig, Hal ini dilakukan
berdasarkan Pasal 200 Ayat (6) dan (7) HIR yang

menyebutkan untuk penjuéajian lelang barang bergerak

cukup dilakukan pengum‘{.‘zman menurut  kebiasaan
setempat, dan untuk lelang barang bergerak vang
dilakukan bersamaan den.ganbarang' tetap, pengummman
dilakuskan 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit
15 (lima belas) hari. Jika nilai benda tetap lebih dari Rp.
1000,- maka paling sedikit 14 (empat belas) hari
sebelum penjualan lelang harus diumumkan satu ki}li

)

lewat surat kabar setempat, ajiauji}aa tidak ada bisa lewat

surat Rabar kota yang terdé;f{at. Hal ini sesuai dengan.

!
Pasal 200 Ayat (6) s/d (9) 1‘};1{]1{ Penjualan lelang juga
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tidak boleh dilakukan sebelum hari ke delapan sejak

penyitaan (Pasal 200 Ayat (6) HIR)
Apabila dihubungkan den gam Ayat (6) (7) dan (9) dari

Pasal 200 H[R maka dapat dia:mpulkan bahwa :

\
(8) Pengumuman untuk barang bergerak cukup satu kali
memunit kebiasaan setempat;

(b) Jika bersamaan antara barang bergerak dan barang

Ji
tetap, pengumumannya harus dua kali selang waktu

15 hari; .

{¢) Jika yang dilelang benda 3tetap yang harganya lebih
dari Rp. 1.000,- pengumuman harus dilakukan lewat

surat kabar setempat schanyak satu kali.

Panjualan Lelang ' ;‘
. y
Penjualan lelang dilakukan |secepat-cepatnya 14 hari

setelah dilakukan pengumuman penjualan lelang (Pasal
200 Ayat (9) HIR). )
Penjualan lelng teiap dildkukan oleh Panitera
Pengadilan Negeri dengan perantaraan Kantor Lelang
Negara. Kata-kata peraniarsan di sini direalisasikan

|
1,

dengan ditunjuknya kantor le ang oleh pengadilan negeri,

kemudian kentor lelang memunjuk pejabat untuk
‘i

melakukan pelelangan tersebut.




152

Dalam pelaksanaan perzjtlz£ian lelang yang perlu

diperhatikan adalah :

@)

®)

Hak pihak tereksekusi untuk mengajukan tertib

penjualan lelang (Pasal gOO Ayat {4) HR). Hak
f '

debitor tereksekusi di sini hanya terbatas pada

penentuan {ertib Uﬂlt".ﬁ penjuaian barang yang

dilelang;

Pengajuan penawaran |
Setelah pihak tereksekusi mengajukan urutan barang
yang akan dilelang maupun tidak, segera dibuka
pmaWamn untuk umum, ngajuan penawaran ini
bisa ditakukan dengan lisun maupun tertulis,
Pembayaran

Setelah ditunjuk pembeli yang sah berdasarkan
penawaran tertinggi,- tibalah kewajiban pembeli
untuk  melunasi  haiga  pembelian. Petnbelién

dilaboukan secara tunal, Usng hazil lelang ini akan
[

diserahkan kepada kr{:jdit.or ~ sebagai pemohon

cksekusi setaluh dikumjﬂgi dengan bea lelang dan
i :

uang miskin sesuai dengan Lembaran Negara No.
gl _ ‘
390 dan Pasal 18 Peraturan Lelang, tentang tarip bea

il
i,
1

lelang dan daftar tarip uang miskin.
K

i
i

]

i
il
i
b
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Setelah pembayaran selesai dilaksanakan, maka juru

lelang membuat risalah

Ilelang atau berita acara

lelang. Berita acara iniimemuat segala peristiwa

vang terjadi pada saat; dilengsungkan penjualan

lelang. Berita acara ‘ditandatangani oleh panitera,

pembeli, pejabat lelang, dan kepaia kantor lelang.

d. Tahap keempat, pembagian hash lelang

Jika terhadap debitor yang sama imohonkan eksekusi oleh

beberapa orang kreditor, maka hasil lelang dibagi di antara

para kreditor. Penentuan pembagian hasil lelang dilakukan

oleh ketua pengadilan negerié
(beschiking), setelah mendengari

patut para kreditor. Terhzidap

dalam suatuy = penetapan
atau | memanggil dengan

pembagian demikian ini

kreditor dapat mengajukén bandiﬁg sesudi dengan Pasal 204

HIR. Jika ketetapan sudaly menc;ipai kek_xiatan hukum pasti,

maka ketua pengadilan negen
daftar pembagién tersebut pacla |

205 HIR).

memberikan/mengirimkan

tjeiaksanana lelang (Pasal

Tahapan-tahapan dalam p;rosedur pelaksanaan titel

|
eksekutorial sebagaimana di atas, |

apabila "sudah dijalankﬁn,

maka jaminan fidusia tersebut menj a‘:di'hapus (Pasal 25 Undang-

|
t
‘I‘
|
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Undang Jaminan Fidllgia) sehingea }éqntor Pendaftaran Fidusia

harus melakukan pencoretan (rova) terhadap catatan jaminan

fidusia yang terdapat daiam seruﬁkat ﬁdusxa Dengan hapusnya

jaminan fidusia sebagm akibat dan; eksekusi tersebut maka

sertifikat jaminan ﬁdusza tidak ber laku lagi.

¢ 2. Prosedur Ecsefam Benda ’”anmmz Fidusia dengan
Eksekasi Pamte Penjualan Lelmtg)

Penjualan benda yang meiljadl Objek jaminan fidusia
atas kekuasaan Penemma Fidusia sendm melalui pelelangan
umim  serta mengafnbll pelmman pmtangnya dari hasil
penjualan objek benda Jaminan ﬁdusm disebut jiga dengan
eksekusi parate., Dilakukan dengan _;pele}angan umum karena
pada prinsipnya semua eksekusi harus melalui pelelangan
umum, karena dengari cara int diharaékan akan diperoleh harga
yang paling tinggi bag1 objek benda jaminan fidusia yang
dieksekusi. Dalam pelelangan benda jaminan fidusia kreditor
pemegang fidusia mempunym hak unguk didahulukan pelunasan
hitangnya dari pada %kreditor -—kred%itar, lainrya. Apabila hasil
penjualan lelang lebih tinggi dari pada piutang (yang setinggi-
tingginya sebesar nilai tanggungan), maka éi#anya menjadi hak

pemberi fidusia (debitor).
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Eksekust semacar ini texmasak ketenman eksekusi
langsung (eksekusi parate) yang, dlatu ; dalarn Pasal 29 Ayat (1)
b Undang-Undang Jaminan Fidusia. rIgl: ini merupakan tata cara

atau prosedur eksekusi yang paling six;ékat karena kreditor tidak

|

perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Kketua

pengadilan negeri.

Perbedaan titel eksekutoriai dmgan eksekusi parate
terhadap objek benda jaminan ﬁdusi_%t ini terletak pada tahap
ammg dan tahap penyitaan hen:;a? jaminan fidusia. Pada
titel eksekutorial, aanmaning dan penyltaan dilakukan oleh dan

atas perintah ketua pengadilan negeri, sedangkan pada eksekusi

parate aanmaning dan penyitaan bcrdgnsarkan Pasal 30 Undang-
Undang Jaminan Fidusia bahwa pen‘xb&i fidusia (debitor) wajib

menyerahkan benda yang menjadi obj‘ék jaminan fidusia dalam

rangka pelaksanaan eksekust jaminan'i:'ldusia. Penjelasan pasal
ini menyebutkan bahwa dalam hﬁjl ;peniberi fidusia tidak
menyerahkan benda yang menjaﬁi 05_;61( jaminan fidusia pada
wakfu eksekusi dilaksanakan, penenma fidusia berhak
mengambil benda vang menjadi objek jaminan fidusm dan
apabila perlu dapat meminta bantum;z ;plhak yang berwenang.
Maksud yang terkandung dalam pa‘,;ll tersebut adalah apabila

debitor tidak dengan sukarela me:j]}:,r_émhkml benda jaminan




fidusia, maka kreditor dapat memi

untuk selanjutnya dilakukan pelelanga
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nta paksa benda tersebut

n melalui KP2IN.

Prosedur penjualan leling dalam 'pélaksanaan eksekusi

parate ini dimulai dari tahap penar

ikan secara paksa benda

jaminan fidusia oleh kreditor apabila debitor tidak secara

sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia untuk dijual lelang, -

Selanjutnya kreditor mengajukan

\permohonan pendaftaran

penjualan lelang kepada kantor lelang yang meliputi wilayah

yang telah ditentukan, Tahap—tzﬂ

1ép selanjutaya adalah

pengumuman lelang, penjualan lelang serta pembagian hasil

lelang yang uraian selengkapnya 5

pelaksanaan titel eksekutorial (sub e.1

ama seperti lelang pada

D) di atas.

Pengecualian dari penjualuri lelang pada eksekusi

parate di sini pelaksanaannya tanpa «

negeri. Dengan demikian tata car
parate sebagaimana dikehendaki Pass
Undang Jaminan Fidusia merupaka

singkat karena kreditor tidak perlu

eksekusi kepada ketua pengadilan negéri.

-?ampur tangan pengadilan
; | atau prosedur eksekusi
il 29 Ayat (1) b Undang-
n cksekusi yang paling

mengajukan permohonan

¢ 3. Prosedur Ekseknsi Benda Jaminan Fidusia dengan

Penjualan di Bawak Tungan
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Undang-Undang Jaztlirian i?idusia manﬁngkinkan
eksekusi jaminan fidusia melalui péxjﬁﬂalan di bawah tangan
yang dilakukan berdasarkan kesépakat;n pemberi dan penerima
fidusia jika dengan cara dexhikian dapa?i diperoleh harga tertingei
yang menguntungkan para pihak (Pdsal 29 ayat (I¢)). Ada 3
(tiga) persyaratan untuk dapat melakl:jlkan penjualan di bawah
sangan:

(1) Kesepakatan pemberi dan pene:i'ima ﬁdusia, syarat ini
diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang
menguntungkan para pihak; ‘ )

(2) Setelsh lewat waktu 1 (satu) bulan se_]ak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan penerinj;a fidusia kepada pihak-
pihak berkepentingan,; ‘

(3) Diumumkan sedikitnya dalam 2§=(dua) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutai@z; |

Melihat beratnya persym‘at?ﬁn tersebut  di  atas

kemungkinan penjualan dengan cara dx bawah tangan, banyak

yang tidak mengetahuinya. Diperkin‘ikan kalau cara tersebut

akan ditempuh terbatas pada kredit yam:giberskala besar.

E
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|

|

i

ér

Berdasarkan keterangan responden”, cara yang selama.
A

ini sudah ditempuh dan sudah berlangsung lebih disenangj oleh
Ll

para kreditor dan debitor dibanding cara penjualan di bawah
tangan sebagaimana diatur dalam IflUndang-Undang Jaminan
Fidusia, yeitu debitor/pemberi ﬁdusia atas persetujuan

kreditor/penerima  fidusia, menebﬁs/melunasi beban (nilai

pengikatan) benda yang mmjadxﬂ objek jaminan fidusia.
Mungkin saja uang penebusan berasal dan calon pembeli benda
objek jaminan fidusia setelah itu atau pada saat yang sama
pemberi fidusia melakukan jual behg} dengan pembeli secara di

bawah tangan.

KendalaKendala yang Dibadapi dalam Pelaksanaan Pembebanan
dan Pendaftaran serta Eksekusi Cbjek Ja‘rfhinan Fidusia dan Upaya

Masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusis} baik inelaiui pembebanan
dan pendaflaran objek jaminan fidusia, m%upun dalam pelaksanaan

eksekusinya. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tersebut dapat

- diidentifikasikan sebagai berikut y

ot
*

15 <Wawancara pribadi dengan : R. Santoso Pejabat PT.'EBank BPD Jawa Tengah Cabang

Utama Semarang Pada Tanggal 8 Agustus 2002; Suprihandoyo, Pejabat PT. Bank Mandiri Cabang
Sernarang Tanggal 12 Agustus 2002; Wiyono, Pejabet PT. BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar,
Tanggal 16 Agustus 2002, Sudaryono, Menager pada Lembaga Pcmbmyaan PT. Multindo Auto

Finance Semarang Tanggal 14 Agustus 2002,



199

a. Kendala dalam hal pembebanan benda :fobjek Jaminan ﬁdﬁsia

Pasal 6 huruf (c) jo. Pasal 13 a};at (2) huruf (d) merupakan
salah saty ciri hak kébendaan yaitu dapat terpenmhinya asas
spesialitas, maka uraian mengenai Bémia Objek Jaminan Fidusia
harus jelas. |

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa Objek

Jaminan Fidusia berupa Benda Persedlaan harus dicantumkan uraian

mengenai jenis, merek, kualitas dari objek tersebut. Kewajiban ini jika

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pa{;a] 9 yang merupakan pasal

yang mengatur perluasan Objek J aminan Fidusia yang dapat
dipergunakan sebagai jaminan atas peiun}asm utang Debitor, yaitu
utang dan benda, termasuk piutang yang télah ada maupun yang akan
ada atau yang diperoleh di kemudian hari, yaitu termasuk piutang
yang pada saat terjadinya perjanjian Janﬁnan Fidusia masih belum
ada, tetapi akan diperoleh kemudian (sepan_;ang benda yang akan ada
tersebut dapat ditentukan kemudmn) ;

Benturan ini sering terjadi dalam pr%ktik di lapangan berkaitan
dengan fasilitas kredit yang diberikan dengan Benda Persediaan atau
Piutang Dagang yang dijadikan agunan. Hal ini dapat digambarkan
dengan sebuah contoh : |
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Tuan Bambang seorang Pengusana Keraj m.m Kumngan mendapatkan
\

fasilitas kredit dari Bank A sebesar Rp. 50.(.);00.000,00 (limapuiuh juta

/|
rupiah). Sebagai jmminarmya adalah |
1

- bahan baku berupa tembaga dan bijih ku'r‘x‘ingan;'

- barang jadi yaitu hasil produksi berupa kerajman kuningan;

- piutang dagang sebagai hasil pen_}uaim produksi tersebut yang
tidak selalu dibayar tunai oleh para pelaf;ggannya.

Pada Akta Jaminan Fidusia, yang dibu;lté; [dan ditandatangani pada

tanggal 1 April 2002 sesuai dengan ketenﬁu:jah Pasal 13 Ayat (2) antara

lain harus disebutkan uraian mengenai :

a. Benda yang menjadi objek jaminan ﬁdusia
Benda tersebut, masmg—masmg sebagm bukti kepemilikanmya
dibuatkan daftar bermeterai yang ditamja-tangani oleh para pihak,
para saksi dan Notaris yang terkait, yaitlé’l ‘:

1) Bahan baku terdiri dari 200 kilogram tembaga dan 100

kifogram bijih kuningan dengan Jumiah Rp. 40.000.000,00
2) Barang jadi (pada saat itu) 'terdm dari 100 Lampu

Kuningan dengan jumlah Rp. 30! 000 000,00
\

3) Piutang kepada 10 pelangga;: dengan jumlah Rp.

235.000.000,00.

b. Nilai penjaminan




'
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Bank A menetapkan Nilai Penj :nmmru atas ketiga Objek tersebut
sebesar 150 %6 (seratus lima puluh persen) dari jumlah plafond
kredit, sehingga seluruhnya dengan N Ilm Penjaminan :
1) Bahan baku sebesar Rp. 25. OOO 000 00
2) Barang Jadi sebesar Rp. 25.000;.5900,00
3) Piutang sebesar Rp.25.€)00.000,00
¢. Nilai benda yang menjadi objek J amman Fidusia Nilainya sama
dengan apa yang tetah diuraikan dalam%:f)utir a
1) Bahan baku dengan Jjumiah Rp 40 000.000,00
2) Barang jadi dengan jumlah Rp., 30 000.000,00
3) Piutang  dengan jumlah Rp. ;:2‘5.000.000,00.
Sesuai dengan kefentuan Pasal 21 Ayat' (1) dan Ayat (3),
dalam Akta Jaminan Fidusia, maka Tuan Bambang berhak untuk

menjual benda persediaan (terscbut tetapl setiap kali wajib

menggantinya dengan objek yang setara, Sesuai dengan Penjelasan
Pasal 21, bila kata setara tersebut dimtﬂfan secarﬂ harfiah maka bukan
hanya nilainya tetapi juga jenisnya, maka akan menyulitkan Tuan
Bambang, karena harga Bahan baku setlap kah selalu berubah,
schingga, dengan uang sejurnlah Rp. 40 000. 000 00 jumlahnya
mungkin bisa menjadi lebih atau lebih banyak tergantung dari jenis
atavy kualitas bahan baku tersebut, bahkan sangat dipengaruhi oleh

\
perkembangan moneter yang ter, gantung dcugan naik turunnya mata
il

|
|
-+
|
]
|
|
|
|
!
|
i
|
|
|

1 .
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vang Dollar Amerika, sedang jenis atau kualitas bahan baku setiap

saat tidak bisa persis sama. L
|
Demikian pula untuk barang jadi Hengan uang sejumlah Rp.

30.000.000,00 hasil produksi yang dapat duual mungkin bisa menjadi
lebih sedikit atau lebth banyak, te{gantung harga di pasaran saat itu

atau hasil produksinya dapat diganti deng,an model yang lain yang

lebth sesuai dengan minat konsumen. | |
o

Demikian pula yang terjadi dengaih'éiutang, pada saat Tuan
‘Bambang harus mengganti jumiah pmtangj tersebut dengan nilai yang
setara, mungkin tidak bisa mencapai Rp} 25 000.000,00 karena ia
sudah tidak punya tagihan para peiangmamlya.

Apabila keadaan sepem di atas benar terjadi maka bukan
berarti Tuan Bambang cidera janji sebabébahan baku tersebut telah
menjadi barang jadi atau barang jadi stiidah menjadi tagihan dan
selanjutnya tagihan tersebut sudah hembi:h. 1l'agl bentuknya menjadi
bahan baku dan keadaan seperti tersebut dl atas diperkmankan sesuai
dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1). I@al:‘m; antara bahan baku,
barang jadi dan tagihan piutang qaling% téllliait satu dengan yang
lainmya, berbentuk suatu siklus yang sahng berhubungan. Sehingga

apabila ketentuan Undang-Undang T'xmman Fldusza harus diterapkan

secara harfiah, yaitu Tuan Bambang Wa_]lb dalam setmp periode

L !

tertentu mengganti objek tersebut dengan mlax yang sd;ara sudah
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barang tentu Tuan Bambang dnl«,ati,gonkan sebagai debitor yang telah

melakukan cidera janji, dengan risiko Ohjeﬁk dapat dicksekusi.
Kemudian jika menurut pmt:mbangan Bank A usaha Tuan
Bambang perlu dibina dan d:kembangkan dan atas permintaan Toan
Bambang, bank A bersedia membenkan‘; tambahan fasilitias kredit
dengan agunan yang sama tetapi dengan ‘}iumiah dan nilai yang lebih
besar, dalam hal sepexﬁ ini akan men;ni;litkan bagi Netaris untuk

menuangkannya dalam Akta Jaminan Fidusizi karena terbentur

dengan ketentuan Pasal 17 Undang—Unda?ng Jaminan Fidusia, yang
melarang Pemberi Fidusia melakukan ﬁdt‘Jsm ulang, Sekalipun Tuan
Bambang memberikan penjelasan bahwa hahan baku dan barang jadi
tersebut bukan termasuk vang sudah %hfidusmkan dengan Akta
Jaminan Fidusia yang lalu, tetapi apak%‘n.Bank X tersebut berani
memberikan jaminan kepada Notaris bahiwa tidak ada fidusia ulang
atas Objek yang sama (pengganti dari Ot:;jek yang telah terjual atan
tertagih)? Jika dikaitkan dengan kalimat fsetiep orang” dalam Pasal
35 yang mengatur mengenai ketentuan pidiana, apakah setiap orang itu

bisa juga termasuk notaris, yang kemungkinan bisa disangka torut

membantu perbuatan pidana yang dipiﬁsangkakan kepada Tuan

Bambang?

Mengingat hal yang demikian per Ianya d1ﬂk1rkan untuk dapat

diberikan fidusia kedua, fidusia ketiga dan seterusnya sebagaimana
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|

dimungkinkan pada hak tanggungan, sepanjang bank berdasarkan

analisa di lapangan mendapat bukti yang cukup bahwa nilai dari objek

yang dijaminkan menutup (meng-cover) jumlah utang dan seluruh
|

kewajiban Debitor walau jaminan yang f"diberikan terdiri dari jenis

yang sama, tentunya dengan pembatasan-pembatasan misalnya hanya
boleh difidusia-ulangkan kepada Pencritma Fidusia /Kreditor yang
sama. ‘ j |

Kemudian mengenai objek yang Iakan ada di kemudian han
perlu diperhatikan agar tidak melanggar ketentuan tentang syarat

‘|
“Beschildingsbevoegdheid”’, karena benda tersebut pada waktu akta

jaminan fidusia ditandatangani oleh kedﬁa belah pihak, belum ada,
|

fadi pemberi fidusia belum menjadi pémilik atas benda tersebut.

i
Menginat ketentuan Undang-undang, yang berhak memberikan

jeminan fidusia adalah orang yang berwenang atas objek tersebut,

yaitu pemilik objek atau kuasanyafpenggi‘mﬁ haknya yang sah. Oleh
\

karena itu dalam akta jaminan fidusia J‘,tersebut harus dinyatakan
dengan tegas bahwa yang dijadikan agunap adalah benda-bel;lda yvang
telah ada dan yang akan ada /akan di'peroleh. pemberi fidusia di
kemudian hari, dalam hal ini pemberi ﬁmsia menjanjikan terlebih
dahutu, manakala objek tersebut telah ada dan telah menjadi milik
pemberi fidusia. Kebiasaan dalam akta nétariel dituangkan dengan

kalimat “sekarang akan tetapi urnruk nanti pada waltunya”, yaitu
i

|
i
\
!
1
‘
A
|
i
-




%ﬁ
\
J
]
}

suatu cara yang dikenal dengan nama penffcrahan terlebih dulu secara

Cosntitutum Possessorium. /
Dalam Akta Jaminan Fidusia, yang objekny'l berupa hak tagih

atas piutang dagang atau benda persednaan, umunmya dalam uraian

benda yang menjadi objek jaminan ﬁdusxa‘ d:tambah dengan kalimat :

“Semua hak tagih atau benda persvdtaan baik yang sekarang
atau di kemudian hari dimiliki oleh pemberi fidusia, yaitu
untuk objek vang sudah ada ber laku sejak ditandatanganinya
akta, sedang untuk objek yang 'ﬂmn ada di kemudian hari
dilakukan sekarang akan tetapi untuk nanti pada waktunya,
berlaku seketika manakala objek tersebut telah menjadi milik

pemberi fidusia™, ' .ﬁ
‘\

Untuk mengurangi beban blaya-bxaya tambahan yang

ditanggung debitor, maka Undang~Undax1g Jaminan Fidusia Pasal 9

Ayat (2) ditetapkan bahwa atas pengg’mtlan jaminan dengau objek
yang diperoleh kemudian (ersebut ttdak perlu  dibuat dan
ditandatangani akta jaminan fidusia tersendm akan tetapi kehendak

baik pembuat undang-undang tersebut dalam praktik sulit untuk

iH

dilaksanakan, sehingga untuk mempetkeczl risiko melanggar

ketentvan undang-undang, terpaksa Amt(‘gmdatangani akta jaminan
fidusia lainmya lagi, yang kemudian ‘ didaﬂarkan untuk dapat

B - . .
diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atau bahkan kreditor minta
fi‘
¥ R.AB.G. S W. K. Prastowo, Perlindungan Hu]mm Yang Seimbang Di Antara
Para Pihak Menurut Undang-Undang RI No. 42 Tehun 1999 Tentang Jaminen Fidusia,
Tesis (Tidak Dipublikasikan) Megister Kenotariatan Progxam Pascasarjana Universitas

Diponegoro Semarang, 2002. )
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kepada debitor, untuk memberikan agunan dalam bentuk lainnya,

umumnya barang tidak bergerak.

Berdasarkan kenyataan inilah m%ka dapat dimeklumi jika
Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarané, belum pernah mendaftar
perubahan sertifikat jaminan fidusia sesu a1 dengan ketentuan Undang-
Undang Jaminan Fidusia Pasal 16 Ayat (1)

Ketentuan mengenai benda-berjx‘éla yang akan ada‘akan

diperoleh di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian

' diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdata, :;iUntuk penyerahan benda-

benda yang masth akan ada/akan diparoléi‘: di kemudian hari sebagai

Jaminan Fidusia, agar tidak dianggap meﬁgandung causa yang tidak
diperbolehkan dan mempunyai objek yang tidak ditentukan, serta
untuk menghindari tuntutan para kr eclitor lainnya yang merasa
dirugikan, berdasarkan Adctio Pauliana giPasaI 1341 KUH Perdata)
dengan cara meminta pembatalan atas‘ 'i;'i)qjanjian Jaminan Fidusia
tersebut, maka pembatasan dalam Undaii?Undang Jaminan Fidusia
Pasal 7 dan Pasal 9 Undang—Undang Jamman Fidusia perlu
diperhatikan oleh semua pihak yang terkalt dalam pelaksanaan
Undang-Undang Jaminan Fidusia. .‘

Ketentuan tersebut di atas, juga-tiverkaitan dengan ketentuan
Pasal 6 jo. Pasal 13 Undang- Undan‘g Jamman Fidusia (Asas

Spesialitas) yaitu untuk sahnya pembebgnan Jaminan Fidusia salah
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satu syaratirya adalah kewajiban para pihak menycebutkan secara jelas

data perjanjian pokok (perjanjian kredit), u‘i-aian xﬁengenai benda yang
Al

menjadi objek jaminan fidusia, termasul?! sampai dengan sejumlah
|

berapa pagu atau batas utang yang dijflmnin dengan objek yang
dijadikan jeminan fidusia tersebut (nilai #enjmmnﬂn) dan kewajiban
pendaftaran (4sas Publisitas diatur daiam Pasal 11 Ayat (1))
Maksudnya adalah agar perjanjian texseLut dapat mengikat pihak
ketiga dan memberikan Kepastion I—Iukuﬂ“gl kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, khususnya dengan acltanya prinsip Droit de
Preference dan Droit de Suite sebagal keistimewaan yang diberikan

kepada kreditor selaku penerima fidusia. |

Kendala dalam hal pendaftaran janinan fidusia

Lahimya jaminan fidusia adalah .sejak akta jaminan fidusia

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Dengan adanya

pendaftaran tersebut, Undang-Undang J_z‘fifminan Tidusia memenuhi
!

asas publisitas yang merupakan salah satu ;asas utama hukum jaminan
i '
kebendaan. Ketentnan tersebut dibuat dé;ingan tujuan bahwa benda

benda yang dijadikan objek jaminan fidusia benar-benar mempakan

barang kepunyaan debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak

mengkiaim benda tersebut, ia dapaﬁ|

|
pengumuman tersebut. Kaitarmya dengan hal ini maka masih terdapat

mengetahuinya melatui




208

kendala terutama mengenai pendaflaran jaminan fidusia pada Kantor

Pendaftaran Fidusia yaitu :
|

1) Belum terbentuknya Kantor Pendaflran Fidusia di seluruh
il

Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah :idonesia yang terdiri dari
Kepulauan ini. Hal ini membuktikan :bahwa Pemerintah belum
dapat memberikan dukungan sepenutnrinya tafhadap maksud baik
pembuat Undang-Undang Jaminan Fidl..?s.ia bahwa kesinarﬁbungan
pelaksanaan  pembangunan nasié untuk  mewujudkan

masyarakat Indonesia yang sejabt dengan berdasarkan

S — .- S
o g_" TR

perekonomian yang merata, mandiri .~ andal, berkeadilan dan

gy

mampu bersaing di kancah perekonomian inernasional perlu

ditunjang dengan sumber permnbiayaan Yang anara lain berasal dari

o

sektor perbankan dalam bentuk kredit dengan salah satunya adalah
kredit dengan Jaminan Fidusia. |

Dengan belum terbentuknya Kantdr Pendaftaran Fidusia di |
|

Kabupaten/Kotamadya  akan rénjadi kendala  untuk

|
kesinambungan pelaksanaan pembangtinan di bidang ekonomi.

yang terbuka untuk umum bagi segal informasi atas benda yang

7) Berdasarkan Pasal 18, Kantor Pendaftiran Fidusia sebagai instansi

dijadikan Objek Jaminan fidusia. Setlragai instansi yang terbuka

|y , .
untuk umum, Kantor Pendaftaran :_Fidusia belum dilengkapi

i
dengan fasilitas data Base on Line ya‘tllltl.i sejenis Buku Tanah pada
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kantor Pertanahan untuk mengecek ada

bidang tanah yang terdaftar dalam suat
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3 sertifikat

Fasilitas Base on Line tersebut sangat membantu bagi siapapun

iuga yang berkepentingan dengan C

dengan mudah mengecek apakah

*bjek tersebut agar dapat

suatu benda yang aokan

dijaminkan secara fidusia sudah terd:

Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingg

tar atau belurn pada suatu

kemungkinan terjadinya

kerugian bagi pihak calon Kreditor

tersebut dapat dicegah, sedikitnya

atau calon pembeli Objek

adanya fasilitas tersebut

memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

Tidak adanya batas wakiu yang me;vajibkan Penerima Fidusia

melaksanakan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Lain halnya dengan Undang-Undan

memberikan batas waktu 7 (twjuh)

3 hak Tanggungan yang
hari terhitung sejak akta

ditandatangani umuk melaksanakan pe

Dengan tidak adanya batas waktu bagi péndaﬁaran fidusia maka

menyebabkan kewajiban pendaﬁarg
diabaikan oleh penerima fidusia, paJ:

publisitas sebagai salah satu cin

n tersebut lebih sering
ahal untuk memenuhi asas

hak kebendaan fungsi

pemsiaftaran adalah sangat penting (emi teriaminnya kepastian

hukum, sebagaimana ditegaskan dalar,r? Pasal 28 bahwa hak yang

didahutukan (hak preference) berdasarkan Pasal 27 akan diberikan

|
|
|
|
!
|
il
il
|
i
|
|
l

nya beban-beban atas suatu -

wdaftaran Hak Tanggungan.
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kepada pihak yang lebih dahulu me#zdaﬂarkarmya pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

3. Kendala dalam hal eksekusi benda objek jaminan fidusia
i

Salah satu ciri utama Lembag% Jaminan yang bersifat

kebendaan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Jaminan kepastisn hukum dan perlij‘ dungah bukum melalui

pelaksanaan eksekusi ini sangat ‘pewlting bagi tumbuh dan
Il

berkembangnya akiivitas dunia ussha (bisnis) yang menjadi tolok
ukur kemajuan suatu negara. Jadi eksekuéi adalah suatu upaya hukum

secara paksa terhadap Pemberi Fidusiaﬂ_‘iebitor untuk merealisasikan

hak Kreditor, bilamana Debitor cidera janj} dan fidak bersedia dengan

il
sukarela memenuhi kewajibannya. Bentt ;k realisasinya adalah hak
il

Kreditor yang bersifat mutlak yang dapat 1 ipertahankan kepada setiap

orang, yang memberikan kekuasaan [angsung kepadanya untuk
mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan Obj'ek

Jaminan Fidusia.

Telah disebutkan di muka, Und g-Undang Jaminan Fidusia

i
Pasal 29 mengatur 3 (tiga) cara yang dapat ditempuh dalam

I

mengeksekusi jaminan fidusia, bilamana ebitor cidera janji, yaitu :
A1

(1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

'!

15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia, i
|

|

|
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(2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas

kekuasaan Penerima Fidusia sendirimelalui pelelangan umum

B
serta mengambil pelunasan piutangnya;{dari hasil penjualan;

(3) Penjualan di bawah tangan yarlg dilakukan berdasarkan

kesepakatan pemberi dan penerima|fidusia jika dengan cara

demikian dapat diperoleh harga t

para pihak.

inggl yang menguntungkan

Dari ketentuan pasal di atas, Undang-Undang Jaminan Fidusia

fidusia yaitu dengan jalan pelelangan u

" telah jelas memberikan aturan mengenai eksekusi benda jaminan

um atas kekuasaan kreditor

sendiri (parate eksekusi), dengan titel @!T(sekutorial (alas/dasar hak

eksekusi) dan penjualan di bawah tangan. ||

Meskipun telah diaturnya eksekusi jaminan fidusia nﬁmumt

Undang-Undang Jaminim Fidusia, namun dalam pelaksanaannya

masih tergantung beherapa‘ faktor

yang seringkali menjadi

penghambat jalannya eksekusi. Faktor-ff}ktor penghambat . tersebut

antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan

1) Eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan titel

cksekutorial termasuk eksekust

dengan pertolongan hakim

yang diatur dalam Pasal 224 EllR Menurut Moch. Diais,

ketentuan Pasal 224 HIR dalam

|
praktek dinilai ketinggalan
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jaman karena dibuat lebih davi sém abad yang laln, dimana

keadasn ekonomi masyarakat

émasih' relatif sederhana

dibanding sekarang. Ketentu;xljl pasal tersebut tidak

menyebutkan syarat eksekusi daniapa_ yang dapat dieksekusi.

Mahkamah Agung dalam ini tel Elh mengeluarkan pendapat-

pendapatmya, tetapi hal itu justiu

hukum karena menimbulkan bény lk penafsiran.!

menimbulkan ketidakpastian

7

Eksekusi jaminan fidusia dengan cm‘a penjualan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia atas fgkekuasaan penerima fidusia

sendiri melatui pelelangan umum %serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan

timbul permasalahan apakah mu

|

'j:gkin penerima fidusia atas

kekuasaan sendiri langsung menju al benda yang menjadi objek

jaminan fidusia melalui pele[angaf umum tanpa harus melalui

pengadilan?

Jika dibandingkan dengan dfsekusi parate pada hak

tanggungan juga ditentukan apab

la debitor cidera janji, maka

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

pelelangan umum serta mengamt il pelunasan piutangnya dari

73.

17 Moch. Dje’is, Peleksanamn Eksekusi Benda Jaminan
Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kredit Macet, Laporan Hasil

| clian Grosse Surat Hutang Noariil

enelitian, Semarang, 1995, halaman

(eksekusi parate). Di sini,
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Tanggungan). Dalam kenyitaannya pmnegang hak tanggungan

tidak dapat atau tidak berhak untuk langsung menjual objek

hak tanggungan melalui pelelangan umum melainkan tetap

harus melalui bantuan pengadilan.

Adanya peraturan pemndang-limdangan yang  dapat

menghambat eksekusi parate terha :lap objek jaminan fidusia

diantaranya :

(a) Pedoman Pelaksanaan Tugaé dus

Buku 0 terbitan Mahkamah A

Administrasi Pengadilan

.ﬂ__ng RI, April 1994 tentang

“Eksekusi Jaminan prouk dmebutkan bahwa “Eksekusi

dilakukan atas penntah d'tn

Pengadilan Negeri dari wil

1 bawah pimpinan Ketua

‘::ah, dimana tanah yang

dihipotikkan itu terletak” (halaman 143) Selanjutnya

ditegaskan pula “untuk menj

ga penyalahgunaan, maka

penjualan lelang, juga berdasimkan Pasal 1178 KUH

Perdata, selalu baru dapaﬁ dil i

dari Ketua Pengadilan Negeri”

sanakan setelah ada izin

im
L

%ilalaman 144);

(b) Sejak tahun 1993, berdasarkan Undang-Undang No. 7

Talun 1992 sebagaimana dzrubah dengan Undang-Undang

No. 10 Talun 1998, Pasal 5 Ay ia.t (1) jo. Pasal 54 Ayat (1),

semua bank dinyatakan sebaga

perbedaan Bank Urnum Milik|

‘Bank Unum jadi tidek ada
|

!Negara dan bank Swasta.
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perbedaan Bank Umum Milik Negara dan bank Swasta. .

Meskipun demikian masih sajaﬁ ada ketemtuan peraturan

penmdmg-undahgan yang khugus mengatur Bank-Bank
BUMN seperti dalam hal penyélésaiaﬁ ﬁiutax:xg macetnya.

Bank-Bank BUMN yang. dikétegorikan sebagai “Badan
yang baik secara langsung ata;i tidak langsung diknasai
oleh Negara berdaSarkaﬁ suatl;‘peramran, perjanjian atau
sebab apapun” (Pasal 8 Undang}-ijndang No. 49 Prp. Tahun
1960 Tentang PUPN). Daléam undang-undang  ini
ditentukan bahwa Badan Négﬁra tersebut “diwajibkan
menyerahkan piutang-piutangnya yang ada dan besarnya
telah pasti memurut hukum f:alv;an tetapi penanggung
hutangnya tidak mau meiumiéi sebagaimana mestinya
kepada Panitia Urusan Piutang::;l Negara” (Pasal 12 Ayat
(1)). Dengan adanya keten}tfuan perundang-undangan
seperti di atas, tentunya bankl-i{bank BUMN tidak dapat

melaksanakan sendiri eksekqui tanpa melalui KP2LN,

yakni atas dasar kekuasaan {'menjuai sendiri  melalui

pelelangan umum (eksekusi paréte) seperti yang ditertukan

Pasal 29 Ayat (1) b Unclang~Unt?mg Jaminan Fidusia.

(c) Penjualan di bawah tangan obj el«'l. jaminan fidusia.
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Undang-Undang memuﬁg'i{inkany gsekusi jaminan fidusia

melalui penjualan di bawah! tangan yang dilakukan

berdasarkan kmepakatan pembm dan penerima fidusia jika

E\\

dengan cara demikian dapat dlperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para plhdk (Pasal 29 Ayat (1) ¢). Hanya

'\s

saja pelaksanaan penjualan d1 ‘bawah tangan ini terlalu
lama bahkan baru dapat duakukan setelah lewat waktu
sebulan sejak diberitahukan seéara tertulis oleh pemberi
dan atau penerima fidusia ?{iepada pihak-pihak yang
‘berkepentingan dan diumumkai; edikitnya dalam 2 (dua)

surat kaber yang beredar di daer'ah yang bersangkutan. .

b. Pemohon dan termohon eksekusi

Hambatan/kendala dari pemohon eksekusn yaitu permohonan tidak

memenuhi syarat (jumiah hutang | tldak pasti). Sedangkan

,l”

hambatan dari pihak termohor ekseku=1 berupa termohon eksekusi

tidak diketahui tempat tinggalnya (karena pindah) sehingga saat
dipanggil untuk ditegor tidak dapat dmemul Sclam itu terdapat

hambatan termohon eksekusi jatuh pmhL juga hambatan verzet

dari termohon eksekusi (Pasal 20‘? HIR). Meskipun verzet

dibenarkan oleh undang-undang tetapx kalau alasannya hanya
H:;‘

dicari-cari untuk menghambsat Ja[annsya eksekusi maka verzef

; |

tersebut tidak dibenarkan; E t ‘
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Hambatan ini berupa permohonan eksekﬁsi yang didiamkan saja,
pelaksana eksekusi mewajiﬁkan pémoﬁon eksekusi menunjuk
kekayaan tereksekusi (dalam hal ini|objek jaminan fidusia).

Tindekan pelaksana eksekusi mendimﬁkan saja permohonan

eksekusi bertentangan dengan Pasal 14 iIndang-Undang No. 14

Tahun 1970. Mewajibkan pemohmi eks!ekusi menunjuk kekayaan

tereksekusi adalah tindakan .yang tidnk berdasar hukum, dan

dalam “pendekatan”™ berupa janji-janii memberi sesuatu maka

tindakan ini merupakan tindak pidana kompsi.
Objek eksekusi tidak ditemukan
Hambatan ini akan menucul apabifa Ob_id( jaminan fidusia yang
akan dieksekusi termyata tidek diketemukan atau hilang/musnah.
Demikian juga apabila objek jaminan ﬁdusia dibeli oleh pihak
ketiga yang beritikad baik, berdasarkan| Pasal 1977 KUH Perdata,
mengingat objek jaminan fidusia adalah benda bergerak.

. Pada saat pelaksanaan eksekusi |
Hambatan ini muncul khususnya pada; saat. pelaksanaan lelang

yaitu berupa tidak dicapainya limit harga minimum pada saat

penjualan lelang, walaupun pelaksanaan ielang sudah diulang.
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B. Analisis Hasil Penelitian

1. Peaksanaan Pembebanan dan Pendaftaran serta Fisekusi Benda

Objek Jaminan Fidusia
a. Pembebanan Benda Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanasn pembebanan objeki benda jaminen fidusia
berdasarkan hasil penelitian dikelompokkan ke dalam dua kelompok.
Pertama, menyangkut benda objek Jamman fidusia itu sendm

" sedangkan kedua adalah menyangkut proses pembebanannya.
- al, ObjekBenda Jaminan Fidusia
Dari hasil pertelitian “dik’etah'u:i’ batwa meskipun Undang-
Undang Jaminan Fidusia telah  memberikan
kemmungkinan/kesempatan sehanj’ajt ﬁéliﬂgl(in ienis barang modal
dijadikan jaminan fidusia, namun para petaku useha (bank dan
lembaga pembiayaan) yang diteliti mas:h selektif dalam memilih
dan nenentukan benda benda yang dukgt dengan jaminan fidusia.
Para pelpku usaha sebagiqn mengikat benda jaminan
fidusia sebagai jaminan tambahan, dan "seba.gian lainnya mengikat
benda jaminan fidusia sebagai Jamman pokok tetapi terbatas pada
kendaraan bermotor. Tetapi kendaraan bermotor yang dijadikan
jaminan pokok tersebut masih diperlukgjn syarat-syarat khusus yaitu
diutamakan kendaraan bernﬁotor niaga}berupa bus dan truck yang

" masih baru atau di bawah 5 (lima ) tahun,
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Dengan demikian para pelal-;éu usaha belum sepenuhnya
memanfaatkan keleluasaan terhadap obj ek benda yang diberikan oleh
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasall butir 2 dan 4 serta Pasal 3
Undang-Undang Jaiminan Fidusia, ditegaskan bahwa yang menjadi
objel jaminan fidusia adalah benda apa}mn yang dapat dimiliki den
dialihkan hak kepemilikannya Benda itu dapat berupa benda
berwajud maupun tidak berwujud, terd%ihr maupun tidak terdaftar,
bergerak maupun tidak bergeral, de;;ngan syarat bahwa benda
tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nom(;r 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atan hipotik sebagaimanagdi;naksud dalam Pasal 314
Kitab Undang-Undang Hukom Dagangjis P‘asal 1162 dan seterusnya
Kitab Undang-Undang ﬁukum Perdata.

Apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat
menjadi objek jaminan fidusia tersébut maka yang dimaksud
dengan benda adalah termasuk _mga pintang. Utang yang
pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

1) utang yang telah ada;

2) utang yang akan timbul di k;émudian hari yang telah
dlperjanj ikan dalam jumlzh tertenm
Utang yang timbul di kemud:an han dikenal dengan istilah

“korttijers”’, misalnya utang yang t{mbul dari pembayaran yang
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dilakukan oleh kreditor untuk kt;ﬁentingan debitor dalam
¥
garansi bank. i

ijpat ditentukan jumlahnya

1
3) Utang yang ada pada saat eksekusi ¢

berdasarkan perjanjian pokok yangiimmimbulkan kewajiban

memenuhi suatu prestast. - |

Utang yang dimaksud dalam ketentu%m ini adalah utang bunga

atas pinjaman pokok dan biaya lain'xiya vang jumlahnya dapat

ditentukan kemudian. ‘:
|

Jaminan fidusia dapat dibert

i .

“k;an untuk menjamin utang
il

|

i
kepada lebih dari satu penerima ﬁdus”'i:a atau kepada kuasa atau
wakil dari penerima fidusia. Ketentuarlif ini dimaksudkan sebagai
pemberian fidusia kepada lebih dari sﬁt‘{z penerima fidusia dalam
i

rangka pembiayaan konsorsium.

Khusus mengenai hasil dlan benda yang menjadi
jaminan fidusia meliputi hasil tersebul l: dan juga klaim asuransi

kecuali diperjanjikan lain. Uraian menféenai benda yang menjadi
i

objek jaminan fidusia harus jelas dalarl,nf akta jaminan fidusia baik
i

identifikasi benda tersebut, maupu:iilé penjelasan surat bukti
kepemilikannya dan bagi benda mvemx%rly vang selalu berubah dan
atau harus dijelaskan jenis bendanl'ya, merek bendanya dan
kualitasnya. Jaminan fidusia dapat di!:bierikan terhadap satu atau

lebih satuan jenis benda, termasuk p‘i'l;litang, baik yang telah ada
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saat jaminan diberikan maupun }‘rang diperoleh kemudian.
|

}
Pembebanan jaminan atas piutang atgu piutang yang diperoleh

L
kemudian tidak perfu dilakukan ds::ngan perjanjian  jaminan

tersendiri.

Dalam Pasal 10 Undar@- Undang Jaminan Fidusia

|
disebutkan bahwa kecuali dlper_jarulkaq

5iain :
i

1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek

jaminan fidusia.

I
\
|

Yang dimaksud dengan “hasil dﬂl‘l‘ benda yang menjadi objek
\

jaminan fidusia”® adalah segala sesuatu yang diperoleh dari

benda yang dibebani jaminan ﬁdusui.

2) jaminan fidusia meliputi klaim asur:@msi, dalam hal benda yang

menjadi objek jaminan fidusia diastransikan.

Ketentuan ini dimaksudkan ;.mtuk menegaskan apabila

benda itu diasuransikan, maka klaim asixransi tersebut merupakan

hak penerima fidusia,

Dari uraian di atas maka .qﬁjek jaminan fidusia dapat

disimpulkan :

1) benda tersebut harus dapat dimﬂ;iki dan dialibkan secara

hukum;

2) dapat atas benda berwujud;

\
|
|
\
1
3) dapat juga atas benda tidak beqwujgt:l, termasuk piutang;
B
|



4) benda bergerak;
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5) benda yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungar;

6) benda tidak bergerak yang tid:iaik dapat dilkatkan dengan

hipotik;

7) baik atas yang sudah ada maupuh% terhadap benda yang akan

diperoleh kemudian. Dalam hal ;t;enda yang akan diperoleh

kemudian, tidak diperlukan sua(-;tit akta pembebanan fidusia

tersendiri;
8) dapat atas satu satuan atau jenis be;
9) dapat juga atas lebih dari satu jenis
10)termasuk hasil dari benda yang ti
fidusia; |
1Dtermasuk juga hasil kiaim asuraﬁ;

obiek jaminan fidusia;,

j_da;
Eatau satuan benda;

%lah menjadi objek jaminan

>1 dari benda yang menjadi

12)benda persediaan (inventory, sto‘o;k perdagangan) dapat juga

menjadi objek jaminan fidusia.

Alasan para pelaku usaha (bam; dan lernbaga pembiayaan)

masih selektif dalam memilih benda1 yang ditkat dengan jaminan

fidusia karena bukan semata-mata untlilk mendapatkan keuntungan

atau untuk menjadi pemilik dari benda vang dijaminkan oleh

Pemberi Fidusia, yvang diperlukan adalsh perputaran datia yang

disalurkan kepada masyarakat daﬁz@t berjalan dengan lancar,
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karenanya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, prinsip

kehati-hatian, sebagaimarna terkdndung dalam The Five C's

Credit, harus dipegang teguh. o

Sehubungan dengan pemberlan faéilitas kredit dengan
jaminan fidusia, bank dan lembaga plembmyaan selaku kreditor
sangat selektif dalam memlilih ca}on debitor dan/atau pemberi
fidusia. Dani kelima unsur e Fxm Cl' s Credit, unsur Characler
(watak) dan Capacity (kemampuan) dalrl debitor dan/atau pemberi
fidusia yang menjadi kriteria utama d1 dalam pemberian fasilitas
kredit tersebut. Berdasarkan prinsip k;ahati-hatian tersebut, maka
ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Uﬁ&ang Jaminan Fidusia yang
memberikan kﬁnungtmanfkesempatan sebanyak mungkm jenis
barang modal dapat dijadikan Jarmnan fidusia, belum dapat
dilaksanakan sesuai dengan kehenda%ii pembuat undang-undang,
khususnya karena pada umummnya obJek tersebut, terdiri dari
penda bergerak yang mudsh | dipindahtangankan  dan
penyerahannya oleh pemberi i{ilusia - dilakukan  secara
Constituturm ~ Possessorium, yang dialihkan adalah hak
kepemilikan dart objek tersebut sebagm jaminan, bukan
penyerahan mutlak, karena objek secgara fisik tetap dikuasai oleh
Pemberi fidusia sebagai konsekuensii fogis bahwa filosofi dari

jaminan fidusia adaleh adanya hﬁbﬂngan kepercayaan yang
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dilandasi itikad baik dari kedva beiiah pihak. Pemberi fidusia
percaya bahwa kreditor atau penerirﬁ: fidusia akan menyerahkan
kembali hak kepemilikan atas objek tersebut setelah utang debitor
lunas dan kreditor percaya bahwa | pembm fidusia tidak akan
menyalahgunakan objek yang b erada‘ dalam kekuasaarmya
Sekalipun Undang-Undang Jamman Fidusia telah
memberikan kemungkmanfkesempatan sebanyak mungkin jenis
barang modal dapat dijadikan }aminar; fidusia, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 butir 2 dan butir 4, n%mun tidak semua jenis dari
barang modal tersebut dapat diterimaé oleh kl;editor sebagai objek
Jaminan fidusia. Kreditor sangat seléktif dalarn menerima objek
tersebut, pada umumnya yang ditcrhiné sebagai jaminan fidusia
terdiri dari segala jenis kendaraan beérmotor, mesin-mesin pabrik
dan alat-alat berat, piutang serta benda persediaan yang terdiri dari
stock barang dagangan/bahan baliu;barang jadi atau produksi.
Sedangkan objek yang berupa bangunan di atas tanah milik orang
lain atau bangunan yang dxdmkan d1 atas tanah negara atau tanah
hak sewa yang pada wakiu yang lampau sebelum berlakunya
Undang-Undang Hak Tanggungan tldak jarang diterirna sebagai
objek jaminan fidusia, karena sé_cara ekonomis memenuhi

persyaratan untuk dijadikan agunan, yaitu dapat dinilai dengan



224

uang dan dapat dipindahtangankm&, pada dewasa ini kurang
diminati.

a. 2. Proses Pembebanan Jaminan Fidusia
Kegiatan yang paling ‘pénting dalam pembebanan
jaminan fidusia adaleh dilakukaﬁnya penandatanganan akta
Jjaminan fidusia. Sesuai dengan Unch;mg—Undang Jaminan Fidusia
pembuatan akta jaminan fidusia dibjljléat dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia.

Memurut Purwahid Patriik, .alasan Undang-Undang

Jaminan Fidusia menetapkan dengaﬁ akta notaris adalah : |

1) akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan

pembuktian sempurna; ‘

2) objek jaminan fidusia pada umunjniya adalah benda bergerak;
3) undang-undang yang melarang adanya fidusia ulang, ™

Sejalan dengan kf.atem:uainE yang mengatur mengenai

hipotik, dan Undang—Undang Hak Tangeungan, maka akta

jaminan fidusia harus dibuat oleh dmz atau dihadapan pejabat

berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undéng Hukum Perdata

menyatakan bahwa akta notaris me:émpakan akta otentik yang

memiliki kekuatan pembuktian sempumna tentang apa yang dibuat

"® Purwahid Patrik, Op. Cit, halaman 170,
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di dalamnya diantara para pihak bcsjt_i;rta para ahli warisnya atau

para pengganti haknya.

Oleh sebab itulsh Fred B.G. Tﬁ‘mbuhan berpendapat :

“Ttulah mengapa sebabnya’ ;Undang—Undang Jaminan
Fidusia menetapkan per;anjlan'f' dusia harus dibuat dengan
akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada
umumnya adalah bareng bergerak vang tidak terdaftar,
maka sudah sewajarnya benmL akta otentiklah yang

dianggap paling dapat meﬂmamm kepastxan hukum
berkenaan dengan objek j Jaminan fidusia.*®
Utang yang pelunasanny;a}: dijamin dengan jaminan

fidusia dapat berupa :
1) utang yang telah ada;

2) utang yang akan timbul di 5l§émudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumlah tertcn%u. Utang yang akan timbul

| di kemudian hari yang dikénal édengan istitsh “kontinjers”
. misalnya utang yvang timbul dari jfxembayarau yang dilakukan
oleh kreditor untuk kepentingain debitor dalam rangka |

o

‘ pelaksanasn garansi bmk. i
| 3) utang vang pada saat eksekusi ‘(Elapat ditentukan jumiabnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi. Utang dlrnaksud adalah utang bunga
atas pinjaman pokok dan biaya Im{nnya yang jumizhnya dapat

ditentukan kemudian. j 1‘

i A
% Fred B.G. Tumubuwan, Mencermatt Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia,
(Jakarta : Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN, 1999).
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Pasal 8 Undang-Undang Jéflminan Fidusia meﬁyatakan )
bahwa jaminan fidusia dapat diberiléa_n kepﬁda lebih dari satu
penerima fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai
pemberian fidusia kepada lebih sat%t pencrima fidusia dalam
rangka pembiayaan kredit konsorsmm Yang dimaksud dengan
“kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa
khusus dari penerima fidusia untuk_ mewakili kepentingannya
dalam penerimaan janfﬁnan‘ ﬁdusia dari pemberi fidusia,
Sedangkan yang dimaksud dengan “wakil” adalah oreng yang
secara hukom dianggap mewakili penerima ﬂdlisia; dalam
penerimaan jaminan fidusia, 'rnisali'nya, wali amenat. datam
mewakili kepentingan pemegang obligiasi.”

Ketentuan Pasal 9 Undmé—Undmg Jaminaanidusia
menetapkan bahwa jaminan fidusia dz:tpat diberikan tﬂhadap satu
atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah
ada pada sast jaminan diberikanj maupun yang diperoleh
kemudian. Ini berarti benda tersebutifdemi hukum akan dibebani
dengan jaminan fidusia pada‘ saat baida dimaksud menja:di milik
pemberi fidusia. pembebanan jaminani fidusia tersebut tidak periu
dilakukan dengan perjanjian jm'nirmnéjtersendiri.21 Hal ml karena

atas benda tersebut sudah dilakukan ‘isengaiihan hak kepemilikan

27 jhat Pasal 8 Penjelasan Undang-Undang Tamman Fidusxa
2! fihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusm
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y
f
i
t
|
|
P
]
i
l
i
i

alsdan). Dimungkinkannya
|
pembebanan jaminan fidusia atas benc?a yang diperoleh kemudian

“sekarang untuk nantinya® (i voor.j

sangat membantu dan rif';enunja'ng pembiayaan
pengadaan/pembelian persediaan (sto%k) bahan baku dan bahan
penolong. | |

Ketentuan yang menetap!;an bahwa benda yang
diperoleh kemudian hari dapat dibebanié_ dmgan Jjaminan fidusia ini
penting dipandang dari segi komersi::al. Hal ini menunjukkan
undang-undang ini menjamin ﬂeksibilitjas yang berkenaan dengan
hal jkhwal benda yang dapat dibebfimi jaminan fidusia bagi

pelunasan utang, o

.
i

Khusus mengenai hasil atau ijkatan dari kebendaan yang

menjadi objek jaminan fidusia, Pasal Iq Undang-Undang Jaminan

Fidusia menyatakan bahwa diperj anj ikaria antara lain :

1) jaminan fidusia meliputi hasil dari ti:enda yang menjadi objek
jaminen fidusia, aitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda

i
]

yang dibebani jaminan fidusia; i

2) jaminan fidusia meliputi klaim asura%lsi, dalam hal benda yang
menjadi  objek jaminan fidusia ; diasuransikan. Dengan
demikian apabila benda itu diasurmsfikan, maka klaim asuransi
tersebut merupakan hak penerima I;idusia. Bahkan Pasal 25

1
ayat 92) Undang-Undang Jaminan Fi;dusia menetapkan bahwa
|

|
§=
H
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musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi tersebut Kiaim asuransi
tersebut akan menjadi penggantji objek jaminan fidusia
tersebut. |

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa

fase pembebanan jaminan fidusia adalah :

1)

Adanya peljanjian pokok kredit. ‘

Pembebanan fidusia bersifat pegjonjian accessoir, yaitu

pembebanan hapus apabila perjanjia%ﬁ pokoknya hapus.

2) Perjanjian yang bersifat kons ensual?tj!an obligatoir

3)

Perjanjian kredit antara kreditor dén debitor dengan jaminan
fidusia di antara pihak pemberi dan:. benerima fidusia diadakan
perjanjian dimana ditentukan béhwa debitor meminjam
sejumlah uang dengan janji akan rnenyerahkan hak miliknya
secara fidusia sebagai jaminan kepa?da pemberi kredit.

Adanya penyerahan secarﬁ Costitutitm Possessorium

Adanya perjanjian kebendaan di antara pihak pemberi dan
penerima fidusia dilakukan peny%ahan- secara Constitutum
Possessorium dimana benda tetap dikuasai oleh pemberi
fidusia. fase ini mengandung penyerahan semm, sebab benda
fidusia tersebut masih berada teta? dalam kekuasan pemberi
fidusia. penyerahan ini ditentukan siebagai cara yang sah untuk

i
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lahimya hak jaminan kebendamn yang barm, walaupun

penyerahannya tidak merupakan p;myerahan yang nyata yang
dikenal benda bergerak. : 1

‘ | 4) Adanyaperjanjian pinjam pakai
| Di dalam akta notaris disebutkani.bahwa antara kreditor dan
debitor terjadi pinjam pakai | terhadap barang yang
difidusiskan. Bahwa pemilik fidusia meminjam pakai hak
miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima
fidusia. i

Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta Jjaminan fidusia

‘ 3y
yang dibuat dengan akta notaris memuat antara lain :

¥
1) Identitas pihak pemberi dan penerixji#a fidusia;
1
Identitas tersebut meliputi narnﬁ lengkap, agama, tempat
tinggal, atau ternpat kedudukan dan tanggal lahir, jenis

kelamin, status perkawinan, dan pélcajaah;

2) Data perjanjian pokok yang dijmlfjin:n fidusia, yaitu mengenai
tacam perjanjian dan ufang yang djijamin fidusia;

3) Uraian mengenai benda yang menj ddl ijek Jaminan fidusia;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut,

dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
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Dalam hal benda yang menjad.‘i objek jaminan fidusia

merupakan benda dalam persedia_?an (irzvem:o;y) yang selalu

berubah-ubsh dan atau tidak tetapy seperti stock bahan baku,
barang jadi, atau portofilio pemsa!ézaan_ efek, maka dalam akta
jaminan fidusia dicantumkan uraiém mengenai jenis, merek,
kualitas dari benda tersebut; i

4) nilai penjaminan; dan

i
5) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,

Di antara isi yang tercantum‘.fdal‘am akta notaris di atas,
mengenai uraian benda yang menjadi _iobjék jaminan fidusia yaitu

uraian mengenai jenis, merek dan kulahtas objek berupa benda
persedizan atan portofolio perusahaan.iefe‘k, vang wajib diuratkan
| s

1l

dalam akta jeminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan

|
Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyulitkan pemberi
fidusia, karena tidak mudah bagi pem:lljeri fidusia termasuk para
notaris untuk menguraikan mengenai jenjils, merek dan kualitas objek

tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga apabila
it

gemua harus diuraikan sesuai dengan;!- ketentuan undang-undang,

disamping tidak efisien dan tidak efektif} biaya pendaftaran menjadi
I

i ) ‘
membengkak, karena untuk persyaratan pendaftaran dari Kantor

! .
Pendaftaran Fidusia semua bukii kepemilikan barang harus

difotocopi sebanyak 3 (tiga) rangkap, ap:-’a]qgi kalan harus diuraikan

I .
di dalam akta jaminan fidusia itu sendiri yang harus memenuhi
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ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, tilidak diperbolehkan adanya
singkatan dan tiap angka harus diuraik?an dengan huruf, bisa-bisa
-|

untuk pembuatan satu Akta Jaminan Fid:usia menghabiskan % (satu
i'

perempat) rim kertas HVS ukuran A4. g'
=|

Untuk mengatasi hal tersebut ﬁenguraian jenis, merek dan
Lo
kualitag dari objek berupa benda persefﬂliaan lebih disederhanakan,

tanpa diperinci sampai mendetail, apalag%i benda persediaan tersebut,
n

dapat dialihkan {dijual} oleh pemberi ﬂdt:!sia, akan tetapi yang setiap
|

kali harus diganti dengan objek yang .'sfctara oleh pemberi fidusia
:| .

i
dalam kedudukannya selakn peminjam pe;ngganti.

Debitor diminta untuk membugﬁxt daftar atas objek tersebut
dan daftar itu {(dalam bentuk yar;g sud%h disederhanakan) set;ezlah
dibubuhi meterai secukupnya serta ditaijl;dalangani oleh para pihak,
para saksi dan notaris yang mernbt?at akta jaminan fidusia,
kemudian daftar tersebut dijshitkan | pada minuta skta yang
dimaksud. Sedang daftar atas objek pengganti merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisah dengan aklla tersebut.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia [

Berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran fidusia pada Kantor

Pendaftaran Fidusia yang untuk Wilayiuxh Jawa Tengah saat inmi

berkedudukan di Semarang, berdasarkan hjLsi_l penelitian, para petaku
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usaha tidek semuanya memenuhi ketentun sebagaimana ditentukan

datam Undang-Undang Jaminan Fidusia. 1
Para pelaku usaha yang melaks:?nakan ketentuan Undang-

Undang Jaminan Fidusia dikelompokkan d ifilam Do

Pertama adalsh kelompok yang secam normatif dan dogmatis

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Jarninan Fidusia, dalam

arti, akta jaminan fidusia dibuat secara nci:itariel dan selanjutnya akta

jaminan fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

' Pelaksanaan secara normatif dan dogmatis itu dilaksanakan karena

mereka memang merasa yakin atas;i kepastian hukum dan
perlindungan hukum yang diberikan ole!ﬂ undang-undang tersebut,
tetapi ada sementara bank yang melaksan.akannya, karena ketentuan
tersebut merupakan salah satu ﬁersyaratan untﬁk pemberian fasilitas
kredit yang ditetapkan oleh kantor pusat. ;'
Kedua adalah kelompok yang dengan m_ézmpertimbangkan jenis dan
jumlah fasilitas kredit, jenis objek yang ?dij‘aminkan dan Character
dari Calon Debitor daw/atau pemberi fidusia, maka dalam

melasanakan ketentuan Undang - Undang Jaminan Fidusia dapat

dilakukan 3 (tiga) pilihan

1) Pada umummya untuk kredit yang dijamin dengan kendaraan niaga

seperti bus dan truck yang berumur tiJék lebih dari 5 (lima) tahun,
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mereka melaksanakan ketentuan Undang - Undang Jaminan
Fidusia sebagaimana dilaksanakan oleh kelompok yang pq‘tafna.

%) Untuk kredit dalam jumlsh di atas Rp ?so 000.000,00 (limapuluh

juta rupiah) sampai dengan Rp 200. 000 000,00 (duarams juta
rupiagh) yang dijamin dengan kendar#an pribadi, mereka
melaksanakan sebahagian ketentuan Updang - Undeng Jaminan
Fidusia, dalam arti akta jaminan ﬁdﬁsia diﬁuat secara notariel
tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran akta jaminan
fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
3) Untuk kredit di bawah Rp 5o.ooo.ooo,éo ‘(:lirnapuluh juta rupiah),
sama sekali tidak melaksanakan ketentuan Undang - Undang

Jaminan Fidusia.

Nemun demikian sebagai ikatan moral] diantara pemberi fidusia
(termasuk debitor, apabila pemberi ﬁdujsia‘ dan debitor bukan satu
orang yang sama) dengan kreditor selz;ku penerima fidusia tetap

dibuat dan ditandatangani akta di b%iwah tangan, vang pada

urmumnya begjudul Perjanjian Krcditi dmgan fidusia sebagai

jaminan, yaitu bentuk akta yang dlgunakan sesuai dengan

ketentuan fidusia sebelum berlakurya ['Jndang Undang Jaminan

Fidusia. ‘

Ketiga, adalah kelompok yang merasa bcﬁ}um perlu mengikat objek

jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan fJndang - Undang Jaminan
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Fidusia, karena dengan melaksanakan ‘f:éngikatan kredit dengan
i

jaminan fidusia di bawah tangan, sebﬁéaimana yang selama ini

dipraktikkan masih dapat berjalan sepert 94‘.:18 sudah-sudsh,

Tidak dilaksanakamnya ketentuan Undang Undang Jaminan

Fidusia oleh para pelaku usaha bank dan lembaga pembiayaan
\

alasannya adanya tambahan beban blaya yzmg harus ditanggung oleh
debitor, dan alasan persaingan usaha,

Keengganan para pelaku usaha untuk  melaksanakan
\

ketentuan Undang - Undang J aminan Fldus;;ji adalah adanya tambahan

beban biaya yang harus ditanggung olehﬁdebitor. Beban biaya itu
o

berupa jasa notaris untuk pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan

Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris d;kenakan biaya. Namun agar tidak

menimbulkan biaya yang tinggi, blaya pembuatan akta berdasarkan
kategori berjenjang vyang dltentukan dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Ta:al Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan I"ldusm.

Sekalipun oleh pemerintah aturan mengenm biaya ini telah diator
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonﬁsla Nomor 86 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidlésia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia, namun dalam prakfizljci belum dapat sepenuhnya
diterapkan oleh para notaris dengan alasan, untuk biaya yang terendah,
tidak seimbang dengan biaya yang harus dikéiuarkan oleh Notaris untuk

‘ L.
menyiapkan akta jaminan fidusia sebagaimz;l‘na dimaksud oleh undang-
I
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undang tersebut, sedang biaya-biaya sei.mjutnya, ada yang sangat

memberatkar debitor, schingga mengenﬁji masalah biaya ini dalam
N

praktiknya tergantung negosiasi antara baxjakflembaga pembiayaan dan

debitor/pemberi fidusia di satu pihak deng&iﬁﬂ notaris yang bersangkutan
: i |

di lain pihak. }

Besarnya biaya pendaftaran ak{a jaminan fidesia sudah

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Rej-publik Indonesia Nomor 87

|
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perafuran Pemerintah Nomor 26

|
|
I

Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Pene%‘imaan Negara Bukan Pajak

vang Berlaku pada Departemen Kehakirj’r‘l_an, namun dalam praktik
|

pelaksanaannya di lnar biaya-biaya yang ;t‘fj:lah ditetapkan tersebut ada
tl .

biaya tambahan lainnya yang dipungut oleh kantor pendaftaran fidusia

yang menjadi beban pemohon, o ;

Tambahan biaya dimaksud tidak dapaﬂ sepenuhnya dipersalahkan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada I%'.antor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di semua ibukota propinsi di

seluruh Indonesia, mengingat instansi tézj*sebut tidak dapat dropping
g
anggaran dari pusat, harus membiayai T erndiri Semua sarana agar

ketenfuan Undang - Undang Jamimjn?x} Fidusia tersebut dapat
dijalankan. |
Masalah ini pula yang menyebabkan mundumya waktu pelaksanaan
pelayanan pendaftaran jaminan fidusia pada instansi tersebut yang

seharusnya berdasarkan Pasal 5 Kepfutnsan Presiden Republik

. T IR TSR R
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Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 twbng Pembentukan Kantor
‘. ,

Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota P;bpinsi Di Wilayah Negara

B
:
Republik Indonesia, wajib menerima } permohonan pendaftaran

jaminan fidusia terhitung sejak tanggal 1 Aprit 2001,

Berdasarkan ursian di atas diketahui bahwa tanpa dilalukannya
I:
pendaftaran, menurut  hukumnya { ‘i"acara yuridis),  dengan

[
penandatanganan di hadapan notaris, aktaja;minsm fidusia tersebut telah

merupakan hak agunan berdasarkan keteutuu;x Pasal 37 Ayat (3) Undang

- Undang Jaminan Fidusia, hanya kreditor) belum memiliki hak yang
I

didahulukan atau hak yang diutamakan at;ji.'u hak preference terhadap

kreditor lainnya dalam pengambilan pelungilsan piutangnya dari hasil

eksekusi benda yang menjadi objek jaminzﬁ;

I
i;ﬂdusia tersebut (Pasal 27).

Sekalipun Pasal 11 Undang - Undang Jaminan Fidusia untuk memenuhi

i
asas publisitas mewajibkan diiaksanaké&mya pendaftaran  untuk

menjamin kepastian nikum bukan saja hanya untuk kreditor dan pemberi
il

fidusia tetapi juga bagi pihak ketiga lainnya }"ang berkepentingan dengan

pendaftaran objek tersebut, namun karena‘= kewajiban tersebut tidak
li

ditkuti dengan batas waktu sebagaimana diatur dal_am Pasal 13 ayat (2)

Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mewajibkan pendaftaran hak

tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat

difaksanakan dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerff‘a sefelah penandatanganan

akta pemberian hak tanggungan, sehingga Sepanjang penerima fidusia

belum memerlukannya, kewajiban tersebut te

"ikesan diabaikan, sekalipun
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dalam Pasal 28 Undang - Undang Ja.mman Fidusia ditegaskan bahwa

pendaftar yang pertama mendapat hak yang didahulukan sebagaimana
N

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undaxfg tersebut.

Tujuan dari pendaftaran Jannﬁz‘m fidusia adalah untuk
H

R
memberikan kepastian hukum kepada penenma fidusia dan pemberi

\ \
fidusia serta pihak ketiga yang bexkq)entmgan Segala keterangan

mengenai benda yang menjadi objek jamman fidusia terbuka untuk
. ‘ \
umum. Melalui sistem pendaftaran ini d1 *ur Ciri-ciri yang sempuma

dari jaminan fidusia sehingga rngmperoieh sifat sebagai hak

kebendaan (rigt in rem) yang menyandang‘, 8sas droit de suit, kecuali
‘ [

terhadap barang persediaan. I
|
Pendaftaran jaminan fidusia dilaku}:an pada Kanor Pendaftaran

Fidusia yang berada di lingkup Departemt;a‘;‘l Perundang-undangan dan

B
|

Hak Asasi Manusia. Prosedur pendaftaran fidusia adalah sebagai

berikut : 4
|

1. Permohonan pendaftaran fidusia |
Penerima fidusia sendiri atau kuasényé ‘ atau wakilnya mengajukan

permohonan kepada Kantor Pendaﬁarz&i Fidusia, yang memuat :
S

a) Identitas pihak Pemberi fidusia dan Penerima Fidusia vang
: i “. .

co .
meliputi nama lengkap; agama, tempat tinggal/tempat
S

kedudukan; tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin; status
: "‘1:. i
perkawinan; pekerjaan. o




]
b) Tanggal dan nomor akta jaminanl‘

i 238

fidusia; nama dan tempat

Il
kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

¢) Data perjanjian pokok;

d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

e) Nilai penjaminan; i

) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

. Kantor pendaftaran ﬂdusia,bértugas: N

a) Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran

dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum

b) Mencatat jaminan fidusia dalam

'

dalam pernyataan pendaftaran fidusi

2
|
buku daftar fidusia pada

tanggal yang sama dengan tanggai penerimaan permohonan
|

I

pendaftaran; H

. . .
¢} Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia

kepada pemerima fidusia pada tanggal yang sama dengan

tanggal benerimaan permohonan.

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat

\
|
‘ ;
I
Ii
jamman fidusia

a) Penerima fidusia wajib mengajukail'xj: permohonan pendaftaran

1 |
atas perubshan tersebut kepada K_j:j»mtor Pendaftaran Fidusia
i

memuat hal-hal yang diubah;
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\

b) Kantor pendafiaran wajib mencatat perubahan dalam daftar
fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan perubahan, serta émenerbltkan pemyataan
perubatian yang merupakan bagiané yang tak terpisahkan dari

Al

sertifikat jaminan fidusia. i

Mengenai pendaftarsn perubahan iobj'ek ini, sejak aktifnya

Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, terhitung sejak tanggal 24

Juli 2001 melayani pendaftaran, belum per-nah ada yang mengajukan

‘permohonan pendaftaran atas pembahan\ hal-ha] yang tercanturn

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia berdasark;n ketentuan Pasal 16 ayat
(1) yang menyatakan apabila terjadi pembaghan mengenai hal-hal yang
tercantum dalam Sertifikat Jaminan ﬁdusifa, peﬁerima fidusia wajib
mengajukan permohonan pendaftaran atas i)embahan tersebut kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pmda’fit:aran Fidusia pada tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaani ‘permohonan pemBahan,
melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia

dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Sertifikat Jaminan fidusia. ||

Terhadap objek berupa benda pesediaan atan portofolio

perusahiaan efek, yang wajib diuraikan dalam akta jaminan fidusia,
‘ .

akan menyulltkan pemberi fidusia, karena tldak mudah bagi pemberi

fidusia termasuk para notaris untuk mquuralkan mengenai jenis,
Y
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merek dan kualitas objek tersebut sesuai%dmgan ketentuan undang--
undang, misalnya benda persediaan yaug berupa susu yang telah
diuvraikan sebelurmmya di atas, sehinéga apabila semua harus
diuraikan sesuai dengan ketentuan undar;ig-undang, disamping tidak
efisien, biaya pendaftaran menjadi me.mbeglfgkak.

Pada umumnya debitor dimintaémtuk membuat daftar atas
objek tersebut dan daftar itu (dalféim bentuk yang sudah
disederhanakan) setelah dibubuhi m'eteraz secukupnya serta

i
ditandatangani oleh para pihak, para saks‘i? dan notaris yang membuat
akta jaminan fidusia, kemudian daftar tersebut dijahitkan pada mimita
akta yang dimaksud. Sedang daftar atas %bjek -pengganti merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisah dengan akta tersebut.

Daftar objek pengganti ini yang setmp kali dipergunakan
untuk keperlnan pendaftaran perubahan Seruﬁkat Jaminan Fidusia
sebagaimana yang dimaksud dalarn Pasal 16, oleh sebab itu |
berdasarkan kefentuan Pasal 9 ayat (2) xlmtuk pembebanan jaminan
fidusia atas benda atau piutang yang dipe‘jroleh kemudian tidak perlu
dilakukan dengan perjanjian jaminan teimmdiri, agar beban biaya
debitor/pemberi fidusia tidak semak:ln bertambah. Sedangkan
mengenai penggantian objek dengan objc;licj‘ lainya yang setara, apabila
yang dimaksud adalah dalam jenis, mc: ck dan kualitas dalam arti

vang sebenarnya (leterlijk) tentu sangat menyuhtkan pemberi fidusia
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karena sebagai konsekuensi dari perkemii;angaﬁ teknologi (misalnya
seperti barang-barang elektronik), mengeriai Jenis, merek dan kualitas
suatu barang modal cepat sekali berubah dan sangat kompleks, belum
fagi untuk benda persediaan pada setiap pireriod,e laporan sudah dapat
dipastikan jenis, merek maupun kualitﬁssw suatu objek tidak dapat
dijamin setara dalam wujudnya dengan je?nis, merek maupun kualitas
objek yang digantikannya. |

Dari hasil penelition diketahui bahwa  kreditor akan
menerima objek pengganti sekurang—kl%lrangnya apabila nilainya
setara yang objek yang digantikannyi dan sudah menjadi suatu
kesepakatan tidak tertulis antara kreditor dan debitor dan/atau pemberi
fidusia, bahwa benda persediaan temebuzt adalaﬁ benda persediaan
yang tersimpan dalam gudang atau dalam Etpko atau dalam work shop
(bengkel kerja) pemberi fidusia dmgan hfénya disebutkan alamatnya
saja, tanpa memerinci dengan mendetail f;bjek tersebut sesuai dengan
ketentuan undang-undang, yang terpentixéig disebutkan adalah nilai
objek tersebut dan nilai penjaminannya. . ‘

Dalam praktik, sebagian banlk, tidak meminta daftar
pengganti tersebut pada setiap periode Iaptf;ran, sehingga yang berlaku
sebagai daftar objék adalah daftar objek yang pertama Kkali diserahkan
oleh pemberi fidusia kepada kreditor atau :p‘é‘nerima fidusia. Kalaupun

ada daftar pengganti, pendaftaran perubshan ke Kantor Pendaftaran
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|
|
|
Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang - Undang
! i
i
Jaminan Fidusia tidak dilakukan, dengan Ealasan, mengurangi beban

~ N .
biaya bagi debitor dan/atau pemberi fidusia, kecuali setelah adanya

indikasi kredit macet daftar tersebut baru diminta oleh kreditor, tetapi
[

dalam keadaan seperti ini tentunya bantuan pemberi fidusia untuk
»
!

memenubi permintaan kreditor untuk membuat dan menandatangani
i

daftar péngganti tersebut kadmxg-kada’nfg mengalami kesulitan,
|

apalagi kalau debitor dan/atau pemberi ﬁd'qsia dibebani dengan biaya
|

Karena objek tetap dikuasai oleli1 pemberi fidusia, maka

kreditor harus memegang asli dokumen’i bukti kepemilikan obijek
tersebut untuk mencegah dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi
fidusia. Sedang untuk objek yang tidak ads%bukti kepemilikan barang
jaminan atau faktur sebagai bukti pembe:!iiamlya sudah hilang, pada

umumnya kreditor bersedia menerim:a sebagai tanda bukti
' |

kepemilikan objek tersebut berupa sumt{ pernyataan dari pemberi
H i ,

fidusia yang menyatakan sebagai pem:ilik objek tersebut yang
-

dilegalisasi oleh notaris, sedang untuk beﬁfda persediaan atau piutang
|

dapat diganti dengan daftar stock aéau daftar piutang vang
ditandatangani di atas meterai cukup sep,%:ti vang telah diuraikan di

atas.

!
!
i
!
|
|
i
|
|
i

i
i

-
A
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Mengenai bentuk bukti kepemilikan objek tersebut, kantor
pendaftaran fidusia tidak pemah memperm#salahkannya, karena tugas
kantor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) berikut
penjelasatmya, hanya mencatat bukan melakukan penilaian terhadap
kebenaran mengenai hal-hal yang dicantunjlcan oleh penerima fidusia
atau kuasanya dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Karena
objek terdiri dari barang bergerak yang mudah “dipindahtangankan,
maka untuk pengamanan dan pengawsasan ada rencana dari Kantor
Pendaftaran Fidusia Departemen Ke’hakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia untuk membuat tanda (sejenis sticker) sebagai -
tanda yang dapat ditempelkan pada objek tersebut.

Masalah pengamanan dan pengaWasan ini terutama adalah
untuk melindungi kepentingan kreditor, karenanya dalam kedudukan
selaku kreditor juga telah berupaya untuk memberikan tanda (sticker)
tersebut pada objek tersebut, akan tetapi. sebagian besar pemberi
fidusia merasa berkeberatan dengan alasan ﬁntuk menjaga kredibilitas
mereka di masyarakat, kecuali bila kredit mercka telah dinyatakan
bermasalah oleh kreditor. |

Sebagai konsekuensi objek tetap‘ berada dalam kekuasaan
pemberi fidusia maka pemberi fidusia diwajibkan untuk :

1. Menyerahkan surat bukti kepemilikan atas objek tersebut kepada

penerima fidusia, sedang kreditor selaku penerima fidusia sebagai
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pihak yang menerima pengalitan hak kepemilikan atas objek
tersebut berhak atas biaya debitor mélakukan tindakan hukum
sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pemilik seperti
pengawasan dan pengamanan atas objek tersebut, tetapi karena
objek tidk berads dalam penguassannya maka Kewenangan
kreditor tersebut dikuésakan kepada pemberi fidusia sebagai
peminjam pakai (istilah untuk jaminan vyang tidak boleh
dialihkan/digadaikan atau disewakan oleh pemberi fidusia selama
dalam keadaan dijaminkan, misalkan kendaraan bermotor vang
bukan berupa barang dagangan pemberi fidusia) atau sebagai
peminjam pengganti (istilah untuk jaminan yang boleh dijual atau
ditagih oleh pemberi fidusia, misalkan ﬁenda persediaan atau

piutang karena sudah ditagih);

. Menjaga objek tetap terpelihara dengan baik, mengganti bagian

yang rusak dengan yang baru yang nilainya setara (khusus untuk
benda persediaan, mengganti yang sudah terjual atau untuk
piutang mengganti yang sudah ditagih);‘

. Mengansuransikan objek tersebut pada pernsahaan asuransi yang
ditunjuk oleh kreditor dengan jumlah pertanggungan yang
ditetapkan oleh kreditor untuk kepentingan kreditor serta polis

asuransinya wajib diserahkan kepada kreditor untuk disimpan;
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Tetapi dalam praktik, dengan pertimbahgan menekan pengeluaran
biaya, ada sebagian responden tidak i;lang_s'ung meminta debitor
dan/atau pemberi fidusia ﬁntuk mel:il;sanak_an asuransi tersebut,
kecuali apabila kredit telah dikategéorikan bermasalaly, maka
kreditor berdasarkan kuasa dalam akta': jaminan fidusia yang telah
diberikan oleh pemberi fidusia melail;sanakan sendir: asuransi
tersebut atas biaya debitor yang pada waktunya akan
diperhitungkan dari hasil eksekusi jmniimn. |

. Mengizinkan kreditor atau kuasanya ﬁintuk rﬁengecekfmaneriksa
keadaan objek dan khususnya untu:k benda persediaan atau
piutang, kreditor berhak untuk mela!émkan stock opname -atan
memeriksa buku-buku kas perusahaan éemberi fidusia;

. Tanpa terlebih dahulu mendapat persetéxjuaﬁ tertulis dari penerima
fidusta dilarang mengalihkan, menggléadaikan ataun menyewakan
objek kepada pihak lain kecuali ob_;:ek tersebut berupa benda
persediaan (Pasal 23 Ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia).
Perbuatan pemberi fidusia yang melianggar ketertuan tersebut
dapat dipidana berdasarkan ketentuarfl Pasal 36 undang-undang
tersebut;

Namun bagi pembeli objek berupa b;anda persediaan bebas dari
tuntutan (Pasal 22), sepanjang harganyf:a telah dibayar lunas sesuai

dengan harga pasar dan pembelian dilak'ukan dengan cara dan
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)

prosedur yang lazim dzlakukandalmn usaha perdagangan (Pasal
21 Ayat (1)), "

. Tidak melakukan fidusia ulang atas ‘ffobjek tersebut (Pasal 17),

sedang Pasal 20 undang-undang tersejimt méngatur pula bahwa
jaminan fidusia tetap mengikuti be;lda yang menjadi oﬁjek
jaminan fidusia dalam tangan siapap;un benda tersebut berada
(asas Droit De Suite), kecuali pmgﬁlihan atas benda persediaan,
oleh karenanya penerima fidusia tidék menanggung kewsjiban
atas akibat tindakan atau kelalaian ﬁemberi fidusia baik yang
timbul dari hubungan kontraktual atau :Iyang timbul dari perbuatan
melanggar hukum  sehubungan d:engan' penggunaan dan
pengalihan objek tersebut kepada pihék tain (Pasal 24 Undang-
Undang Jaminan Fidusia).

Untuk mendapatkan hak yang didahulukan (hak' yang,

diutamakan atau hak preference) terhadap kreditor lainnya dalam |
mengambil pelunasan piutangnya afas haéil eksekusi objek jaminan
fidusia berdasarkan Pasal 27 Undang - Ijndang Jamiran Fidusia ke
Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkanj Pasal 11 Ayat (1) dan
selanjutnya setelah permohonan pend?ﬂaran tersebut  diterima
kemudian dicatat oleh Xantor Pendaftaran Fidusia daiam Buku Daftar

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya
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permohonan tersebut. Pencatat tersebut '.meiahjrkan jaminan fidusia
bagi penerima fidusia. ‘

Selmjumya Kantor Pendaﬂaranf Fidusia menyerahkan
Sertifikat Jaminan Fidusia yang pada bagian kepala tercantum kata-
kata “DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”, pada tanggal ymé sama kepada penerima
fidusia atau kuasanya yang sah. Kepala pada Sertifikat Jaminan
Fidusia tersebut mengakibatkan Sertifikat Fidusia mempunyai
kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum pasti. |
Sertifikat tersebut memberikan hak kepada kreditor selaku penerima
fidusia untuk mengeksekusi objek fidusia jika debitor wanprestasi.

Eksekusi Benda Jaminan Fidwsia

Pembicaraaﬁ mengenai eksekusi tidak lain  daripada
pembicaraan tentang upaya kreditor merealisasi hak secara paksa,
karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.
Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses
penyelesaian sengketa hukum. .

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-
Undang Jaminan Fidusia vyang menentukan bahwa apabila
debitor/pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dilakukan déngan cara
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1)} Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaim_%lna dimaksud dalam Pasal
|

15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia,
|

2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

3) Pejualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

demikian dapat diperoleh harga tertin,‘ggi yvang menguntungkan
| .
S
para pihak. .' |
‘ 'l
Dari ketentuan di atas, maka terdapat cara eksekusi benda
i

‘ jaminan fidusia dilakukan dengan tiga cara yaiti: titel eksekutorial,
|

parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Dari ketiga cara

eksekusi ini termasuk eksekusi berdasiarkstr‘l prosedumya. Sedangkan

\
apabila di pandang dari eksekusi berdasark#n objeknya maka eksekusi .

1
tersebut berupa eksekusi benda jaminan. ;
|

Hal didasarkan pada jenis dan macam eksekusi menurut
Mochammad Dja’is, bahwa eksekusi berdasarkan objeknya (apa

yang dapat dieksekusi), dibedakan menjadi: %

1) Eksekusi putusan hakim;

2) Eksekusi grosse surat utang notariil;

|

% Mochammad Dj’is, Huhun Eksekusi Sebagai Wacena Baru di Bidang Hukum,

Kertas Kerja Orasi limich, Dies natalis ke — 43 Fakuitas E.“ukum Undip Semarang, 2004,
halaman 9. | 1
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3) Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tangpungen, fidusia,
cessie, sewa beli, leasing); |

4) Eksekusi piutang negara baik yang timbul dari kewajiban (utang
pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian (kredit bank
pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD);

5) Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan
sengketa (putusan PAD/PAP, Mahkamah Pelayaran, lembaga
arbitrase, alternative dispute resolution (ADR), lembaga-lembaga
international, pengadilan asing);

6) Eksekusi terthadap sesuatu yang menganggu hak atau kepentingan;

8) Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.

Selain  berdasarkan objeknya, eksekusi juga dapat

dikelompokkan berdasar prosedumya, yang terdiri atas : 2

1) Eksekusi tidak langsung, terdiri dari :

(a) sanksi/hukuman membayar uang paksa, berdasar perjanjian
atau putusan hakim; |

(b) sandera (gijzeling), Pasal 209-223 HIR,

{© penghentianfpencahutan langganan, ini didasarkan pada
perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan
listrik, telepon, air minum dan sebagainya.

2) Eksekusi {angsung, terdiri dari :

B Thid, halaman 10.
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(a) eksekusi biasa (membayar sejumlali vang);

(b) eksekusi riil terhadap putusan pengadilan, dan objek lelang;
(c) eksekusi melakukan perbuatan;

(d) eksekusi dengan pertolongan hakim;

{e) eksekusi parat;

() eksekusi penjualan di bawah tangan atas berida;

() eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasar perjanjian);

{h) eksekusi dengan izin hakim;

(i) eksekusi oleh diri sendiri;

Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial termasuk
eksekusi dengan pertolongan hakim yang diatur dalam Pasal 224 HIR.
Hal ini merupakan kelebihan dari sertifikat jaminan fidusia yang
diberikan oleh undang-undang kepada pemegang fidusia berupa hak
eksekutorial vang sama dengan putusan pengadilan vang telah
memiliki' kekvatan hukum pasti. Dengan demikian jika debitor
wanprestasi maka pemegang fidusia da;ﬁat menjual objek jaminan
fidusia melalui pelelangan umum ba‘dagarkan eksekutorial yang
dimilikinya

Mengenai tite! eskekutorial, beberapa sarjana berpendapat
bahwa tiltel eksekutorial terletak pada kepala putusan hakim yang
berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 teﬁtang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, Disamakan dengan itu adalah akta atau
grosse akta yang belfkepala seperti putusan hakim.

Terhadap pendapat demikian perlﬁi dicermati kembali. Suatu
putusan hakim dapat dieksekusi, bukan karena berkepala seperti di
atas. Memuut Hukum Acara Perdata, setiap putusan hakim selalu
memuat kepala putusan. Namun tidak setiaﬁ putusan hakim
mempunyai kekuatan eksekutorial. Putm%,an hakim yang amamya
bersifat deklarator atau konmstitutif tidak memerlukan eksekusi.
Putusan yang bersifat deklarator isinya hanyalah menyatakan keadaan
hukum atas hubungan hukum yang tela'ﬁ ada. Jadi tanpa adanya
putusan hakim pun keadaen hukum atau hubungan hukum yvang
dimaksud dalam putusan tersebut sudsh t&jadi. Sedang putusan yang
amamya bersifat konstitutif mengandung n?zakna keadaan hukum vang
dimaksud dalam putusan terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan.

Alasan lain untuk menolak pendémat titel eksekutorial pada
kepala akta yang berbunyi sama dengan pﬁwsan hakim adalah adanya
jenis-jenis eksekusi selain eksekusi putusan hakim dan grossé akta.
Sebagai contoh mengenai hal ini adalah eﬁsekhsi benda jaminan gadai
dan eksekusi di tangan sendiri. Perjanjian gadai adalag pg‘janjian
konsensual. Dengan demikian perjanjim? ini dapat diadakan baik

secara tertulis maupun lisan. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka

~
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perjanjian gadai dapat dibuat dengan aktaj otentik atau akta di bawah
tangan. Apabila titel eksekutorial ada paéa kepala akta, maka timbul
kesulitan untnk eksekusi bila perjanjian gadai dibuat dengan akta di
bawah tangan- atau lisan, karena pencantuman kepala akta seperti.
putusan hakim oleh para pihak pada al{ta di bawah tangan tidak
mengakibatkan akta yang hemangkufan mempunyai  kekuatan
eksekutorial. Di lain pihak ditaruh di manakah kepala akta jika
perjanjian gadai dibuat secara lisan? Selﬁnjutnyal eksekusi di tangan
sendiri menurut Pasal 666 KUH Perdata dilakukan oleh seseorang
terhadap dahan atan akar dari pohon mlllk tétangganya yang masuk ke
dalamn pekarangannya. Apabila permilik pohon setelah diperingatkan
tidak mau memotong dahan atau akar fang dimaksud, maka orang
tersebut dapat langsung seketika memotongnya. Tindakan ini
merupakan eksekusi riil yang dilakukan sendiri secara langsung tanpa
melalui gugatan di pengadilan. |

Berdasar uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa titel
cksekutorial putusan hakim bukan pada: kepada putusan, melainkan
karena undang-undang {(Pasal 196 H]R)l menentukan putusan hakim
mempﬁnyai kekuatan eksekutorial. Hal ini berlaku pula akta otentik
dan grosse akta notaris. Suatu akta otentik (sertifikat hak tanggungan)
mempunyai kekuatan eksekutorial, kare%na undang-undang (Pasal 4

UUHT) menentukan sertifikat hak tanggungat mempunyai kekuatan
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eksekutorial. Mengenai grosse akta nojtaris, berlaku hal vang sama,
yaitu kekuatan eksekutorialya bukan pada kepala grosse melainkan
pada ketentuan undang-undang (Pasal 224 HIR juncto Pasal 38 ayat
(1) Peraturan Jabatan Notaris, ‘

Selain berdasar ketentuan und;ang,-undang, titel eksekuforial
juga berdasar pada perjanjian yang diﬁons&uksikan sedemikian rupa
sehingga pelaksanaannya merupakan ekse];usi sebagaimana diuraikan
berikut ini. |

Mengenai penjualan benda vang meniadi objek jaminan
fidusia atas kekuasaan penerima ﬁduéia s;endiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
objek benda jaminan fidusia, disebut juga dengan eksekusi parate.
Dilakukan dengan pelelangan umum l;mrena pada prinsipnya .semua
eksekusi harus melalui pelelangan uwmum, karena dengan cara ini
diharapkan akan diperoleh harga yang paling tinggi bagi objgk benda
jaminan fidusia vang dieksekusi. Daiam pelelangan bend jatninan
fidusia kreditor pemegang fidusia mempun}rai hak untuk didahutukan
pelunasan hutangnya dari pada krediztor —kreditor lainnya. Apabila
hasil penjualan lelang lebih tinggi dan pada piutang (yang setinggi-
tingginya sebesar nilai tangeungan), nllaka sisanya menjadi hak

pemberi fidusia (debitor),
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Eksekusi semacam ini termasﬁk iqetenman eksekusi langsung
(eksekusi parate) yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) b Undang-
Undang Jaminan Fidusia. Hal ini mefupz;kan tata cara atau prosedur
eksekusi yang paling singkat karena kreditor tidak perlu mengajukan
peﬂnohbnan eksekusi kepada ketua pe:;\ga‘dilan negert.

Perbedaan titel eksekutorial dengan eksekusi parate terhadap
objek benda jaminan fidusia i terletak ;)ada tahap penyitaan beada

jaminan fidusia. Pada titel eksekutoriajl, ﬁenyitaan dilakukan oleh dan

atas perintah ketua pengadilan negeri, sedangkan pada eksekusi parate

penyitaan berdasarkan Pasal 30 Unﬂarij»g—Undang Jaminan Fidosia
bahwa pemberi fidusia (debitor) wajib menyerahkan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dalan'; rénngka pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal
pemberi fidusia tidak menyerabkan b?enda yang ﬁlenjadi objek
jaminan fidusia pada waktu eksekusi 1diljaksanakan, penerima fidusia
berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan
apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, Maksud
yang, terkandung dalam pasal tersebljlt adalah apabila debitor tidak
dengan sukarela menyerahkan benda jafrﬁnan fidusia maka kreditor
dapat meminta paksa benda tersebﬁt untuk selanjutnya dilakukan

pelelangan melalui Kantor Pelayanén i’iutang dan Lelang Negara



|
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(KP2IN) di bawah Kanwil Direktorét Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN) dahulu Kantor Lelang Neéara (KLN).

Prosedur penjualan lelang dalam pelaksanaan eksekusi parate
ini dimulai dari tahap penarikan secafa paﬁsa benda jaminan fidusia
oleh kreditor apabila debitor tidak secara su!'arela menyerahkan benda

jaminan fidusia untuk dijual lelang, Sclanjutnya kreditor mengajukan
permohonan pendaftaran penjualan lelang I;:epada kantor {elang yang
meliputi wilayah yang telah ditentukan. Tahap-tahap selanjutnya
adalah pengumuman felang, penjualan lelang ser{a pembagian hasil
lelang.

Pengecualizn dari penjualan lelang péda eksekusi parate di sini
pelaksanaannya fanpa campur tangan pengadilan negeri. Dengan
demikian tata cara ataw prosedur eksekﬁsi parate sebagaimana

dikehendaki Pasal 29 Ayat (1) b Undangf;—Undang Jaminan Fidusia

|
merupakan eksekusi yang paling singkat %qarena lreditor tidak perlu

!
menggjukan permohonan eksekusi kepada kéma pengadilan negeri.

Kemudian mengenai eksekusi benda jaminan fidusia dengan
cara penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan.
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1c¢)).
Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melelmkan peninalan dilbawah

tangan :




|
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(1) Kesepakatan pemberi dan penerima ﬁdusm, syarat ini diperkirakan
akan berpusat pada soal harga jdan bTaya yang menguntungkan
para pihak; li

(2) Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan gejak diﬁeritahukan secara
tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak
berkepentingan, |

(3) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di

daerah yang bersangkutan. | |
Melihat beratnya persyaratan tersebut :di atas kemungkinan
penjualan dengan cara di bawaﬁ tangan, banyak yang tidak
mengetahuinya. Diperkirakan kalau cara tersebut akan ditempuh
terbatas pada kredit yang ﬁel'skala besar. Cara yang selama ini sudah
ditempuh den sudah berlangsung lebih disenangi oleh para kreditor
dan debitor dibanding cara penjualﬁn di bawah tangan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fic&ﬂsia, yaitu debitor/pemberi
fidusia atas persefujuan kreditor/peneruna ﬁdusm menebus/melunasi
beban (nilai penglkatan) benda yang mcnjadl objek jaminan fidusia.
Mungkin saja vang penebusan berasal dar;_ calon pgmbelx benda objek

jaminan fidusia setelah itu atau pada saat yang sama pemberi fidusia

melakukan jual beli dengan pembeli secar%lj_di bawah tangan.

\
E
i
K
\
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2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam P%laksaﬁaan Pembebanan

dan Pendaftaran serta Ekselasi Objek Jaminan Fidusia

a. Kendala dalam hal pembebanan benda objd{ jaminan fidixia
Berdasarkan hasil penelitian &ikctahui bahwa untuk
terpenuhinya asas spesialitas sebagaimana :disyaratkan dalam Pasal 6
huruf ¢ bahwa “uraian mengenai benda yang menj jadi objek jaminan
fidusia”. Dalam pen;elasan Pasal 6 huruf ¢ dlatas sebutkan :
“Uraian mengenai benda yang menjad1 objke jaminan fidusia
cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut,
dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia
merupakan benda dalam pemedxaan (inverory) yang selalu
berubah-ubsh dan atau tidak tetap, seperti stock bahan baku,
barang jadi, atau portofolio pemsahaan efek, maka dalam akta
jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek,
kualitas dari benda tersebut”.
Kewajiban ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan
Pasal 9 yang merupakan pasal yang h:'zeng,atur perluasan Objek
Jaminan Fidusia yang dapat dipergunakan sebagai jaminan atas
pelunasan utang Debitor, yaitu utang dan benda, termasuk piutang
yang telah ada maupun yang akan adh atau vang diperoleh di
kemudian hari, yaitu termasuk piutang |*_i,rang pada seat terjadinya
perjanjian Jaminan Fidusia masih beluméiada, tetapi akan diperoleh

kemudian (sepanjang benda yang akan ac!_a tersebut dapat ditentukan

kemudian).
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Benturan ini sering terjadi dalam prjaktik' di lapangan berkaitan
deﬁgan fasilitas kredit yang diberika;x deﬁgan Benda Persediaan atau
Piutang Dagang yvang dijadikan agunan (éontoh selengkapnya dapat
dilihat pada hataman 200 -203). o

Kenyataan yang demikian akan menyulitkan notaris dan
pelaku usaha dalem memenuhi ketenmaﬁ Undang-Undang Jaminan
Fidusia. |

Mengenai objek yang akan ada. di kemudian hari perlu

* diperhatikan agar tidak melanggar 'lézetentuan tentang  syarat

“Beschilkingsbevoegdheid®, karena benda tersebut pada waktu akta
jaminan fidusia ditandatangani oleh kedua belah pihak, belum ada,
jadi pemberi fidusia belum menjadi pemilik atas benda tersebut.
Menginat ketentuan Undang-undang, yang. berhak memberikan
jaminan fidusia adalah orang yang berw;anaﬁg atas objek tersebut,
yaitu pemilik objek atau kuasanya/pengganti halgnya yang sah. Oleh
karena itu dalam akta jaminaﬁ fidusia tersebut harus dinyatakan
dengan tegas bahwa yang dijadikan agunan adalah benda-benda yang
telzh ada dan yang akan ada /akan dip!eroleh pemberi fidusia di
kernudian hari, dalam hal ini pembert ﬁ:dusia menjanjikan teriebih
dahutu, manakala objek tersebut telah a(ia dan telah menjadi milik
pemberi fidusia. Kebiasaan dalam akta notariel dituangkan dengan

kalimat “sekarang akan tetapi untuk nanti pada wakiunya”, yaitu
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suatu cara yang dikenal dengan nama perl]):,fgemhan terlebih dulu secara
Cosntitutum Possessorium.

Dalam Akta Jaminan Fidusia, yang_iobjeknya berupa hak tagih
atas piutang dagang atau bénda persediaah, umumnya dalam uraian
benda yang menjadi objek jaminan ﬁdusif: ditambah dengan kalimat
“Semua hak tagih atau benda persediaan, li;)aik yang sekarang atau di
kemudian hari dimiliki oleli pemberi fidusia, yaitu untuk objek yang
sudah ada berlaku sejak ditandatanganinja akta, sedang untuk objek
" yang akan ada di kemudian hari dilakukari :sekaréng akan tetapi untuk
nanti pada waktunya, berlaku seketika manakala objek tersebut telah
menjadi milik pemberi fidusia”. s |

Untuk mengurangi beban biaja-biaya tambahan yang
ditanggung debitor, maka Undang—Undan;g Jaminan Fidusia Pasal 9
Ayat (2) ditetapkan bahwa atas penggmﬁm jaminan dengan objek
yang diperoleh kemudian tersebﬁt 1tidak perlu dibuat dan
ditandatangani akta jaminan fidusia tersetjxdiri, akan tetapi kehendak
baik pembuat undang-undang tersebut &alam praktik sulit untuk
dilaksanakan, sehipgga untuk mémpérkecil risiko melanggar
ketentuan undang-undang, terpaksa ditgndatangani akta jaminan
fidusia lainnya lagi, yang kemudian‘ , didaftarkan untuk‘ dapat

diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atau bahkan kreditor minta
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kepada debitor, untuk memberikan "agunan dalam bentuk lainnya,
umummnya barang tidak bergerak. _ |

Berdasarkan kenyataan inilah ma.k;a dapat dimakhumi jika
Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang| fbelum pernah mendaftar

perubahan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Jaminan Fidusia Pasal 16 Ayat (1).i i

Ketentuan mengenai benda-bendia; yang akan ada/akan
diperoleh di kemudian hari dapat menjaz;i pokok suatu perjanjian
diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdata, T;Inmk penyerahan benda-
benda yang masih akan ada‘akan dipero.lehédi kermmudian hari sebagati

Jaminan Fidusia, agar tidak dianggap mengandung causa yang tidak

diperbolehkan dan mempunyai objek yariig' tidak ditentukan, serta

untuk menghindari funtutan para kredifor lainnya yang merasa

dirugikan, berdasarkan Aetio Pauliana (Pasal 1341 KUH Perdata)
dengan cara meminta pembatalan atas éérjanjian Jaminan Fidusia
e

tersebut, maka pembatasen dalam Undan!é—Undang Jaminan Fidusia

Pasal 7 dan Pasal 9 Undang—UndangL, Jaminan Fidusia perlu
diperhatikan oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan
Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut di atas, juga bérkaitan dengan ketentuan

Pasal 6 jo. Pasal 13 Undang—Undmgi Jaminan Fidusia (Asas

Spesializas) yaitu untuk sshnya pembebanan Jaminan Fidusia salah




satu syaratnya adalah kewajiban para pihakl
data perjanjian pokok (perjanjian kredit), ur:

menjadi objek jaminan fidusia, termasuk;
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::nenyebutkan secara jelas
1ian mengenai benda yang

sampai dengan sejumtah

berapa pagu atau batas utang yang dijémin dengan objek yang

dijadikan jaminan fidusia tersebut (nilai ptmjaminan) dan kewajiban

pendaftaran (A4sas Publisitas diatur dalam Pasal 11 Ayat (1)).

Maksudnya adalah agar perjanjian terseb

ketiga dan memberikan Kepastian Hukum:

ut dapat mengikat pihak

kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, khususnya dengan adanya prinsip Droit de

Preference dan Droit de Suite sebagai kexstlmewaan vang diberikan

kepada kreditor selaku penerima fidusia.

Keberadaan Lembaga Jaminan Fid

Iusra yang diakui sebagai

lembaga jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijke zekerheid,

security right in rem) dengan diatumya sechm formal dalmn Undang-

Undang Jaminan Fidusia sebagai Hukumi

Positif yang memberikan

perlindungan hukum yang seimbang di antarn para pihak merupakan

suatu perwujudan supremasi hukum di

Indonesia dalam rangka

reformasi hukum, sehingga diharapkan para pelaku usaha khususnya

perbankan dan lembaga pembiayaan sudahf

tldak ragu-ragu lagi untuk

menjalankannya karena sudah ada dasar hukumnya yang kuat dalam

bidang perkreditan pada umumnya dag_x jaminan fidusia pada

khususnya.

I
‘1
i
I




262

Dikatakan ole¢h Sri Soedewi ﬁdiasjchoen Sofwan, bahwa

perkembangan ekonomi dan perdagaﬁgan akan diikuti oleh

perkembangan kebutuhan skan kredit dan pemberian fasilitas kredit

ini memerlukan jaminan demi keamanan p'émb erian kredit tersebut

Pendapat diatas, maksudnya adaiah dengan meningkatnya

kegiatan pembangunan, meningkat li;ila kebutuhan terhadap

pendanaan, yang sebagian besar dana vang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh %mela,lui kegiatan pinjam

meminjam dengan dukungan lembaga jaminan yang kuvat dan

memenuhi kepastian hukum.

Perkembangan perdagangan yaﬂ;g semakin meningkat,

membuat pelaku usaha membutuhkan tldﬂk sedikit modal. Para

pengusaha sering menilai bahwa barang. dagangannya mempunyai

nilai tinggi, bisa berupa stock persediaan': atau mesin-mesin bahkan

piutang dagang atau yang lainnya yang rﬁt#upakan barang bergerak,

bisa dijaminkan untuk memperoleh krediiimodal usahanya. Karena

yang dijaminkan berupa stock barang dagafigan yang pada hakekatnya

adalah benda bergerak, maka pemberi ‘jaminan harus tetap bisa

menjalankan usahanya dengan menjua_ls dan membeli barang

dagangannya, vang berarti selama jamir:lzfm"berlangsung, ja tetap

f;‘
il

* S Soedewi Masjchun Sofwan, Hubum .Ianzfnéln dt Indonesia Pokolk-pokok
Hikaim Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta : Litic

'rty, 1980), halaman 1.
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mempunyai kewenangan pemilikan. Te:rha;iap barang yang demikian
ini penjaminannya adalah melalui Iembaga:?fﬁdusia.

Dalam rangka memberdayakan eli%onomi kerakyatan itulah
Undang-Undang Jaminan Fidusia yang bersifat hak kebendaan,
memberikan perlindungan hukum kepa';ia. Pemberi fidusia atau
Debitor yang hanya mempunyai _]armndn berupa barang modai,
dengan tetap menguasai dan menjalankan barang modalnya dan dapat
menikmati fasilitas kredit dalam mengembaingkan usaha mereka.

Sekalipun objek tersebut sebagianf besar terdiri dari barang

bergerak yang pada umummnya tidak terdaﬂar namun manakala suatu

hak milik atas suatu benda telah diserahkari oleh pemiliknya (Pemberi

Fidusia) kepada Kreditor (Pesterima Fid:l}xsia) dan kemudian oleh
Kreditor tersebut dipinjamkan lagi kepgda pemiliknya, sehingga
terhitung sejak saat itu benda tersebut dipégang‘ atau dijalankan oleh
pemiliknya maka ia (Pemberi Fidusia) ndak lagi sebagai 'pemilik,
tetapi sebagai peminjam pakai, untukbe;?d# persediaan yang telah
terpakai/terjual dan piutang yang telah ':textagih digunakan istilah
peminjam pengganﬁ karena wajib diganti gengan objek yang setara,
maka terjadilah suatu penyerahan bend}l 3yang dilakukan secara
Constitutum Possessorium, yaitu suatﬁ péngalihan hak kepemilikan

atas suatu benda bergerak tanpa adanya:'i penyerahan nyata. Tidak

adanya perubahan kekuasaan atas benda }efsebut bukan merupakan
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syarat yang menghalangi dapat be:rahhr iya hak milik atas suatu

= % ;.;;;:l;:;;f;i::;AA

kebendaan kepada kreditor. | =
Kendala dalam hal pendaftaran fidusia

Dalam hal pendaftaran jaminan; fidusia masih terdapat
beberapa kendala antara lain belum terbentuknya Kantor Pendaftaran

Fidusia di seluruh Kabupaten/Kota di sg}uruh Wilayah Indonesia,
B

belum dilengkapi dengan fasilitas data ﬁéz.s'e on Line yaitu sejenis

e
‘H
i
i
|

Buku Tansh pada Kantor Pertanahan untuk mengecek adanya beban-

‘beban atas suatu bidang tanah yang terdaftar dalam suatu sertifikat

dan tidak adanya batas waktu yang mev?ajibkan Penerima Fidusia
melaksanakan pendaftaran sébagaimanaé diatur dalam Pasal 11
Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jil;a kendala-kendala vyang
demikian dapat teratasi maka Undang—Un@ja’éng Jaminan Fidusia dapat
memberikan asas publisitas yang merupq.?(an salah satu asas utama
hukum jaminan kebendaan. :

Lahirnya jaminan fidusia adalah ejak akta jaminan f{idusia
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya
pendaftaran tersebut, Undang-Undang J?éminan Fidusia memenuhi
asas publisitas yang merupakan salah satuéasas utama hukum jaminan
kebendaan, Ketentuan tersebut dibuat deﬁgan tujuan bahwa benda
benda vang dijadikan objek jaminan ﬁdus‘m benar-benar merupakan

barang kepunyaan debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak
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mengklaim benda tersebut, ia dapa; mengetahuinya melalui
pengumuman tersebut. : :

Kendala dalam hal eksekusi benda obje%kjanﬂnan fidusia
Terhadap kendala yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi
benda jaminan fidusia disebabkar:l: Q:beberapa faktor yang
mempengaruhi antara lain : peraturan pet{mdang—undangan, pemohon
eksekusi dan termohon eksekusi, pelaksﬁ!na eksekusi, objek jaminan

fidusia tidak dapat ditemukan, dan pada.saat pelaksanaan eksekusi,

" merupakan suato hal yang perlu mé}xdapatkan perhatian oleh

pembentuk undang-undang. Tetépi dengan adanya ketentuan eksekusi
dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.;fmerupakan terobosan bam
guna memenuhi tuntutan masyarakat yang?isemakin berkemb éng,
Peraturan perundang-undangan }fang telah ada merupakan
salah satu kendala dalam pelaksanaan eksfékusi benda jaminan fidusia
diantaranya adalah jika dicermati isi perigaturan mengenai eksekusi
fidusia dapat disimpulkan bahwa ketentu:;an eksekusi fidusia tersebut
me “Receptie” ketentuan—ketentuan ekse%usi Hak Tanggungan (HT)
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 195%’6 tentang Hak Tanggungan
atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkajfltan dengan Tanah (UUHT).
Hanya di dalam UUHT dijelaskan secarfa Fegas bahwa eksekusi HT
berdasarkan kekuatan eksekutorial dari';Seﬂiﬁkat Hak Tanggungan

menggunakan ketentuan —ketentuan yang diatur dalam Pasal 224
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Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R[B»’H]R) dan Pasal 258
Reglemen Acara Hukum unfuk daerah Iuar .Tawa dan Madura (RBG).

Jadi menurut UUHT pemegang HT dapat melaksanakan parate
eksekusi tanpa fiat eksekusi pengadilan (wde Pasal 6 UUHT) dan

eksekusi dengan fiat eksekusi Pengadilan (wde Pasal 14 jo Pasal 20 jo

1
s

penjelasan Pasal 26 UUHT). Namun dalgim prakteknya pelaksanaan

Pasal 6 UUHT tetap memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri

karena hal-hal sebagai berikut :

a) Melindungi pemegang HT dari glgatafi;éugamﬂ Debitor dan/atau
i
Pemberi HT dengan alasan pemegﬁﬂg HT telah melakukan

perbuatan melanggar hukum (vide 136;!5; ' KUH perdata) atan juga

i \
dituntut pidana melakukan tindakan - yang tidak menyenangkan

atau memasuki pekarangan Debitor secar‘a tidak sah.
b) untuk menjaga kewibawaan peradilan ! éébagal pelaksana eksekusi
perdatn sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kehakiman
No. 14 Tahun 1970, karena parate ‘vksekum tersebut dianggap

“menggerogoti” kewenangan Ketua Peng a,dllan Negeri.

Hal mana dapat tercermin pada 1elang vang sudeh terlaksana
g \
tidak menggunakan fiat eksekusi pengadxlan, permohonan eksekusi

pengosongan barang jaminan sebagai tmdak ‘Ianjut dari lelang tersebut

ditolak oleh Ketua Penpgadilan Negeri de gan alasan bahwa lelang

dilaksanakan tanpa fiat eksekusi, _]adz; 1pemenang lelang harus




mengajukan gugatan ulang sampai didzqiatrii“ﬁ

kekuatan hukum yang pasti.

Adanya keraguan kantor leiang
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ya putusan yang mempunyai

A
e

dan kreditor melaksanakan

cksekusi didasarkan pula pada adanya kepumsan Mahkamah Agung

RI (MARI) tertanggal 30 Januari 1986 No 3201K1Pdtf84 yang

membatalkan putusan Pengadilan nggz
lelang berdasarkan parate eksekusi yang te

Ketua Pengadilan Negeri adalsh perbu

lelang yang bersangkutan adalah batal.

Untuk mengantisipasi parate eksei‘%
misalnya dengan menyatakan bahwa pé}
merupakan pengecualian dari Pasal 3
Kehakiman yang sampai saat ini beium:
merevisi Undang-Undang Pokok Kehakix? :‘E
Undang-Undang Fidusia meminta MARJ

Pasal tertentu yang dapat menguatkan p
’\

dan menyatakan penjualan
lah dilakukan tanpa melatui

m‘cm melawan hufaim  dan

cusi benda jaminan Fidusia,
:'Edksanaan eksekusi tersebut
1[5 Undang-Undang Pokok
j;diganti; atay dalam rangka
Paﬁ tersebut pihak pembuat
untuk memasukkan Pasal-

elaksanaan parate eksekusi

jaminan Fldusm tanpa fiat eksekusi D1 sampmg itu politik hukuom

MARI yang menyatakan sifat eksekutcpal itn sesuatu exceptional

dalam rangka memberikan keadilan unti;

dengan meminta para hakim agar melihat

Mengenai penjualan benda yang I

i{jpara Debitor harus diubah
nya kasus per kasus,

1enjad1 objek jaminan ﬁduma

secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan




" berkepentingan apakah mereka dengan

{gugatan, verzet, dan lain sebagainya).

penerima fidusia, penjualan mana dilakukan

setelah pemberitahuan tertulis oleh pemberi:
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dalam waktu 1 (satu) bulan

aan penerima fidusia kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dan diurmumkan sekurang-kurangnya

dalam 2 (duaz) surat kabar harian yang beredar di daerah yang

bersangkutan.

Pengaturan yang sudeh cukup baik dengan mendasarkan

kesepakatan penerima dan pemberi ﬁduSia untuk menjual barang

fidusia dapat terhambat dengan tidak jelasnya pengaturan pihak yang

rencana pelaksanaan penjualan  dapat

telah mengetahui adanya

melakukan keberatannya

Selama ini banyak pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan

melalui pelelangan diajukan verzer/gugarém_ oleh pihak ketiga. Untuk

mencegah terlarangnya hambatan e‘ksekus:i,‘ ketentuan ini harus lebih

dipertegas siapa yang dimaksud dengan pihzﬂ_c yang berkepentingan dan

apa hak yang dipunyai oleh mereka.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam rangka

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib

menyerahkan benda yang menjadi ebjék jaminan fidusia (Right to

Reposses) kepada penerima fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia menolgk untuk menyerahkan benda

yang mernjadi objek jaminan fidusia mka penerima fidusia berhak untuk

mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu




|

dapat meminta bantuan pihak yang beWJ'énang, apakah Pengadilan,
: |'.! '
Polisi, Satpam bank atau Kantor Lelang. ||,

Pada numumnya apabila kredit suclhh macet maka kerjasama

antara Debitor dengan Bank sangat sukar éiiakukan, dengan demikian
geyogyanya kKewajiban tersebut harus diikiiﬁ dengan sanksi sehingga
dapat diharapkan Debitor akan menyerahléén barang jaminan secara
sekarela kepada Bank. |

Apabila tidak ada sanksi terhadap 15ebit01' kemungkinan besar
Bank harus dengan secara paksa mengambilff)arang jaminan tersebut dari
kekuasaan Debitor. Untuk itu, pengertian p‘lhak yang berwenang untuk
diminta batuannya oleh penerima fidusia Lgar dapat diterapkan secara
lebih luwes tidak terbatas pada pihak PQI;;_RI atau Pengadilan Negeri
melalui Pasal 200 (II) RIB schingga pt;jﬂbt kantor lelang negara

Lok
dimungkinkan diminta bantuannya untukjfjmengambil barang fidusia

karena proses ini berkaitan dengan pelaksmr"jsm eksekusi jaminan fidusia
oleh kantor lelang negara. |

Untuk memunjang pelaksanaan Right 2o Repossess ini perlu
kiranya adanya sosialisasi dan kerjasama éihak Kepolisian dan pihak

Pengadilan, sedemikian rupa sehingga"funtuk maksud Right lo

Repossess ini tidak mengharuskan penerirna fidusia untuk menggugat

iebih dahulu.

Dengan demikian masalah ekseklisi benda jaminan fidusia

merupakan hal yang sangat penting Ig_'.hususnya dalam lembaga
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Jjaminan fidusia. untuk itu perlu diciptakiﬁ lembaga hukum eksekusi,

Hal tersebut merupakan terobosan terhads

p realisasi hak pihak bank

terhadap para debitornya melalui prosedur litigasi .danfatan prosedur

ekselausi yang ada (eksekusi dengan pertolLongém hakim), karena dinilai

terlalu lama dan cukup berbelit.

Akibat dari krisis moneter yang melanda negara kita tahun 1997

yang lalu telah mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi yang ditandai

dengan turunnya nilai mata uang rupish, melonjaknya harga, runtuhnya

- beberapa perusshaan, terpuruknya perdagm;lgan' dan sebagainya sehingga

mengakibatkan membengkaknya kredit macet ﬂiiktlti dengan rontoknya

dunia perbankan. Pembentukan Badan Peﬁyehatan Perbankan Nasionai

(BPPN) dengan kewenangan melakukan peringatan dan bilamana perlu

dilanjutkan dengan lelang atas kekayaan debitor bank berdasar Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 juncto

Undang-Undang Nomor 10,

Talun 1998 tentang Perubahan Undang-Utidang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, pada hakekatnya adalah
eksekusi. Hal tersebut merupakan terobosaxj
bank terhadap para debitornya melalui

prosedur cksekusi yang ada (eksekusi d

penciptaan lembaga hukum
terhadap realisasi hak pihak
prosedur litigasi dan/atan

engan pertolongan hakim),

karena dinilai terlalu lama dan cukup beﬂ:elit. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat menghendaki prosedur realisasi pemenuhan

kewajiban secara paksa terhadap pihak del

fitor yang tidak mau secara

sukarela memenuhi kewajibannya di!akuké.tﬁ ciengan cara lebih sederhana
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dan tidak berbelit-belit. Untuk memenuhi %ébumllan ini dan sekaligus
menjaga agar pelaksaﬂaan realisasi hak secafra paksa tersebut dilakukan
menurut huksm maka pemahaman terhadap %andmxgmx Hukum Eksekusi
merupakan suaty keharusan. Hal ini Tiengandung makna bshwa
perkembangan kebutuhan masfarakat me t?ntﬁ_t pembicaraan eksekusi
tidak lagi terbatas sebagai bagian dari Huk'l%n J;?&cara Pérdata, melainkan
harus dibicarakan tersendiri sebagai cabang?ilrhu hukum, vaitu Hukum

Fheekusi. Melalui cara demilian materi eksekusi dapat dibahes secara
. 1l

lebih luas dan mendalam.




BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis hasil penelltlén sebagaimana disebutkan
pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebs agal berikut :
1. Pembebanan dan pendaftaran serta eksekusx:qud; benda Jjaminan fidusia ;
dalam pelaksanaannya sebagai berikut : :

a. Pembebanan terhadap benda objek Jamman ﬂdusxa dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia telah dsberlkan kesempatan/kemungkman
sebanyak mungkin jenis barang modal yang dapat diikat dengan
jaminan fidusia, namun pelaksmaann:;’a belum dimanfaatkan
selurshnya, pam pelaku usaha masih sel:e;ktif memilih benda objek
jaminan fidusia tersebut.

b. Pendaftaran jaminan fidusia adalah ufiltljlk memberikan kepastian
hukum bagi pihak kreditor dan debit¢£? serta pihak ketiga yang
berkepentingan. Dalam pelaksanaan pendaﬂaran jaminan fidusia
tersebut para pelaku usaha belum selumhnya memenuhi kefentuan
dalam Undang-Undang Jaminen deu:s;a. Tanpa dilakukannya
pendaftaran, meskipun  secara é}uridis dengan  cukup
ditandatanganinya akta jaminan ﬂdusiﬁ dx hadapan notaris, jaminan
fidusia tersebut telah merupakan hak agtﬂl_n?an, narrun kreditor belum
memiliki hak preference apabila timbul eiisekusi. Dengan pendaftaran

272
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jaminan fidusia maka srtifikat jaminan ﬁdusza mempunyai kekuatan
eksekusi sama dengan putusan pengadllan yang telah mempunyai
kekuatan hukum pasti, oleh karena itu ‘memberlkan hak kepada
kreditor untuk mengeksekusi objek _]amman fidusia jika debitor
wanprestasi. 3 |
¢. Eksekusi benda jaminan fidusia meméékan bagian dari proses

penyelesaian sengketa. Eksekusi benda Jmnman fidusia dtlakukan

dengan tiga cara yaitu titel eksekutorlal parate eksekusi, dan

perjualan di bawah tangan. Ketiga carz_y ;eksekusx inl merupakan

eksekusi berdasarkan prosedurnya, jika'% jjdipandang dari eksekusi
berdasarkan objeknya maka cara eksekusfii%jtersebut berupa eksekusi

benda jaminan.

I
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan panbebéqan dan pendaftaran serta
cksckusi objek jaminan fidusia adash sebagai berikut
a. Dalam pembebanan benda jaminan ﬁdus;a ken&ala yang dihadapi
adalah mengenai pengikatan benda persediaan dan piutang dagang
sebagaimana disyaratkan dalam Undang—Undang Jaminan Fidusm
b. Dalatn hal pendaftaran fidusia kendala yang ttmbul antara lain belum
terbentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia dx seluruh Kabupaten/Kota
di seluruh Wilayah Indonesia, belum dllengkap: dengan fasilitas data

Base on Line yaltu sejenis Buku Tanah pada Kantor Pertanahan dan
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tidak adanya batas waktu sejak penandatéﬁiganan akta jaminan fidusia
kapan pendaftaran fidusia harus diia@kaxlx.ﬁ

¢, Terhadap kendala yang timbul dalam ;‘)éiaksanaan eksekusi benda
T N

Lo

jaminan fidusia disebabkan bebmpaiféktof yang mempengaruhi
antara lain : peraturan pa'undang-undanr‘g:zm, pemohon eksekusi dan
termohon eksekusi, pelaksana eksekusi, o;bjek jaminan fidusia tidak

dapat ditemukan, dan pada saat pe!aksanamia eksekusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menin?gkatkan sosialisasi tentang
Undang-Undang Jaminan Fidusia kepada m.as?_yarakat-, khususnya praktisi
dan para pelaku usaha, supaya mendapatkan siebanyak mungkin masukan
yang bermanfaat.

2. Disarankan kepada pembentuk Undang—U_ndalz':g Jaminan Fidusia segera
melengkapi dengan peraturan pelaksanaani. bilamana perlu diadakan

perubshan atas rumusan beberapa pasal, yané menghambat pelaksanaan

Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain

a. Pasal 6 huruf a dan ¢ junto Pasal 13 Avat (2) huruf a dan d,
penyebutan dan uraian mengenai jenis? émerek dan kualitas obyek
jaminan fidusia berupa benda persediaaﬁx, icukup disebutkan jenis dan
nilainya saja; ; |

b. Segera dibentuk kantor pendaftaran ﬁ?u%sia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 Ayat (4) untuk mmgizi?angkan kesan, keberadaan




275

Undang-Undang jaminan fidusia dipak.sa:kan berlakunya, karena

pendaftaran sangat penting artinya hagl k:elahiran jaminan fidusia,

terutama sekali pemunjukan kantor pendaﬁéran fidusia bagi pexhberi
fidusia yang berdomisili di luar neg,n (penjelasan pasal 11
menetapkan bshwa pendaftaran wajib idilaksanakan di tempat
kedudukan pemberi fidusia, sedang pasai 11 ayat 2 menetapkan
bahwa dalam hal obyek jaminan ‘ﬁdusia? berada di luar wilayah

Republik Indonesia, kewajiban pmdMn tetap berlaku), karena

- masalah pendaftaran terkaif erat dengaﬁ }tetentumi pasal 27 Chak

mendahulu bagi penerima fidusia yang! sudah mendaftarkan Akta
jaminan fidusia) dan pasal 28 ¢hak mendahulu diberikan kepada

penerima fidusia yang lebih dahulu meiakjanakan pendaftaran).

. Pengaturan tanggal yang sama dalam pasal il3 ayat 3, pasal 14 ayat 1

dan pasal 16 ayat 2, hendaknya disesuaikan dengan kenyataan di

lapangan.

. Untuk menghindari salah penafsiran, perlu diadakan mimusan yang

lebih tepat untuk pasal 22, agar pem uat Un:dang~U‘nda'ng tidak
terkesan: melindungi pembeli cbyek Jamman fidusia yang mempunyai
itikad yang tidak baik, demikian pula mrnusan pasal 17 {larangan
fidusia ulang) junto pasal 28 (hak mi;ﬁdahulu diberikan kepada

penerima fidusia yang lebih dahulu melak.sanakan pendaftaran).

(FT-PUSTAR-UNDIP
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3. Periu segera disediakan fasilitas data base ogz line pada setiap kantor
i

pendaftaran fidusia.

. Adanya koordinasi antara Departemen Kehakxman dan Hak . Asasi
Manusia Republik Indonesia dan aparat penegak hukum, khususnya
institusi peradilan dan instansi terkait lamya, sehingga mempunyai
presepsi yang sama dalam mmgintelprestasikja:; serm;a ketentuan dalam
undang-undang tersebut, jangan terkesan hukum dinilai tidak mampu lagi
memberi keadilan dan kepastian hukum sehifr.‘lgga masyarakat membuat

aturan sendiri.

. Agar Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak2 "érkesan diabaikan, karena

tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah di
dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan agar Undang-
Undang jaminan fidusia dipatuhi serta dilaksanakan oleh pelaku usaha,
khususnya Bank Perkreditan Rakyat maupun lembaga Pembiayaan dan
masyarakat ekonomi lemah, kiranya dapat: ‘dlpzkirkan untuk fasilitas
kredit sampai jumlah tertentu, diberlakukan sgmacam Surat Kuasa Untuk

Membebenkan Hak Tanggungan, sebagai mana diatur dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan.
ik

. Dalam eksekusi benda jaminan fidusia banyék kendala yang dihadapi,
|

olehi karena itu perlu adanya ketentuan eksekum yang merupakan

terobosan dalam memenuhi tuntutan maﬂ_,"arakat dan penting pula

eksekusi dibuat suatu cabang ilmu Hukum gEksekum tersendiri, karena




selama ini Hukum Eksekusi yang ada m

Acara Perdata.
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empakan bagian dari Hukum
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B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
KUH Perdata
KUHP ,,
Undang-Undang No, 5 Tahun 1960 Tentang Undang—f:Undang Pokok Agraria
Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susuri

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta Bangunan
yang Berdiri di atas Tanah I

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pembahan Atas Undang-Undang
No, 7 Tahun 1992 tentang Perbankan {

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahs:in dan Permukiman
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang JammamFldusxa

Peraturan Pemerintah No. 87 tshun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Aktﬂ Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2000 tentang) \Perubzhan Atas Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak 'Yang Berlaku Pada Depaﬂemen Kehakiman

Kepres No. 139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di
Setiap Ibu Kota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Kepmenkeh & HAM RI No. M.0I-UM.01 06-tahun 2000 tentang Bentuk
Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran J amman Fidusia

Kepmenkeh dan HAM RI No. M.08-PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan
Kantor Pendaftaran Fidusia

 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 557fKMK 01/1999 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. MSJ'KMK 01;"2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Plutang dan Lelang Negara

Surat Edaran DirSektur Jendral Administrasi Hukum Umum Depkeh dan HAM
‘. RI NO. C-UM.01.10-11 tentang Penghltungan Penetapan Jangka
Wakin Penyesuaian Dan Pendaftaran Peqanjlan Jaminan Fidusia

C. LAIN-LAIN S

Varia Peradilan, Nomor Perdana Tahun 1985
Varia Peradilan No. 48 tahun 1987
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Jurnal Hukumn Bisnis, Volume 1 Tabun 1997

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2 Tahun 1997

Jumnal Hukum Bisnis, Volume 3 Tahun 1998 5
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4 Tahun 1998 s
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 6 Tahun 1999 |
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9 Tahun 1999 ;
Newsletter No. 41/VI/Juni/2000 - - - N
Info IKADIN Tahun I No. 1 Januari 2000 L
Info IKADIN Tahun I No. 2 Maret-Aprii 2000

Masalah-Masalah Hukum, No.2 April-Juni 2000

Info IKADIN Tahun I No. 3 Mei-Juni 2000

Info IKADIN Tahun I No. 4 Juli-Agustus 2000
Masalah-Masalah Hukum, No. 3 Juli-Sept 2000
Masalah-Masalah Hukum, No. 4 Okt-Des 2000

Info IKADIN Tahur I No. 6 Nov-Des 2000

Varia Peradilan No.177 Juni 2000 :
Info IKADIN, Vol 1 No.6/Nov-Des/2000 ]

- Info IKADIN, Vol I No.7/Jan-Feb/2001

Ahmadi, Wiratni, Pelaksana Pembelaan F1duc1a Menurut Undang—Undang
Noimor 42 Tahun 1999, makalah dlsampalkan pada seminar sosialisasi
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, tentang jaminan Fidusia
diselenggarakan oleh BPHN Depkeh & HAM RI dengan PT Bank
Mandiri, tgl. 09-10 Mei 2000, di Jakarta

Darus, Mariam, Beberapa Permasalshan Hukum Hak Jaminan, makalah
disampaikan pada seminar sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 tentang jaminan Fidusia diselenggarakan oleh BPHN Depkeh &
HAM RI dengan PT. Bank Mandiri, tgl. 09-10 Mei 2000, di Jakarta

Eiijana, Eksekusi Jarninan Fidusia Menurut Undang~Undaﬁg No. 42 Tahun 1999
tentang jaminan Fidusia dan kendalanya, makalah disampaikan dalam
serninar Pelaksanaan Fidusia dan Pendaftarannya dalam prektek dalam
rangka HUT Ke-15 IKADIN di Jakarta

Harris, Freddy, Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaﬁaran Jaminan Fidusia,
makalah disampaikan pada seminar sosialisasi Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia diselenggarakan oleh BPHN
Depkeh & HAM RI dengan PT. Bank Mandzn tgl. 09-10 Mei 2000, d;
Jakarta
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Harsono, Budi, Undang-Undang 42 Tahun 1999 (tentang Jaminan Fidusia,

makalah disampaikan pada Seminar N"lSlOIlal tentang ijauan Isi dan
Pelaksanaan Undang-Undang 42 Tahun 19‘?9 tentang jaminan Fidusia,
diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Bukum Trisakti,
di Jakarta tgl. 1 Desember 1999 ‘;f

Hasan, Djuhaendah, Aspek Hukum Hak Jaminan Peromngan dan Kebendaan,

makalah disampaikan pada seminar sosmllsam Undang-Undang No.42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dis elenggarakan oleh BPHN
Depkeh & HAM RI dengan PT. Bank Mamhn tgl. 09-10 Mei 2000, di
Jakarta f;

Hutagatung, Ari, Eksekust Jaminan Fidusia Memurut: Undang—Undang Nomior 42

Junaidi,

Tahun 1999 Tentang Jaminin Fidusia, makalah disampatkan dalam
Seminar Nasional mengenai Pelaksanaan Pemb ebanan Fidusia Menurut
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dtselmggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Trisakti, tgl. 1 Desember 1999

Ridzki, Beberapa Permasalahan . Hukum Hak Jaminan, makalah
disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang -Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, diselmggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum WNasional Departemcn Hukum dan Perundang-
Undangan RJ, tgl. 09-10 Mei 2000 :

Panggabean, Efektifitas Penegak Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah

Law Enforcement terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999),
makalah disampaikan dalam seminar Pelaksanan Fidusia dan
Pendaftarannya dalam prakiek datam rangka HUT Ke-15 IKADIN di
Jakarta

Partomuan, Amrui, Aspek Hukum Pengallhan dan Hapusnya Jaminan Fidusia,

Prasojo,

makalah disampaikan pada semninar sosmhsasx Undang-Undang No, 42
Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dlselenggarakan oleh PPHN
Depkeh & HAM RI dengan PT. Bank Mandm tel. 09-10 Mei 2000, di
Jakarta ‘

Ratnawati, Pembebana, Pendaftaran dan Hapusnya Jaminan Fidusia,
makalah disampaikan dalam seminar Undang-Undang jaminan Fidusia

di Jakarta, diselenggarakan oleh Hozman Paris Law Education &

Training Center
---, Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor ‘42 Tahun 1999 Tentang

Jamman Fidusia, makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tel. 1 Desember 1999

---, Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor |42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, makalah dismpaikan pada patemuan Anggota INT Se-
Jawa Tengsah, di Purwokerto tel. 24 Juni 2000

t
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Remi, Sutan, Hak Jaminan dan Kepailitan, makalah dxsampalkan pada seminar
sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan
Fidusia diselenggarakan oleh BPHN Depkeh & HAM RI dengan PT.

Bank Mandiri, tgl. 09-10 Mei 2000, di Jakarta f_'f:

Roestamy, Martin, Aspek Hukum Pembebanan dan Pmdaﬁaran Jaminan F:dusxa
(Tinjauan Praktis), makalah disampaikan pada seminar sosialisasi
" Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tmtang jamianan Fiduosia
diselenggarakan oleh BPHN Depkeh & HAM RI dengan PT. Bank

Mandiri, tgl. 09-10 Mei 2000, di Jakarta !

Salam, Salmijas, Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan,
makalah disampaikan pada seminar Sosialisasi |Undang—Undang No, 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dlselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum WNasional Departemen Hukum dan Perundang-

Undangan R1, tgl. 09-10 Mei 2000 i ﬁ

Setijoprodjo, Bambang, Aspek Hukum Pengalihan dan Hapusnya Jaminan
Fidusia, makalah disampaikan pada Semmar Sostalisasi Undang- -
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan F:dusxa, diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan R, tgl. 09-10 Mei 2000 | .

Sibrani, Bachtiar, Aspek Hukum Eksekusi Jam1 an Fidusia, makalah
disampaikan pada seminar sosialisasi Undang—'Undang No. 42 Tahun
1999 tentang juminan Fidusia diselenggarakan|oleh BPHN Depkeh &
HAM R1 dengan PT. Bank Mandiri, tgl. 09- IOMei 2000, di Jakarta

Sutadi, Mariana, Jaminan Fidusia dan Kepailitan, makalah disampaikan pada
Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, diselenggarakan olch Badan Pembinaan Hukum
Nasional Depatemen Hukum dan Pemndang—Undangan R], tgl. 09-10
Mei 2000 |t.

Talib, Jusuf, Sekilas Bahasan Tentang Undang—Undang Fidusia, makalah
disampaikan dalam saminar Undang-Undang Jaminan Fidusia di
Jakarta, diselenggarakan oleh Hoiman Pam' Law Education &
Training Center | E

Tambunan, Fred, Mencermati Pokok-Pokok Undang—Undang Fidusia, makalah
disampaikan dalam seminar Pelaksanaan Fidt'lsm dan Pendaftarannya
dalam prakiek dalam rangka HUT Ke-15 H(ADH\I di Jakarta

Wiraatmaja, Rasjim, Aspek Hukum Eksekusi Jamman Fidusia, makalah
disampaikan pada seminar sosialisasi Undan'g—Undang No. 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fudusia dxselmggarakan oleh BPHN Depkeh &
HAM RIdengan PT. Bank Mandiri, igl. 09- IGMel 2000, di Jakarta




